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Bismillahirrahmanirrahim,

Pertama-tama, penulis hendak menyampaikan Kalimat
Tahmid Alhamdulillahi Rabbill’alamin. Atas Rahmat dan Maunah
Allah SWT, penulis dapat merampungkan penyusunan buku ini
tentu di tengah kesibukan menjalankan tugas dan fungsi peradilan

etika penyelenggara pemilu, namun dengan segala kekurangan
yang ada, buku ini akhirnya dapat selesai hingga diterbitkan.

Pengantar singkat ini, penulis ingin menyampaikan bahwa
pada tahun 2019 kita bangsa Indonesia telah dengan sukses

menyelenggarakan pemilu nasional yang digelar secara serentak,

untuk pertama kali dalam sejarah pelaksanaan pemilu pasca

reformasi. Selain pemilu serentak yang menggabungkan tiga jenis

pemilihan umum secara serentak yaitu pemilihan presiden dan

wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, DPR Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota, kita juga pada tahun 2020 seakan menjadi tahun

turbulensi bagi penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan

Pilkada Serentak Tahap Keempat di 270 daerah. Goncangan
dimulai ketika World Health Organization (WHO), menetapkan
corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi global (11

Maret 2020), menyusul Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020
tentang penetapan Covid 19 sebagai bencana nasional (13 April
2020). Pilkada yang sedianya diselenggarakan pada 23 September
2020, mundur 9 Desember 2020 melalui UU Nomor 6 Tahun
2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota.
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pKPP yang memikul tugas penegakan koge :
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Sekurangnya dua turbulensi bagi penyelenggara i |
Pertama, Covid 19 adalah bencana non alam yang tidak dapa;
dielakkan dan berpotensi memperluas cluster-cluster bary, .
Kedua, konstelasi Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid 19 lebip
dinamis dibandingkan pemilu legislatif atau pemilu presiden
dan wakil presiden. Kebiasaan dalam Pilkada, penyelenggara |
dihadapkan langsung dengan konflik kepentingan karena
dekatnya relasi dengan kekuasan di daerah. Ibarat mengarungi
lautan, penyelenggara pemilu dituntut memilki kebiasaan
seperti pelaut. Pada tahun 2020 ini, penyelenggara pemilu tengah
dihadapkan dengan badai dahsyat dan ombak besar. Akan disebut
pelaut ulung jika terbiasa, tidak takut, dan selamat mengarungi
lautan dengan badai dahsyat dan ombak besar.

Meneladani jiwa pelaut ulung, Pilkada 2020 .d! tengah
Pandemi Covid 19 tetap diselenggarakan untuk keberlangsungan
nafas demokrasi dengan memperhitungkan aspek-aspek yang
harus dipedomani, bukan bermodal nekad. Orang yans cerdas
berakal itu selalu menghitung konsekuensi, sementard orang ?rang
nekat dan penuh spekulasi itu selalu menghitungr esiko. M estm}:r
penyelenggara pemilu itu menghitung konsekuenst. Mg
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tidak mudah, tapi itulah konsekuensi yang harus diamalkan
para penyelenggara sebagai bagian dari prinsip professional dan
tanggungjawab jabatan/profesi.

Alhamdulillah, hari pencoblosan (voting day) Pilkada 2020
berlangsung lancar. Tapi, hari pencoblosan bukan tahapan akhir
dari pemilihan, masih banyak tahapan-krusial yang dihadapi
penyelenggara. Penyelenggara Pemilu masih akan dihadapkan
dengan godoan-godaan lain yang berpotensi pelanggaran etika
dan pelanggaran hukum. Jika, sampai pada tahapan pemilihan,
para penyelenggara telah sukses mengarungi lautan dengan
aneka goncangan. Harus dipastikan hasil akhirnya adalah selamat

mengantarkan Pilkada untuk terpilihnya kepemimpinan daerah
sesuai kehendak suara terbesar rakyat daerah.

Demokrasi yang baik diawali dari pemilu yang berintegritas
sehingga diharapkan menghasilkan pemimpin yang berintegritas
pula. Sedangkan pemilu yang berintegritas harus diawali dari
penyelenggara pemilu yang berintegritas. Sebaliknya, jika
penyelenggara pemilu tidak memiliki integritas, maka pemilu
yang dihasilkan pun akan nir-integritas dan akibatnya akan lahir
pemimpin yang cacat moral. Sinergitas penegakan hukum (rule of
law) dan penegakan kode etik (rule of ethics) sangat diperlukan.
Jadi kita tidak boleh mempertentangkan antara sistem norma
hukum dengan sistem norma etika. Memperhadapkan antara
hukum dan etika sebagai dualisme justru akan menjadikan orang

tergelincir.

Akhirnya, penulis hendak menyampaikan ucapan terima

kasih penulis kepada pihak-pihak yang telah terlibat langsung
maupun tidak langsung dalam membantu mengumpulkan

dan merapikan kembali tulisan penulis, hingga dapat tersusun
menjadi buku sebagaimana di tangan pembaca ini. Penulis
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menyampaikan terima kasih kepada anggota DKpp o ;
prasetyo, Dr. Alfitra Salam, Dr. Ida Budhiati, Didik Supriya:: Tegm1
M.IP, Pramono Ubaid Tanthowi, MA., Muhammad Aﬁfllddim' Sip

MH dan Sekretaris DKPP Yudia Ramli yang telah bersam:' SHY,
: Sam,

mengg
menegakkan kehormatan penyelenggara dan institys;j pe

. m“ihan.
umum agar tetap dipercaya masyarakat.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Sdr'Rﬂhman
vasin dan Dina Eka yang telah bersama-sama membang,
mengumpulkan bahan hingga mengedit dari beberapa tulisgp
penulis hingga menjadi buku yang ada ditangan pembacg ini
Terimakasih untuk semua pihak termasuk penerbit yang te|sp
memberikan kontribusi terhadap penerbitan buku ini. Karya
ringan ini membutuhkan saran positif konstruktif dari pembacz

untuk perbaikan revisi berikutnya.

Jakarta, November 2021

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.S.
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TITIK TEMU ETIKA DAN PEMILU

A. Titik Temu Etika dan Pemilu Demokratis

Etika

Dalam banyak literatur klasik dan kontemporer, kajian ilmiah
mengenai sejarah perkembagan etika selalu dikaitkan dengan
pemikiran-pemikiran filsafat terutama filsafat Yunani yang sejak
berpuluh-puluh abad silam telah diperbincangkan. Franz Magnis
Suseno misalnya, dengan merujuk pada berbagai literatur klasik
(dalam Ludigdo) mengatakan, bahwa pemikiran filsafat yang
berkembang pada era modern sekarang ini tidak lepas dari
pengaruh pemikiran filsafat Yunani. Dalam perkembangan filsafat
Yunani, kita mendapatkan klasifikasi pemikiran filsatat seperti
metafisika dan etika. Namun perkembangan pemikiran filsafat
metafisika dan etika ini sesungguhnya bermula dari filsafat alam.
Tipe pemikiran filsafat alam inilah disebut sebagai filsafat pra-
Socrates (Betrand Russel). Pemikiran etika dapat ditelaah melalui
pemikiran-pemikiran generasi setelah Pytagoras (570-496 SM).

Sebagai gambaran awal untuk menghantarkan pembahasan
buku ini, penulis hendak menekankan perhatian utama kepada
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mo efb hkan hampir di seluruh dunia, mulai muncy) kESada:t
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;faa;lagtan-jabatan publik. Bahkan pada tahun 1996, Sidang Um?:
PBB merekomendasikan agar semua negara 'anggot_a m Embanm_
apa yang dinamakan “ethics infra-structure in public offices” yang
mencakup pengertian kode etik dan lembaga penegak kode %

Kalangan pemikir filsafat politik dan kaum strukturalis
modern menganggap bahwa kehidupan sosial dan kehidupag
kolektif dalam perkembangan dan pengertian kekeluargaan
persahabatan, serta kebersamaan sebagail sesama umat manusiz
hendaknya dikuatkan dengan nilai-nilai kebaikan, kejujuran,
dan keadilan yang tinggi yang harus dijunjung tinggi termasuk
dalam kehidupan bernegara. Filsafat pemikiran ini dalam tahap
perkembangan kemudian dilanjutkan oleh Democritus (460-
371 SM) yang pada intinya mengajarkan dan menekan@
pentingnya keadilan. Keadilan menjadi nilai etika dan moralitas
dalam kehidupan bersama baik dalam kerangka persz-th:ﬂbaﬁ‘n _
maupun dalam persaudaraan. Plato menekankan idea yans baL:
dan menjadi pedoman hidup sekaligus sebagai penuntun umat
manusia dalam menggapai kebaikan.

1] Jimly Asshiddigie, | Yeniguatan Sistem Pemerintaban Presidential dan Sistem Peradilan M odern,
Sinar Grafika, Jakarta, 2016 hlm, 175




Etika Yunani maupun etika modern secara substansial
memiliki persamaan, di mana etika memberikan arahan agar
manusia dapat hidup dengan baik dan bermakna berdasarkan
nilai-nilai kebaikan universal. Agar manusia hidup baik maka yang

perlu ditempuh ialah dengan menggunakan etika kebijaksanaan.

Etika kebijaksanaan inilah yang memunculkan orang-orang

bijaksana, karena Orang-orang bijaksana memahami kehidupan
dengan pemahaman atas kosmos dan realitas. Danitulah sebabnya
mengapa Plato mengatakan, negara dan pemerintahan demokrasi
haruslah di bawah kendali orang-orang bijaksana. Karena orang-

orang bijaksana tidak hanya menggunakan rasionalitasnya tetapi
juga akal budi untuk memahami realitas.

Pada tahap perkembangan berikutnya adalah pemikiran
Yunani dari Aristoteles (384-322 SM). Aristoteles menggambarkan
etika secara lebih kritis, reflektif dan memiliki argumentasi yang
kuat (Suseno) etika menurut Aristoteles sebagai sebuah cabang
ilmu filsafat yang mandiri. Pendapat inilah yang membedakan
Plato dengan Aristoteles. Menurut Aristoteles, pendapat Plato
tentang idea. Idea menurutnya lebih merupakan interpretasi
terhadap suatu realitas, di mana manusia memiliki kompetensi
tertentu untuk membuat konsep-konsep universal mengenai
fenomena-fenomena empiris yang menjelaskan bagaimana
menolak alam idea yang abadi. Manusia tidak perlu melakukan
perenungan atas idea untuk mencapai kehidupan. Pendek kata
pemikiran Aristoteles lebih pada pendekatan empiris yang
menekankan realitas inderawi.

Para pendiri bangsa (the founding fathers) dalam proses
dialektika formulasi nilai UUD 1945 berhasil menggali dan
menempatkan nilai-nilai etika dan moral dalam berbagal bidang

kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang politik, sosial,
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ekonomi, dan lain-lain untuk dituangkan ke dalam UUD 1945 Dy
dalam Pembukaan UUD 1945, nilat ctlka' dz.m .m?l:a] terdapa dj
seluruh pokok pikiran, yang kemudian nilai-nilai itu d'jabﬂrkan

ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Itu sebabnya, UUp 194¢

sejatinya merupakan sintesa nilai etika dan moral yang dia"gkat

dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang dikenal religiyg,

berperikemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan Hal

ini sangat simetris dan sinergis dengan tujuan bernegara dan
berk{)nsﬁmsi Yakni mengal'ahkan kepﬂda moral kehidUPan
berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang lebih baik.”

Nilai-nilai luhur itu kemudian disepakati untuk diformalisag;
dengan sebutan Pancasila. Didalam Pancasilaitu, nilai ketuhanan
ditempatkan sebagai sumber etika dan spiritualitas pada posis;
yang sangat penting sebagai fundamen etik kehidupan berbangsa
dan bernegara. Penegasannya, Indonesia bukanlah negara agama
dan bukan pula negara sekuler, karena Indonesia melindungj
hidupnya semua agama dan keyakinan serta mengembangkan
agama untuk bisa memainkan peran yang berkaitan dengan
penguatan etika sosial. Dalam pemikiran Pancasila, nilai-nilai
kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan,
hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia juga meruapakan
fundamen penting bagi etika politik kehidupan bernegara.
Pengakuan dan pemuliaan hak-hak dasar warga negara secara

adil dan beradab merupakan prasyarat yang tak boleh diabaikan
dalam bernegara.?

Pemilu Demokratis

Pada dasarnya, prinsip demokrasi yang utama adalah
kedaulatan berada di tangan rakyat. Dengan demikian dalam

2] 1bid, b3,
B g




sistem demokrasi, rakyat menempati posisi yang sangat penting.
Hal tersebut terkait dengan prinsip kebebasan (liberty) dan

persamaan (equality). Semua rakyat dalam sistem demokrasi
memiliki persamaan terkait dengan haknya sebagal warga negara
dan hal tersebut dijamin oleh konstitusi. Hak-hak tersebut
juga termasuk hak untuk menentukan para pemimpin négara.
Penghormatan untuk hal tersebut diwujudkan dalam suatu proses
yang disebut pemilu. Arah penyelenggaraan pemilu harus dapat
mengayomi dan mewadahi semua hak-hak politik warga negara
dan pemilih sesuai dengan prinsip kesetaraan, one person, one
vote, one value (OPOVOV) dan prinsip-prinsip keadilan politik.

Terkait dengan demokrasi, pemilu merupakan suatu
mekanisme penyerahan sebagian kedaulatan pemilih terhadap
mereka yang dipilih untuk menjadi pemimpin negara. Hanya
saja seringkali hak-hak tersebut terbentur satu sama lain dengan
hak-hak serta kepentingan yang lain. Oleh karena itu demokrasi
diperlukan karena sistem ini bisa menegakkan stabilitas sosial,
menciptakan ketentraman dan membawa rasa aman atas hak-
hak yang dimiliki masyarakat. Demokrasi bukan saja membuat
masyarakat mampu mempertahankan dirinya terhadap ancaman
yang datang dari luar, tapi juga membina hubungan yang damai
antar sesama warga.

Masyarakat yang menempatkan kebebasan sipil (civil liberty)
sebagai nilai bersama yang paling mendasar melihat demokrasi
dengan cara yang berbeda. Masyarakat ini memerlukan
demokrasi untuk melindungi dan menjamin kebebasan dan hak-
hak warganya. Tirani dan semua bentuk kekuasaan politik yang
bersifat absolut selalu dipandang sebagai ancaman. Demokrasi
kerap diidentikkan dengan upaya mengendalikan dan membatasi

kekuasaan negara.*
[4] Lihat dalam Muhammad AS Hikam Forum, Perkembangan Pemikiran dan Praktek Demokrasi. 2008




1

¢ r '
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politik baru dianggaP 593 akat. Keabsahan atau legitimasi {1

n masyar . .
misalnya, nelalui pemilihan umum yang
ruk menentukan tokoh dan pemimpin

hatan publik dengan wewenang yang |
mengharuskan adanya partisipasi.

kebijakan-kebijakan bersama yang
bagi keterlibatan semua warga dan
referensi yang berkembang di

ganegaraan (citizenship) menjadi

mendapat persetujud

tersebut bisa dicapal,

dilakukan secara herkalaun

yang menduduki jabatan-ja

hesar. Kewarganegaraan juga

Maksudnya proses pembuatan
bersifat otoritatif harus dibuka

mempertimbangkan preferensi-p

tengah masyarakat.”

Dalam literatur ilmu politik modern disebutkan ada beberapa

ciri pokok dari sebuah sistem politikyang demokratis, diantaranya:
pertama, adanya partisipasi politik yang luas dan otonom;
demokrasi pertama-tama mensyaratkan dan membutuhkan

adanya keleluasaan partisipasi bagi siapapun, baik individy
maupun kelompok, secara otonom. Tanpa perluasan partisipasi
politik yang otonom, demokrasi akan berhenti sebagai jargon
politik semata. Oleh karena itu, elemen pertama dalam sebuah
sistem politik yang demokratis ialah adanya partisipasi politik
yang luas dan otonom. Kedua, terwujudnya kompetisi politik

yang sehat dan adil.

Dalam konteks demokrasi liberal, seluruh kekuatan politik
(partai politik) atau kekuatan sosial-kemasyarakatan (kelompok
kepentingan dan kelompok penekan) diakui hak hidupnya dan
diberi kebebasan untuk saling berkompetisi secara adil sebagal
sarana penyalur aspirasi masyarakat, baik dalam pemilihan
umum atau dalam kompetisi so sial-politik lainnya. Ketiga, adany?

suksesi ' '
-51 atau sirkulasi kekuasaan yang berkala, terkelola, sertd
Bl Ibid , Muhammad AS Hikam Forum, 2008




terjaga dengan bersih dan transparan, khususnya melalui proses
pemilihan umum. Keempat, adanya monitoring, kontrol, serta
pengawasan terhadap kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif,
birokrasi, dan militer) secara efektif; dan terwujudnya mekanisme
checks and balances di antara lembaga-lembaga negara. Kelima,
adanya tatakrama, nilai, norma yang disepakati bersama dalam

bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.’

Pemilu vyang kurang berkualitas akan melahirkan
ketidakpuasan bagi banyak kalangan. Ketidakpuasan itu dapat
berdampakpada kurangnya kepercayaan masyarakat (public trust)
terhadap pemilu. Disamping itu pemilu yang tidak berkualitas

akan mendorong lahirnya dinamika politik yang cukup tinggi.
Pelaksanaan Pemilu dapat dinilai berlangsung secara demokratis

jika memiliki 2 (dua) aspek secara simultan yaitu aspek prosedural

dan aspek substantif.

Dariaspekprosedural antaralainregulasi pemilu (UU Pemilu),
Penyelenggara Pemilu (Komisi Pemilihan Umum dan Badan
Pengawas Pemilihan Umum), Peserta Pemilu (Partai Politik dan/
atau Calon Perseorangan), serta Pemilih (Daftar Pemilih Tetap).
Indikator aspek prosedural ini adalah hasil yang sangat kuantitatif,
sehingga pemilu identik dengan perebutan suara pemilih.
Sementara itu, aspek substantif, pemilu sejatinya menganut nilai
dan prinsip bebas, terbuka, jujur, adil, kompetitif serta menganut
azas langsung, umum, bebas dan rahasia. Indikator dari aspek
substantif ini adalah hasil yang sangat kualitatif, sehingga pemilu
identik dengan perebutan legitimasi politik pemilih.

Pemilu demokratis dimaksudkan untuk mendapatkan
pemimpin yang memperoleh legitimasi politik dari rakyat, untuk
itu dibutuhkan 5 (lima) sebagai berikut: Pertama, Prinsip pemilu

[6] Muhammad AS Hikam Forum, 2008.




bebas berarti seluruh warga negara yang memiliki hal suara,
secara merdeka, tanpa tekanan dan/atau paksaan menggunakan

hak pilihnya. Kedua, Prinsip terbuka berarti pemilu melibatkan
sehingga pelaksaannya transparan, akuntabe],

semua pihak, |
isipatif. Ketiga, Prinsip adil berarti pemilih dan

kredibel dan part
peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama. Keempat,

Prinsip jujur berarti semua pihak yang terlibat dalam pemilu
harus bertindak dan bersikap dengan mengedepankan nilai-nilaj
kebenaran. Kelima, Prinsip kompetitif berarti pemilu bebas dari
segala bentuk mobilisasi politik baik dengan iming-iming uang,
barang, jasa, jabatan maupun dengan intimidasi, tekanan dan
paksaan yang membuat peserta pemilu tertentu dapat dipastikan

. . 7
menang sebelum semua tahapan pemilu berakhir.

Mengingat pemilu mengandung potensi konflik politik yang
dapat menciptakan instabilitas so sial politik, maka penyelenggara

pemilu yang mandiri, independen dan profesional adalah sesuatu

yang tidak boleh ditawar-tawar. Penyelenggara pemilu yang
mandiri sangat penting bagi pemilu demokratis, Penyelenggara

pemilu yang mandiri mencakup pikiran, sikap, tindakan dan
perilaku yang tidak dapat dipengaruhi secara negatif dan/atau
tergantung oleh pihak manapun. Penyelenggara pemilu yang
mandiri mensyaratkan penyelenggara yang profesional yang
oleh Samuel. P. Huntington, seorang profesional memiliki 3 (tiga)
ciri yaitu (1) Memiliki pengetahuan khusus dalam suatu bidang
tertentu; (2) Memiliki keahlian dalam praktek profesinya; dan (3)
Memiliki kesadaran akan eksistensinya sebagai suatu kelompok

yang berbeda dari orang awam.®

[;] I%ﬂpﬂfﬂﬂ Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014. Bawaslu, Jakarta.
8] entang Profesionalisme yang maknanya bukan lawan dari istilah’amatir’, lihat Samuel P. Hu

2005 4" Negara, Teori dan Politik Hubungan Milter-Sipil. Jakarta: PT. Gramedia Widiasazand 18

ntingto®
donestd,
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Dalam pengertian prosedural, sistem politik telah
menyediakan sumber rekruitmen bagi penyelenggara pemilu
berupa alumniPerguruan Tinggiyang menyelenggarakan program
studi terkait dengan penyelenggaraan pemilu seperti ilmu politik,
ilmu hukum, dan ilmu pemerintahan. Serta ilmu lainnya yang
terkait dengan pemilu seperti ilmu sosiologi, ilmu administrasi,

kependudukan, ilmu komunikasi dan teknologi informasi.

Dengan syarat itu, maka pengertian penyelenggara pemilu
yang profesional tidak lagi dipahami sebagai lawan dari kata
‘amatir, yang dapat dilakukan seperti rekruitmen biasa yang
hanya mengandalkan bimbingan teknis (bimtek). Sebab
dengan syarat kemandirian itulah, penyelenggara pemilu dapat
melakukan penolakan terhadap intervensi dari pihak manapun

yang potensial mengganggu proses dan hasil pemilu.

Di Indonesia, pemilu yang kerap dinilai oleh para pengamat
tergolong pemilu demokratis selain pemilu 1955 adalah pemilu
pasca Gerakan Mei 1998, seperti pemilu 2004, 2009 dan pemilu
2014. Pemilu 2004, dinilai sebagai pemilu yang paling kompleks
tapi demokratis dibandingkan dengan pemilu pada masa orde
lama dan semua pemilu pada masa orde baru. Pemilu 2004
untuk pertama kalinya dilakukan untuk mengisi keanggotaan
DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR, DPD, serta Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pemilu 2004 dinilai
demokratis bukan saja karena KPU selaku penyelenggara pemilu
dapat disebut mandiri, tapi juga karena fungsi pengawasan pemilu
berjalan secara efektif meskipun pada waktu itu masih bersifat ad

hoc dan partisipatif.

Keinginan para caleg untuk memperoleh suara terbanyak
dalam pemilu mendorong para caleg untuk melakukan kampanye
personal kepada anggota masyarakat. Praktis para caleg berupaya
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merebuthatiparapemilih. Halitu berimplikasi pada Dafty, Pe

Tetap (DPT). Daftar pemilih Tetap dinilai sejumlah kalan |
kurang akurat. Hal itu disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, h S
tersedianya data kependudukan yang akurat dan/aty,, h

terwujudnya Single Identity Number pada data kepeng,, duk,
Ada tiga sebab ketidakakuratan data kependudukg,, (';-
Penduduk yang sering berpindah. (2) Penduduk yang memg ih)
KTP ganda. (3) Banyak pendatang baru yang belum terdaf(&;
Kedua, petugas pemutakhiran data tidak bekerja secars Dptimali.‘
Ketiga, partisipasi masyarakat yang rendah untuk mendaﬁark&n;
dirinya secara sukarela sebagai warga negara yang memiliy; hak

pilih.”

Clyp,

B. Etika Politik dan Etika Berbangsa

Kusutnya standar nilai etika dalam kehidupan bernegarj dm
berbangsa sebenarnya sudah menjadi perhatian serius pada awg
era pemerintahan reformasidi bawah kepemimpinan Presiden B,},
Habibie. Pemerintahan reformasi pada kepemimpinan Habihki
sebenarnya sudah merancang sebuah konsep penyelesaian
atas kerusakan etika dan kekacauan moral yang oleh sebagian'_
para pemimpin dianggap perlu diatasi dengan pendekatan
aturan formal. MPR kemudian menyusun suatu ketetapan yang
kemudian dituangkan dalam TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang

Etika Kehidupan Berbangsa.

Maksud dan tujuan dari TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang
Etika Kehidupan Berbangsa ini sebetulnya cukup muliah karend

[9] Lihat dalam Orasi Ilmiah pada Pengukuhan Guru Besar saya pada Sabtu, tanggal 28 Februﬂ?tfi:ﬂ
Pada momentum pengukuhan Guru Besar saya di Kampus Universitas Hasanuddin U*]ngpﬂﬂdm"g ;
bersamaan dihadiri oleh berbagai tamu kehormatan dan tamu undangan yang ikut hair, saya nw%%g;lmam
kesempatan itu untuk menyampaikan beberapa hal penting mengenai prospek demokratisast dan o okeils
menemukan formulasi yang tepat dalam mengawal dan mewujudkan kualitas pemilu Fﬂl]gh,.Iﬂ“uj
berdasarkan asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan. Orasi ilmiah itu saya ulas dalam tema ;
Akuntabilitas Pemilihan Umum yang Berkualitas dan Berintegritas melalui Transtormasl Sisten
Umum dan Kedaulatan Rakyat.
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kehadiran TAP MPR No. VI Tahun 2001 ini diharapkan untuk
membantu memberikan penyadaran tentangarti penting tegaknya
etika dan moral dalam kehidupan berbangsa. Etika Kehidupan
Berbangsa dirumuskan dengan tujuan menjadi acuan dasar
untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa
dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam
kehidupan berbangsa. Etika Kehidupan Berbangsa merupakan
rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang
bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang
tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir,
bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.'’

Rumusan TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika
Berbangsa ini menjadi pokok-pokok etika dalam kehidupan
berbangsa dengan mengedepankan kejujuran, amanah,
keteladanan, sportifitas, disiplin, etis kerja, kemandirian, sikap
toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta
martabat diri sebagai warga bangsa. Selanjutnya uraian mengenai
etika kehidupan berbangsa ini mencakup enam pokok yaitu:
(i) etika sosial dan budaya; (ii) etika politik dan pemerintahan;
(iii) etika ekonomi dan bisnis; (iv) etika penegakan hukum yang
berkeadilan; (v) etika keilmuan; serta (vi) etika lingkungan.

Dalam kerangka untuk kebutuhan kajian buku ini, maka

at Republik Indonesia Nomor : VI/ MPR /2001 tentang Etika

[10] Ketetapan Majelis Permusyawaratan Raky
Kehidupan Berbangsa. Dalam pertimbangan TAP MPR/V1/2001 tersebut dikatakan antara lain (a) bahwa

sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terbentuknya Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; (b) bahwa untuk
mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, diperlukan pencerahan sekaligus pengamalan etika
kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia; () bahwa etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami
kemunduran yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi; (d) bahwa untuk itu diperlukan adanya
rumusan tentang pokok-pokok etika kehidupan berbangsa sebagai acuan bagl pemerintah dan seluruh
bangsa Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa itu; (¢) bahwa
sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d, perlu adanya Ketetapan Ma;ehs Permusyawaratan
Republik Indonesia tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dengan berdasarkan Pernmbangan—pemml?sﬂgaﬂ
sosio-psikologis dan pertimbangan-pertimbangan atas kerusakan etika dan moralitas dalam praktk kelnf upat
berbangsa dan bernegara seperti itulah yang mendorong pemerintahan reformasi menyusun aturan form

sebagai landasan yuridis dalam penegakan etika berbangsa.
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1 L,

-pokok etika kEhidUpan bel'ba

baikan pokok
tanpa menga dalam TAP MPR No. VI Tahy,

sebagaimana yang tertuang

isan ini kan pada

tulisan 1ni memfokus ' P

tika sosial dan budaya, poin kedua, berkaitan dengan etik,
&

poin keempat, mengenai etika penega](a |
N

dan pemerintahan, ; :
dan poin kelima yaitu tentang o J

hukum yang herkeadilan,

keilmuan.

Dalam konteks itu, apabila dikaitkan dengan st,, dar‘

penegakan norma etika dalam penyelenggaraan pemilu_i

khususnya bagi aparat penyelenggara maka yang Paling pen tingf
untuk dipahami terlebih dahulu adalah yaitu pemilu Merupag,
ciri utama sistem politik demokratis. Melalui pemily m&kaf
sirkulasi elit berlangsung secard periodik. Pemilu memberikgy
peluang terjadinya pergantian kepemimpinan dan/atay waki]
rakyat berlangsung secara damai dan demokratis. Semua negar, ]
demokrasi pasti menyelenggarakan Pemilu, tapi tidak semy;
Pemilu berlangsung demokratis. Pemilu merupakan proses 'Q
pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala

sesuai dengan amanat Konstitusi.

Agar pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah maka landasan pemikiran
dan pemahaman mengenai sistem terkait dengan teknis
penyelenggaraanharus komprehensif. Olehkarenaitu, pemerintah _:
dan DPR seyogyanya membentuk regulasi itu hendaklah bersifat
tuntas. Regulasi yang bersifat tuntutas itu penting sekali untuk
mencegah praktik distorsi yang dilakukan oleh penyelenggara :
maupun peserta. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang
jelas dan tegas untuk menjamin secara hukum bagi penyelenggard
dan peserta untuk mengikuti aturan yang berlaku.

Sistem dan regulasi yang ketat tersebut secara otomati

._.4
>
I

;';'
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akan mendidik pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya
secara rasional. Selain dorongan disiplin taat aturan terkait
penyelenggaraan pemilu dan pilkada juga diharapkan agar
pengendalian birokrasi dapat berjalan secara netral, dan sekaligus
mewujudkan penyelenggara yang kompeten dan berintegritas.
Selain pemilihan umum yang dapat diselenggarakan secara
demokratis dan berkualitas berdasarkan standar atau ukuran
pemilu demokratis maka dibutuhkan pengelolaan tahapan pemilu
dan pilkada berintegritas itu adalah menegakkan kedaulatan
rakyat. Rakyat sebagai pemilik saham utama dalam hak suara
harus dipastikan secara cermat bahwa tidak ada pengabaikan hak
suara pemilih itu dalam pemilu dan pilkada.

Karena tujuan dari pelaksanaan pemilu itu selain
menyelenggarakan peralihan suksesi kepemimpinan lokal
dan nasional secara damai dan tertib juga dipastikan bahwa
partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak preferensi
politik yang diwadahi negara melalui pemilu itu bisa berjalan
dengan efektif. Hal ini penting sekali mengingat pemilu itu pada
intinya adalah bagaimana memilih pemimpin secara demokratis.
Maka kedaulatan rakyat harus menjadi prioritas penting dalam
pengelolaan tahapan pada pendataan identitas masyarakat yang

sudah memenuhi usia untuk memilih.

[tulah yang menjadi salah satu dasar pertimbangan
utama politik legislasi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
pemerintah sebagai pembentuk Undang-Undang juga tetap
konsisten pada pemahaman di atas yaitu mengenai pentingnya
menetapkan pertimbangan normatif terhadap standar norma
penyelenggaraan pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilu, misalnya, pada pembukaan norma
dinyatakan bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan

15



tujuan nasional sebagaimana termaktub dalan:l Pemby
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tah,, .

perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilik angg, "

Dewan Perwakilan Rakryat, anggota Dewan Perwakilan Daera_f

Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggot, Dey,,
perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan keday,, %
rakvat untuk menghasilkan wakil rakyat da'n_ pemerintah
neéara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan dar.&;
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun' 1945; bat
diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujy
sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas g,
menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemily, va ; .
efektif dan efisien; bahwa pemilu wajib menjamin tersalurkan .
suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujrir

adil.”

C. Membangun Infrastruktur Etika

Pada abad ke 21 sekarang, seiring dengan pesatnya kemajuar :
ilmu dan teknologi serta ditandai dengan adanya kemajum
alat informasi dan komunikasi yang memudahkan masyarakat
dalam melakukan interaksi secara langsung dan tidak langsung
berimplikasi pada upaya pemenuhan kebutuhan yang kadang;

mengabaikan sistem nilai. Fenomena itu hampir terjadi
berbagainegara maju dan berkembang sehingga dampakkesiapan .-:
sumber daya kepemimpinan kerap menimbulkan persoalan baru |
tersendiri. Dapat dikatakan, bahwa hampir negara-negara maju
di dunia hampir mengalami problem yang sama yakni krisis |
kepemimpinan. Krisis keteladanan dalam kehidupan bernegara.
Krisis keteladanan mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat,
Pada negara. Hukum dipakai oleh kelompok yang kuat unmk__,

[11]

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
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menindas kelompok yang lemah. Pembangunan di bidang hukum
selalu tidak sesuai misi keadilan. Di sisi lain birokrasi dikelola
dan diarahkan penguasa untuk kepentingan politik, hal ini bisa
dipahami karena pimpinan lembaga-lembaga negara seperti
eksekutif, legislatif dipegang oleh para pimpinan partai politik.

Kekacauan sistem norma hukum pada gilirannya
mengabaikan kepentingan umum termasuk kepastian hukum
bagi masyarakat. Berdasarkan gambaran ini, dapat disimpulkan
bahwa tradisi penegakan hukum dalam negara demokrasi
modern setelah perubahan UUD 1945 tidak terlalu banyak
menghasilkan perbaikan berarti. Peradilan hukum dalam praktik
selalu mengesankan lebih berpihak pada kelompok tertentu, baik
langsung maupuntidaklangsung menyebabkan krisis kepercayaan
pada institusi penegak hukum. Rakyat masih sulit menemukan
keadilan. Law enforcment tidak sejalan dengan keadilan karena

penegakan hukum lebih mengutamakan aspek keadilan legalistik-
proseduralistik yang pada umumnya menyimpangkan substansi

nilai-nilai keadilan itu sendiri sehingga hukum tidak berfungsi
untuk mewujudkan rasa keadilan.

Problem sistem hukum terdiri dari komponen-komponen
penegak hukum hampir dapat dikatakan belum menjadi suatu
kesatuan sistematis dan teratur dalam rangka mencapai keadilan
bagi warga negara. Keadilan proseduralistik-legalistik dalam
praktik tidak memberikan solusi. Oleh sebab itu, diperlukan
peradilan yang bebas dan tidak memihak. Peradilan yang bebas
dan tidak memihak (independent and impartial judiciary) mutlak
harus ada dalam setiap negara hukum.

Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak
diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan
putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan
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. . kﬂp B
siapapun kecuali hanya Do §
menjalankan tugas proses pemeriksaan hakim har :

i R (1T
terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan mef‘liatuh3

putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan Vangh; o
di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bErtinZ

sebagai ‘mulut’ undang-undang atau peraturan pery, o
ulut’ keadilan yang menyy,,, K

kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun day; ka]
Ala

masyarakat dan media massa. Hakim tidak boleh memjp, ak
pada kebenaran dan keadilan'

undangan, melainkan juga ‘m
perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyaraka;

Memajukan peradilan modern yang terbuka dan Menj,

contoh bagi pengembangan sistem peradilan di masa-magg vand

akan datang. Menjadikan peradilan yang dapat dipercaya ¢,

tempat masyarakat mencari keadilan. Dalam banyak catatan;

peradilan seringkali tidak memenuhi rasa keadilan rakya
sehingga institusi pengadilan selalu dianggap tidak profesiona]_"

Dalam mewujudkan peradilan yang bebas dan mandiri dalan
negara hukum, Oemar S5eno Adji dalam bukunya Peradilan Bebas
& Contempt of Court, mengatakan, “suatu pengadilan yang bebas
dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang ‘indispensable
bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan
atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam
menjalankan fungsi judiciari. 1a tidak berarti bahwa ia berhak
untuk bertindak sewenang-wenang dalam menj alankan tugasnya,

i0 “sub-ordinated”, terikat pada hukum.*

Setelah reformasi berjalan dua dasawarsa, peradilan di
Indonesia boleh dikatakan cukup mengalami kemajuan. D1 banyak
instansi pemerintahan dan swasta membentuk lembaga penegak
kode etik profesi sendiri-sendiri dalam rangka menegakkan
kode etika profesi seperti di Mahkamah Konstitusi ada Majels

(12] Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas & Contempt of Conrt, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm,13
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Kehormatan Hakim (MKH) MK, Dewan Pers untuk etika profesi
jurnalistik, di lembaga legislatif ada Badan Kehormatan DPR dan
DPD sebagaimana diatur dalam UU tentang MPR, DPR, DPRD,
sebagai lembaga penegak kode etik. Hal ini juga dipraktikkan
di partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi
keagamaan. Namun banyak juga yang masih memperlihatkan
praktik peradilan tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip
keadilan. Institusi peradilan digunakan tidak semestinya bahkan
kerap dianggap tidak memihak pada keadilan. Setelah reformasi

dapat dirasakan betapa peradilan tidak memberikan harapan
tegaknya keadilan.

Institusi peradilan selalu jadi persoalan bagi masyarakat
yang mencari keadilan. Peradilan diarahkan untuk kepentingan
politik sehingga rakyat kerapkali dihadapkan pada pilihan
teknis-pragmatis. Peradilan dijadikan instrumen pembela dan
menjaga kepentingan segelintir orang yang memiliki wewenang
mengendalikan hukum. Berangkat dari pemahaman ini maka
negara manapun di dunia modern sekarang yang menganut
sistem demokrasi sangat penting menyiapkan “ethics infra-
structure in public offices” untuk menjawab tantangan kerusakan
etika dalam bernegara.

Negara-negaradiduniamodern terutamanegara-negaramaju
dan berkembang tidak sekadar mengangkat tema-tema perbaikan
kualitas etika dan moral dalam berbangsa dengan hanya wacana
tetapi membentuk instrumen-instrumen kelembagaan negara
sebagai “ethics infra-structure in public offices”. Bagi sebagian
kalangan intelektual dan pemikir sosial modern, krisis etika
politik yang melanda dunia diperlukan mengambil peran untuk
membuat regulasi sistem etika politik dan etika penyelenggara

negara.
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D. Kode Etik Mendorong Penataan Sistem Etikg

Dalam hal ini yang paling efektif dan efisien
terciptanya tata kelola kebijakan pemerintahan modery, .
mempersiapkan infrastruktur  etika, yakni peradilay,
Peradilan etika modern menijadi titik tekan perbaikan €tika pﬂ: |
dan etika pemerintahan. Karena berdasarkan realitas Yang , _'_;:.
institusi-institusi peradilan termasuk peradilan kode etjj pr_o,:
hampir tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Pembentu“
lembaga peradilan etika di Indonesia tidak lain Semata_m'
untuk memperketat sistem pengawasan pejabat publik d":"
usaha untuk menciptakan kesadaran dalam mengelola kebijaks

I
l 3

negara.

Dalam perspektif ini tidak saja para pemimpin di pe gar:-:
negara maju dan berkembang terdorong membentuk instifyg
“ethics infra-structure in public offices” tetapi gagasan ini te|sp
lama diwacanakan para pemikir modern agar pemimpip.
pemimpin bangsa di dunia perlu mengambil peran : n'
menjawab kerusakan tatanan sosial dalam kehidupan bernegara.
David H. Rosenblom misalnya, dalam sebuah tulisannya u
dihimpun oleh Professionals Educational Foundation of The
Visyas, INC, dalam A Master’s Degre In Fiscal Administraﬁoné
berjudul The Constitution As A Basis For Public Administrative
Ethics, mengatakan, bahwa di setiap negara demokrasi modermn:
dan yang telah mapan dalam berbagai aspek kehidupan
bernegara sekalipun tetap ada kemungkinan-kemungkinan untuk
membentuk sistem etika berbasis konstitusional.

David menulis:

“He argues that since the 1970s various interpretations
of the Constitution by the Supreme Court have set some
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new ethical requirements for governmental administrators.
The legal upshot of this constitutionally based set of ethics
is to make public officials liable for conduct that violates
constitutionally established rights. In other words, many
people who can be called stakeholders in the process of
government were granted or had extended to them various
rights in Supreme Court cases dealing with issues such as
equal protection, dua process, and free speech for public
employees. Thus there now exists a Constitutional mandate
that public administrators uphold these rights—in effect a

new moral guide for administrators.”"’

Sejak tahun 1970-an sudah mulai terlihat ada semacam
pergeseran paradigma pengelolaan pemerintahan demokratis.
Muncul berbagai interpretasi baru terhadap konstitusi di negara-
negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Austria, dan
sebagainya tentang pentingnya memformulasi sistem etika bagi
para pejabat negara dan atau para pejabat pemerintah. Artinya,
sudah mulai ada kesadaran baru untuk melakukan perubahan
pada konstitusi. Konstitusi yang memasukan nilai-nilai etika
sekaligus regulasi yang memuat penerapan sanksi bagi para
pejabat negara atau pejabat pemerintahdengan tujuan agar setiap
pejabat negara dapat memahami dan menjalankan tugas dan

tanggung jawab secara baik.

Konsep pelembagaan nilai-nilai etika politik terutama etika
penyelenggaraan pemerintahan negara diatur dalam konstitusi
setiap negara. Dengan demikian sistem etika berbasiskan
konstitusi akan mudah mengikat setiap pejabat publik tidak hanya
memperhatikan pentingnya tertib administrasi pemerintahan

[13] David H. Rosenbloom, 1971, The Constitution As a Basis for Public Administrative Ethics, kampulan tulisan
yang dihimpun dalam “Readings”, Etbics In Public Office, oleh Professionals Educational Foundation of The
Visyas, INC, dalam A Master’s Degre In Fiscal Administration, 1994.
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munculkan kesadaran etika para pejabat negara untuk

tetapi M€
P a bertanggung jawab.

menegakkan aturan secar

Dengan pendekatan sistem  penegakan etika dalan,
bentuk pe].ﬂdilan etika modern, lembaga-lembaga peradilan
haik peradilan umum maupun peradilan khusus antara lain
Mahkamah AgUNgE (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komis;
vudisial (KY), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPpP)
peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Peradilan Umum, dar;
peradilan kode etik seperti Badan Kehormatan Dewan Perwakilap,

Rakyat Republik Indonesia (BK DPR RI), dan peradilan-peradilay,
kode etik profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), kode etik
Advokat, bahkan sampai sekarang sudah hampir semua instang;
penting sudah mempunyai mekanisme penegakan kode etik g;
tingkat internal namun sebagian besar masih sebatas formalitag

Sekadar menjadi catatan, buku ini menyoroti juga peradilan
kode etik profesi yang semakin banyak diterapkan di lembaga-;
lembaga negara tentu tanpa menafikan satu sama lain, mengajak
pembaca melihat performa penegakan kode etik profesi di
lembaga-lembaga hampir tidak terdengar penjatuhan sanksi
sampai pada tingkat pemberhentian. Berbeda dengan yang
diterapkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DK
KPU yang merupakan embrio dari Dewan Kehormatan Komisi
Pemilihan Umum (DK KPU) betul-betul melakukan gerakan |
perubahan etika penyelenggara pemilu secara kongkrit
Prestasi DK KPU inilah yang mendorong DPR dan Pemerintah |
meningkatkan kapasitas kelembagaan penegakan kode etik in! |
menjadi DKPP. DKPP sebagai institusi gerakan penegakan etika
politik dalam bernegara telah menempatkan diri sebagal moldel j
peradilan etika yang modern karena semua proses penyelesdi?’

dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu d!

et

|akukal
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dengan terbuka.

DKPP baru berjalan memasuki akhir periode kedua sejak
tanggal 12 Juni 2012, namun sesuai perkembangan penegakan
kode etik penyelenggara pemilu hasilnya cukup baik sehingga
DKPP tidak saja menjadi modal tetapi model baru dalam
penegakan etika politik dan etika penyelenggara pemerintahan.
Belum ada lembaga negara yang tidak saja memiliki sistem dan
mekanisme penegakan etika yang diselenggarakan dengan
terbuka. Oleh sebab itu, yang paling mendasar adalah kemauan
stakeholders mau bersama-sama menggerakan kesadaran ethics

dalam pengelolaan negara dengan mengedepankan tanggung

jawab.

E. Kiprah DKPP Menegakkan Etika Pemilu

Kiprah kinerja eksistensi lembaga Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) selama sembilan tahun
perjalanannya (2012-2021), bahkan hingga memasuki tahun
ke sepuluh (2022) keberadaan peradilan etika penyelenggara
Pemilu ini terbukti sangat konsisten menjaga kehormatan
institusi dan penyelenggara Pemilu. DKPP menetapkan secara
etika bagaimana penyelenggara bekerja profesional memberikan
pelayanan untuk memenuhi hak konstitusional warga negara.
DKPP mengembangkan pemikiran penyelenggaraan Pemilu
dan Pilkada serentak harus dilaksanakan secara demokratis,

berkeadilan dan bermartabat.

Demokrasi diawali dari pemilu, harus menghasilkan
pemimpin berintegritas. Pemilu berintegritas, diawali dari
penyelenggara berintegritas. Artinya, proses penyelenggaraan
hasil akhirnya adalah untuk memperkuat Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) dan mensejahterakan masyarakat.
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Sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu, DKpp fa
epba

U dan Bawaslu harus melaksanakan dan mengawa
KPuai peraturan perundang-undangan. Ketika terjadi Perbeg
ses : ; ‘_ _ . )

enafsiran undang-undang, maka spiritnya adalap, an
P

i1a3 : Pem;r.
hermartabat dapat dijadikan rujukan nilai kebaikan Mily
er -

Rerdasarkan ketentuan Pasal 159 Undang-Undan
2 Tahun 2017 tentang Pmilu, DKPP menegakkan
penyelenggara pemiluyangdilaporkan pihak-pihak vang d;
dirugikan akibat tindakan maupun perilaku pep
pemilu dalam pelaksanaan tahapan. Tugas DKPP, meﬂerima
aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etil
yang dilakukan oleh penyelenggara; melakukan penYEIidikan_
dan verifikasi; dan pemeriksaan atas aduan dan atay laporay
dugaan adanya pelanggaran kode etik. Dalam Penegakap
kode etik penyelenggara pemilu, DKPP sesuai asas dan pring;
penyelenggaraan pemilu maka lembaga peradilan etjk ini
menyusun Peraturan DKPP sebagai pedoman kerja dalam Proses
penerimaan dan penyelesaian perkara pelanggaran kode etik

Prinsip DKPP setiap pengaduan diterima dan dilakukan kajian
secara komprehensif guna memastikan a
untuk disidangkan atau tidak.

Yfﬂenggara'

pakah pengaduan layak

pemilu dan pilkada
undang pemilu vyaitu
, bebas, dan rahasia (luber) serta

e o -..'..' " .. L =1 o
m“..r—'iin_'.w-.-. e g
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yvang dituangkan dalam bentuk Peraturan DKPP menjadi ‘self-
regulatory body’ yang bersifat independen, dan imparsial. Kode
Etik berisi ketentuan umum, landasan dan prinsip dasar etika dan

perilaku, sanksi, ketentuan peradilan, dan ketentuan penutup.

Bertitik tolak dari standard nilai etika ideal seperti itulah,
DKPP menjalankan peran dan fungsi penegakan kode etik
penyelenggara pemilu untuk tujuan menjaga kemandirian,
integritas, dan kredibilitas anggota dan jajaran penyelenggara
pemilu pada semua tingkatan dengan berpedoman kepada prinsip
kemandirian; kejujuran; keadilan; kepastian hukum; ketertiban;
keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas;
efektifivitas: dan efisiensi. Berpedoman pada asas dan prinsip
tersebut maka DKPP ketika memasuki pada usia kesembilan
tahun saya tetap konsisten mendorong lembaga ini untuk terus
memberikan pelayanan dan pengabdian yang profesional dan

akuntabel.

Peran dan kontribusi lembaga peradilan etika penyelenggara
pemilu (DKPP) selama sembilan tahun terakhir konsen mengawal

tegaknya kode etik untuk mewujudkan proses dan hasil
pelaksanaan pemilu dan pilkada berdasarkan standard peraturan

dan perundang-undangan. KPU dan Bawaslu merupakan
institusi yang diamanatkan untuk secara teknis dan substantif

menyelenggarakan dan melakukan pengawasan pemilu dan
pilkada. KPU sebagai “eksekutifnya” dan Bawaslu menjadi

“legislatif” Sedangkan DKPP menjadi “yudikatifnya” dalam
menjaga kehormatan dan martabat penyelenggara dan institusi.

Dalam perwujudan itulah selama sembilan tahun berjalan,
selain produk utama putusan, DKPP dalam upaya meningkatkan
kinerja kelembagaan juga terdapat beberapa program penting
dan strategis ditetapkan sebagai kegiatan utama penguatan
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kelembagaan. Program kegiatan penunjang diantarar%'
bimtek, pendidikan etik, sosisalisasi; publikasi; dan koordinaa‘

stakeholders; termasuk kerjasama dengan Perguruan Tingg
Program kegiatan penunjang ini untuk menjaga kemﬂndirianr
integritas dan kredibilitas. Maka eksistensi DKPP harus dimakng;
sebagai perwujudan komitmen untuk mendukung su kses pemil,
dan pilkada serentak sesuai jadwal terutama memasuki dua tahyy,
terakhir dengan beban dan tantangan yang lebih besar karen,

digelar di tengah pandemi covid-19.

Program kegiatan dilakukan DKPP tidak hanya dimaksudkap
tetapi juga membanty

untuk memperkuat kelembagaan,
pada tahun 2020. Betapg

menggelorakan Pilkada serentak seperti
di tengah pandemi, DKPP sudah beradaptasi dengan tuntutap

dan tantangan prosedur kerja untuk tetap mempertahankan

kualitas pelayanan kepada pencari keadilan. DKPP menerima

laporan secara online. Kondisi Covid 19 mengalihkan sebagian

masyarakat lebih memilih memanfaatkan teknologi informasi

untuk menyampaikan pengaduan. DKPP pun telah menerapkan

sidang pemeriksaan secara virtual sebagai responsif atas

pelayanan pencari keadilan. Prinsipnya, semua pengaduan akan

diproses sesuai standard peraturan DKPP, dan segenap pimpinan
telah bertekad memberikan pelayanan penegakan kode etik

secara profesional dan akuntabel.

Produk putusan DKPP memberikan orientasi kinerja

lembaga peradilan ini bertekad mewujudkan pemilu dan pilkada
berkualitas dan berintegritas. Sanksi-sanksidiberikan berdasarkan

kualifikasi pelanggaran. Namun secara umum, sanksi etik dapat
dilihat dalam pelbagai bentuk penilaian positif atau negati
yang diberikan atas tindakan atau perbuatan seseorang dalam
penyelenggaraan. Nilai dan penilaian positif dapat timbul dalam
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bentuk pengakuan, penghargaan, pujian, timbulnya perasaan
puas, senang, suka, gembira, timbulnya rasa hormat, kagum, dan

bahkan ketundukan kepada yang bersangkutan.

Sebaliknya sanksi negatif dapat tercermin dalam sikap
timbulnya kekecewaan, hilangnya rasa hormat, munculnya
ketidaksukaan, kemarahan, cibiran, celaan, makian, dan bahkan
penghujatan. Semua bentuk sikap negatif tersebut diekspresikan
secara terlembagakan dalam bentuk teguran, peringatan,
atau dalam kaitannya dengan status keanggotaan dalam suatu
kelembagaan organsiasi. Sikap negatif dapat pula diekspresikan
dalam bentuk penjatuhan sanksi pemberhentian keanggotaan,
baik secara tetap atau untuk sementara waktu (skorsing).

Itulah yang menjadi bagian penting dari paradigma DKPP
dalam penanganan kode etik yaitu mengedepankan edukasi
daripada sanksi-sanksi. Sanksi diberikan sebagai pilihan
terakhir sebagai ‘obat terakhir’ setelah dipertimbangkan dari
aspek filosofisnya, sosiologisnya, dan kondisi konkretnya. Jika
memang tidak ada hal-hal yang bisa meringankan dengan sangat
terpaksa DKPP menjatuhkan sanksi yang terberat. DKPP hendak
mengembangkan pemahaman bahwa eksistensinya sebagai
peradilan etika bukanlah lembaga yang menakutkan, karena salah
satu modal penyelenggara pemilu adalah kepercayaan, sehingga
dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik itu senantiasa

berorientasi pada paradigma bagaimana menjaga kehormatan
Institusi, dan penyelenggara pemilu.
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RELASI PENGUATAN
NORMA HUKUM DAN ETIKA

A. Prospek Penegakan Hukum di Indonesia

Hal yang sering diabaikan kita pada masa sekarang ini adalah
kurangnya kesadaran mengenai implementasi agenda reformasi
khususnya pada penataan sistem hukum. Reformasi di bidang
hokum merupakan hal utama yang semestinya dapat menjadi
perhatian pemerintah karena penegakan hokum merupakan
bagian terpenting dari penegakan keadilan. Keadilan merupakan
dasar utama dalam membangun kebersamaan dalam kehidupan

bernegara. Karena tanpa hokum yang berkeadilan, maka
masyarakat akan tidak percaya pada pemerintah.

Maka reformasi tidak akan mampu menciptakan struktur
kehidupan berbangsa dan bernegara secara baik apabila reformasi
tidak dimulai dari sistem. Salah satu esensi fundamental dalam

sistem kehidupan bernegara adalah konstitusi. Dengan sistem,
maka kemana negara ini mau di bawa? Sistem harus menjadi
pilihan utama dalam benak pikiran semua pengambil kebijakan,
terutama legislatif dan eksekutif, karena tanpa melakukan

perubahan sistem ketatanegaraan yang mendasar, maka jangan
pernah berharap suasana kehidupan berbangsa bisa mengarah

pada tatanan politik hukum yang baik.
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perubahan sistem,
rimana dicita-citakan para Peng

bangsa (the founding

diwarnai dengan pertentangan
menguras energl pnsitif kita dalam bernegara.

modern dapat dikatakan sebagai . )
‘-|T;:

karena pemahaman konstitusi dipang,
| N
ang tidak hanya dasar darj q“"ﬂh!
¢

Demokrasi

nasional. Hal ini

sebagai suatu konsep negara'y
inggi d ara, tetapi merupakan pe :
hukum tertinggi dalam negard, Tt p pakan pedomar, .y

menentukan kualitas bernegard dalam berbagai aspek kehidupg,
Konstitusi memuat spirit masa lalu dan masa depan suat bangs
dimensi ideologi, politik, hukum, ekonon

yang meliputi
nan, keamanan, ketertiban, perdamaj,,

sosial, budaya, pertaha
dan lain-lain. Dimyati Hartono, dalam pengantar Restor,,
Amandemen UUD 1945 secara normatif mengatakan, keberadaz,
suatu negara dapat dilihat dari dasar filosofinya karena mela];
konstitusi dengan mudah diketahui suatu negara dibentuk
Artinya, lahirnya suatu negara samd halnya dengan lahimy
konstitusi yang memiliki latar belakang historisnya tersendiri atay
dalam istilah popular disebut sebagai“Situation Gebundenheir

atau Historical Backgraound dari sejarah berdirinya Negar

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)."

Dalam tataran implementasi, konstitusi sejak era reformas
tahun 1998 meski telah terjadi perubahan UUD 1945 dalam empd

tahap dalam satu rangkaian dengan hasil berupa, Perubahan
Pertama (1999), Perubahan Kedua (2000), Perubahan Ketg
(2001), dan Perubahan Keempat (2002), sampai sekarang Kt
masih merasakan betapa penataan sistem penegakan hukum

[14] Dumyan Harwono, Kestorass Amandemen U1 1] 1945, ira Global Publisher, Jakarta, 2007, him, 3
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masih tertatih-tatih. Supremasi hukum masih ada intervensi
pada proses pengadilan. Tindakan campur tangan pihak-pihak
dengan menggunakan wewenang kekuasaan masih saja terjadi.
Meski di era reformasi penuh dengan suasana kebebasan,
namun kenyataan banyak politisi, birokrat, pelaku dunia usaha,

kalangan profesional masih menggunakan cara-cara lama untuk

menghambat proses penegakan hukum.

Dalam konteks demikian, perbaikan di bidang lembaga
hukum/peraturan dan perundang-undangan pemerintahan
diperlukan merupakan suatu keharusan. Hal ini sebagal upaya
untuk mencegah praktik KKN dalam pelayanan birokrasi dengan
mendorong pemahaman kecepatan birokrasi memberikan
dukungan pelayanan kerja yang baik. Hal ini akan meminimalisasi
berbagai potensi transaksi kasus dan jual beli perkara di lembaga

peradilan hukum pidana.

Kenyataan tersebut dirasakan pada era reformasi. Dalam
banyak kajian politik modern menunjukan, praktik kekuasaan,
negara seringkali disalahgunakan bahkan banyak studi politik
menghasilkan temuan baik di negara-negara demokrasi atau
pun negara yang mengalami rotasi sistem demokrasi dan
meninggalkan sistem otoriter sekalipun tidak luput dari praktik
peradilan dengan model dan sistem yang tertutup. Maka negara
harus memberikan jaminan ketertiban pada warganya melalui
lembaga dan kelompok kepentingan dalam masyarakat sekaligus
mengatur sistem kontrol, check and balances yang efektif sehingga
penyelenggaraan pemerintahan bisa dengan demokratis. Dengan
kontrol yang kuat dari masyarakat maka sistem bisa dipastikan
berjalan sesuai diinginkan. Masyarakat modern dan tantangan
demokrasi di tengah menguatnya globalisasi suka tidak suka,
mau tidak mau pelibatan masyarakat merupakan hal penting
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mewujudkan sistem penyelenggaraan negara yanhg ]Jl'nfesinna]

efektif, dan berwibawa apabila dikuatkan dengan sistem etik,
yang kuat. Akan tetapi yang perlu dipahami adalah konstityg; ity
sendiri tidak serta-merta dimaksudkan untuk mengatur Segal;.
segalanya. Dalam struktur ketatanegaraan kita sudah jelas bahy,
selain kedudukan konstitusi dan UUD 1945 merupakan Sumbyg,
hukum tertinggi dalam bernegara dan secara teknis nperasionalq
Dalam hal ini norma itu diatur lebih lanjut dalam peratury,
yang lebih rendah seperti undang-undang atau konvepg
ketatanegaraan yang tumbubh, diterima, dan dipelihara dalap

tahan demokrasi hanyg (.,

praktik penyelenggaraan negara.

Indonesia semakin gencar melakukan pembenahan (;
bidang hukum. Penegakan hukum selama rezim Orde Bary
dianggap tidak mampu menjamin rasa keadilan rakyat. Reformas
sistem hukum belum sampai pada tahap penyempurnaan sisten
penyelenggaraan negara sebagaimana diinginkan. Kekacauar
sistem ketatanegaraan terlihat pada ketidakjelasan lembaga mani:
yang memainkan peran sebagai pelaksana kedaulatan. UUI

1945 mengatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat da
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Kecenderungan negara menjadikan kekuasaan sebagai ala
legitimasi keadilan proseduralis-legalistik berimplikasi tidak bal
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pada proses penataan sistem hukum. Negara menempatkan rezim
sebagai sumber hukum sehingga diperlakukan sesuai kemauan
dan keinginan yang berkuasa (i'etat cest moi’), negara adalah aku,
kata Raja Perancis, Loius XIV. Institusi-institusi peradilan tidak

lain adalah lembaga-lembaga yang sifatnya memiliki subordinasi

kekuasaan hukum.

D1 negara maju umumnya konsisten menerapkan hukum
dan penguasa tidak tanggung-tanggung memberikan teladan
atas ketaatan hukum. Negara Republik Rakyat Cina dan Vietnam
misalnya, negara yang cukup teratur menjalankan aturan hukum.
Kedua negara ini dikenal sebagai negara Komunis, bukan
negara demokrasi tetapi sangat kuat menjunjung tinggi hukum.
Pemberlakuan hukuman yang keras hingga pada tingkat hukuman

mati bagi setiap pelaku kejahatan korupsi.

B. Kemunculan Instrumen Penegakan Hukum

Sejak era reformasi telah dibatasi masa jabatan eksekutif
(Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota) menjadi dua periode.
Pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan
cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal
atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan
hukum besi, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan
bertindak sewenang-wenang, seperti dikemukakan Lord Acton:
“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absol utely’,
Karena itu kekuasaan harus dibatasi dengan cara memisah-
misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat
checks and balances’dalam kedudukan yang sederajat dan saling

mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.'®

Efek perubahan melahirkan komisi-komisi negara yang

5] himly Asshiddiqie, 2012, Prnsip-prinsip Negara Huksm Indonesia, dalam Muhammad Tahir Azhary, Beberapa
Lipe ke [ Lk Tata Negara, Huksm Pidana, dan Flukum Istam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm, 32.
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merebak. Komisi-komisi dibentuk atas perintah kﬁnq-

antara lain, Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihgy [;1”11
(KPU), dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). K U,
ai keberadaan yang kuat dalap, Si

an perintah konstitusi, Lebi, e,
day,
J

U d&lam

komisi tersebut mempuny
ketatanegaraan karena merupak

50 lembaga-lembaga negara notl kementerian yang me

produk hukum tertentu dan memiliki wewenang tertent

menjalankan tugas negara putl dibuat.

Di antara komisi produk undang-undang seperti in; alay
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) Komiq
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta Komisi pe“}’iﬂra,:
Indonesia (KPI). Sementara komisi yang dibentuk berdasﬂrkan
peraturan pemerintah seperti Badan Standardisasi Nasiong
(BSN), dan komisi dibentuk dengan peraturan presiden seperyi
Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Terdapat pula komjg
yang dibentuk dengan keputusan presiden misalnya Komijs

Hukum Nasional (KHN) dan lain-lain.

Dalam praktik selanjutnya selalu dihadapkan dengan
berbagai pola dan perilaku aparatur negara dan juga lembaga
penegak hukum yang memperlakukan hukum sebagai objek
politisasi sehingga banyak fakta yang kita temukan baik itu, Polisj
Jaksa, Hakim dalam menjalankan sistem penegakan hukum
begitu mudah diintervensi dan di kendalikan rezim. Aparat
penegak hukum cenderung memperlakukan peradilan terutama
peradilan tindak pidana dalam kasus-kasus korupsi jauh dari nilai

etika dalam profesi.

Peradilan dipakai membela yang bayar dengan motif tertentu
termasuk motif karir dan materi. Jual beli perkara, transaks
kasus serta penyusunan peraturan perundang-undangan baik
di lembaga legislatif dan eksekutif terasa sangat kuat. Maka
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perubahan belum mencapai pada tahap kepastian cita-cita
dasarnya. Reformasi hukum tidak menghasilkan penegakan

hukum yang ideal tetapi menambah kekacauan dalam struktur
ketatanegaraan.

Dalam teori hukum yang dipopulerkan Hans Kelsen (1957)
mengenai teori hukum murni, titik tekannya menempatkan
hukum sebagail prinsip yang terbebas dari unsur-unsur di luar
hukum itu sendiri karena negara sesungguhnya adalah norma
dan bagian terpenting dari hukum. Akan tetapi faktanya selalu
memperlihatkan sangat sulit dipraktikan. Praktik penegakan

hukum menjadi begitu tidak berkeadilan.

Oleh karena itu, sistem hukum yang kuat dan mandiri

berdasarkan prinsip penyelenggaraan negara good and clean
government, prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang
accountability, transparancy, predictability, dan participation,
diperlukan perubahan paradigma pengelola kebijakan
pemerintah dengan membuat sistem hukum yang kuat dan
sehat. Reformasi sistem hukum harus dilakukan di seluruh aspek

baik itu pembentuk undang-undang—aparatur penegak hukum
maupun mewujudkan kesadaran masyarakat berkonstitusi.
Pemerintah memberikan keteladanan politik hukum dengan
mengedepankan aspek keadilan restoratif, Pemerintah dan DPR
sebagai pembentuk undang-undang menjadikan nilai-nilai

keadilan sebagai pedoman penegakan hukum.

Sistem peradilan menuntut adanya keterbukaan agar proses
peradilan bisa berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu, semua

lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung seperti Peradilan
Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata
Usaha Negara sendiri-sendiri memiliki prosedur dan mekanisme

atau prosedur beracara dan yurisdiksinya tersendiri, maka
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penataan sistem peradilan menjadi peradilan modern

hal vang niscayamemerlukan tekad kuat. Artinya, Pemay,,

membangun tata kelola pemerintahan yang baik Kooq
{

ari - h
clean governance maka dasar-dasar dari good gove rMmen, b p
Jrjh

T ¢ ditegakkan denga |
government dan good gorerrnance B¢ BAN kong;
kum dapat dirasakan para pencarj k.

ﬂr'“”fl'“r_}ﬂL
3

My,

'ﬁr;.r

schingga kepastian hu ;"]“an

C. Memadukan Norma Hukum dan Norma FEtika

Norma hukum dapat diterapkan tidak hanya dalam,
dilaksanakan oleh organ atau dipatuhi oleh subjeknya, tetap; iy
dalam arti membentuk dasar bagi suatu penilaian spesifj) unty,
mengkualifikasikan perbuatan organ, atau subjek sebagaj !ﬂwﬂ,-
atau unlawful. Suatu tindakan dikualifikasikan sebagai pelﬂhua[alj
tertentu menurut norma, seperti tindakan penghilangan, rlyaw;
dikualifikasikan sebagai pembunuhan. Ini adalah Penilaj,,
spesifik tindakan (scheme of interpretation)."

dry

.

Hukum mengatur pembentukannya sendiri karena norm:
hukum menentukan cara untuk membuat suatu norma huky.
yang lain, dan sampai derajat tertentu. Oleh karena itu, validita
norma hukum lantaran dibuat menurut cara yang ditentukan
oleh suatu norma hukum lainnya. Norma hukum lainnya i
adalah landasan validitas norma hukum yang disebut pertama.’
Dengan kata lain konstitusi adalah sumber hukum utama dalam
membentuk undang-undang dan undang-undang merupakan

preseden bagi peraturan perundang-undangan yang berada d:
bawahnya, demikianlah seterusnya.

llmu hukum menjelaskan norma-norma hukum yang
menggambarkan  semua  aktivitas  sosial manusia  dalam
kehidupan  sosial  bermasyarakat dan bernegara. Perilaku

——

|:“l I';_hh \ ]‘ ddigie, Hans Kelien Tentang Huksm, Konstirusi Press, Jakarta, 2012, hlm, 45.
17} Hans Keboen, Generaf lheory of |aw and Sate, Russel & Russel, New York, 1961, him, 124.
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manusia dalam kehidupan sosial bernegara yang menunjukkan
memenuhi  standar maupun kriteria peraturan perundang-
undangan yvang sudah menjadi kesepakatan bersama. Tindakan
manusia hendaknya mengikuti aturan-aturan baik normatif
maupun empiris, yang menjadi konsensus dalam bernegara.
Dalam perspektif ini, tindakan dan perilakua manusia harus
memperlihatkan adanya ketaatan terhadap norma hukum. Akan
tetapi yang perlu dijelaskan di sini adalah pemahaman mengenai
kalimat yang digunakan ilmu hukum dalam menjelaskan norma
serta korelasinya sebagai aturan hukum yang mesti dibedakan
dari norma hukum yang merupakan hasil produk manusia melalui
otoritas hukum. Dengan demikian dalam praktik peraturan dan
perundang-undangan akan dengan mudah diketahui perilaku
manusia tadi apakah mereka patuh atau tidak pada aturan hukum
yang dibuat oleh mereka sendiri.

Namun norma yang diberlakukan oleh otoritas hukum (yang
menetapkan konpensasi atas kerugian dan eksekusi perdata
atas perbuatan ingkar tersebut) tidak bisa dinyatakan benar
atau salah, karena ini bukanlah penegasan tentang suatu fakta,
bukan pula penjabaran tentang sebuah objek, melainkan sebuah
penerapan, dan dengan demikian ini merupakan objek yang mesti
dijelaskan oleh ilmu hukum. Norma yang dibuat oleh legislator
(yang menetapkan eksekusi kepada orang yang mengingkari
janji perkawinan dan tidak mau memberikan ganti rugi), dan
pernyataan yang dibuat oleh ilmu hukum dan menjelaskan
norma ini (eksekusi itu harus dilakukan terhadap orang yang
mengingkari janji perkawinannya dan tidak memberi kompensasi
atas  kerugian yang ia timbulkan)-ungkapan-ungkapan ini
berbeda secara logika.'®

| 1) Hans Ielsen, Pure Theory of Lawy, (Berkely University of California Press, 1978), dalam (tery.), Raisu
Mutiagien, Teard Huksm Murni; Dasar-Dasar lmu Hukum Normatif, Nusa Media, Bandung, 2008, him, 84,
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Aturan hukum yang dirumuskan oleh tmy, h“ku I
!

L - . n
pvngulﬂngﬂn SCliCI‘hanﬂ dari norma hllklll’n y{]ng (]IL]DI hllk

otoritas hukum. meski begitu, keberatan terhiulﬂ k.
idaklah berguna bukani.
bahwa aturan hukum tidaklz g anlah i

yang tanpa dasar, seperti halnya pendapat bahw:, )
;fidak berguna di sisi alam, karena alam tidak e, e

diri dalam kata-kata lisan dan tertulis, seper Vang ¢

hukum. Norma hukum adalah bentuk dari Pengejaw. D
memerintahkan, menetapkan, dan member;j jzj,, sert

. | o
bahwa sanksi terhadap setiap orang yang tidak o Wey,
melanggar hukum itu diberikan."

Objek ilmu hukum adalah norma hukym dan
nilai-nilai hukum juga dibentuk oleh NOrma-normy ;
aturan hukum itu, seperti halnya hukum alam dari “ml??h
merupakan uraian yang bebas nilai mengenai Gbieknya‘ Aruar,r
uraian tersebut tidak memiliki kaitan dengan nila; m9t&~hu£:j
dan tidak mengimplikasikan kesetujuan atay kEtidakSEtuiu;
emosional. Norma yang merupakan nilai hukum harys dibes,
dari norma-norma vyang digunakan untuk mengevyg,,
pembuatann hukum.

kari}nﬂ

,
Nt n..

Karena aturan hukum dalam pengertian deskriptif, Seper
halnya hukum alam (dan ilmu alam) menjelaskan hubungy
fungsi, ia juga bisa disebut hukum perundangan (yakni huky
dalam pengertian resmi, atau yang dalam bahasa Jermann
Rechtsgesetz), yang memiliki persamaan dengan hukum al
Norma hukum kendati disebut sebagai hukum manakala
memiliki karakter umum-bukanlah hukum dalam penger
yang senada dengan hukum alam, karena ia bukanlah pernya
tegas yang menjelaskan hubungan fungsi. Norma hukum s&

: : : indak
sekali bukan penegasan, melainkan makna dari suatu fl
(19]  Ibid
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vang melandasi ditetapkannya sesuatu yang terlebih dahulu
menetapkan hubungan fungsi antara fakta suatu hubungan yang

dijelaskan oleh aturan hukum, hukum perundang-undangan.?

Selanjutnya, produk suatu hukum dan perundang-undangan
yang dikeluarkan baik dilembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif
semestinya selalu mencerminkan nilai-nilai kepatutan yang
berlaku di masyarakat. Akan tetapi, peraturan dan perundang-
undangan yang dihasilkan hanya memenuhi keinginan ataupun
kepentingan sebagian masyarakat yang merupakan bagian dari
proses politik yang dilakukan elit maka aturan norma tersebut
yang ditetapkan tetap diberlakukan secara umum namun norma

hukum seperti ini tidak mencerminkan keadilan sosial secara
menyeluruh.

Sebuah analisis dari proses konstitusional yang menijadi
dasar terciptanya sebuah undang-undang memperlihatkan
bahwa tindakan penciptaan sebuah hukum yang mengikat
sekalipun sama sekali tidak perlu mewakili kehendak apa pun
terhadap perilaku yang dituntut oleh undang-undang. Undang-
undang tersebut dibuat ketika mayoritas dari para legislator
telah memberi suara kepada sebuah rancangan undang-undang
yang disampaikan kepada mereka. Konten dari undang-undang
tersebut bukanlah “kehendak” dari para legislator yang memberi
suara yang menentang rancangan undang-undang tersebut;
kehendak mereka justru mengekspresikan yang sebaliknya.
Namun ekspresi kehendak mereka sama sesensialnya bagi
eksistensi undang-undang tersebut seperti ekspresi kehendak

dari para anggota yang memberi suara pada undang-undang itu.?'

Hukum bisa diistilahkan sebagai perintah vyang

20  1bid, hal, 91.

1] Hans Kelsen, What Justice?: Justice, Politic, and Law in the Mirror of Science, dalam (ter).), Nurulita Yusron,

dasar-Dasar Hukum Normatif; Prinsip-prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik, Nusa
fedia, Bandung, 2009, hlm, 324.
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“didepsikologisasikan.’ Hal ini sebagaimang Mungy,
pertanyaan Kelsen mengenai manusia “harus” memhl;;' di) |
bertingkah laku menurut hukum. Di sinilah Jegq) pen it
konsep tentang “yang harus,” terlihat pentingnya k"nsep 'In, '
Sebuah norma adalah sebuah peraturan yang menyalﬂkanm”"'
seorang individu harus berperilaku dengan cara terteny, hh;"l
tidak menegaskan bahwa perilaku semacam jg mer! r:.-,r,l

. = un--
kehendak aktual dari seseorang.” Pa,

Norma secara teoritis merupakan bentuk dar; tind-.
dan perilaku manusia secara individu maupun kojejy ;"‘
mengandung maknahukum yangsebenamyajugase]aIUben‘ﬂ:'i
dengan suatu sistem hukum dari yang lain atau semacam - n
dalam kehidupan sosial di komunitas tertentu yang mengandl; !
makna norma juga. Sebuah fakta material adalah bukan sy,
mata dijadikan sebagai argumentasi pembunuhan tetapi realig,-
dari hukuman mati adalah kualitas penanganan dan penyelesa,.
kasus yang secara logika sangat sulit dimengerti. Hal inj Karer-
boleh jadi suatu peristiwa muncul disebabkan oleh tindak,.
intelek yakni, berupa konfrontasi dengan undang-undang yan;
termasuk mengandung unsur kriminal maupun metode dg]
prosedurnya pun bermuatan makna kriminal.*

Memahami sesuatu secara hukum bisa jadi hanya memham;
sesuatu tersebut sebagai hukum. Tesis bahwa hanya norma-
norma hukum yang bisa menjadi objek kognisi hukum adalak
tautologi, karena hukum tersebut, satu-satunya objek kognisi

[22]  Ibdid, hlm, 325.
[23]  Dalam perspekaf teon hukum stads dan dinamis dan relasinya dengan hirarki norma telah dibah
secara lebih nnci oleh Hans Kelsen dalam bukunya What is Justice? : Justice, Politic, and 1w in the Mirror of Sare
yang dﬂc‘l‘hitkﬂn oleh L.ﬂh'l:.'l':-il'}' Ul‘ California Pn::-‘-hr ]‘JU_-}, L]H.I'I diturimn.[hknn I.{;: ;_I;'{];un bahasa Indﬂnl:'.'-'-i.l ﬂld’
Nurulita Yusron (2009), membahas mengenai teori hukum statis dan dinamis sekaligus hubungannya denga
hirarki norma. Berdasarkan teon hukum murni lalu Kelsen berusaha menguraikan dengan pendekatan teont
bahwa teon hukum staus harus dipadukan dengan teon hukum dinamis, dengan suatu argumen bahwa h‘_jk.mr
udak :af:lalu_ sejalan dcpgan sistem norma. Maka norma sesungguhnya lebih kuat tondasinya, namun demukun
ﬂ?gﬂt;;ﬂijﬁiﬂ:ldiﬂﬂi n:rtnmﬂ dalam kehidupan bernegara diperlukan kescimbangan antara hUL“r:t&l:
Eth'i.lﬂh.ﬂis.[im hukumm' rangka penguatan norma baik 1tu norma hukum, norma erika dan norma agami
yang kuat untuk mengatur keberlangsungan kehidupan masyarakat.
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hukum—adalah norma, dan norma adalah kategori yang tidak
bisa diaplikasikan di wilayah alam. Penggolongan tindakan yang
terjadi di alam sebagai hukum hanya menyatakan keabsahan

norma yang muatannya sesuai hal tertentu dengan keabsahan
peristiwa sebenarnya. Ketika seorang hakim menetapkan fakta
material kongkret (misalnya delik), semua kognisinya pertama

kali hanya diarahkan pada sesuatu yang ada di alam.”

Maka dalam memastikan suatu norma hukum tentang
proses pembuktian suatu peristiwa sangat dibutuhkan fakta
yang akurat. Kebenaran fakta yang mengandung makna norma
memungkinkan terjadinya determinasi atas peristiwa dalam
konteks penyelesaian masalah dengan pendekatan hukum,
Kebenaran yang menguatkan makna norma selalu dihadapkan
dengan fakta maupun data-data faktual terkait peristiwa yang

menghubungkannya dengan tindakan manusia dalam kehidupan

sosial,

Norma Hukum

Dalam kaedah hokum Islam misalnya, terdapat lima kaedah
utama yang menjadi rujukan standar norma pengamalan nilai-
nilai agama. Ajaran agama manapun tentu memiliki landasan
normasebagai sumberrujukan dalam menentukan sifat perbuatan
manusia terhadap sesuatu di dalam kehidupan Bergama dan
kehidupan bermasyarakat. Kelima kaedah tersebut menjadi
pedoman dalam penentuan status hokum perbuatan setiap umat
Islam. Dari kelima kaedah wajib, haram, mubah, sunnah, dan
makruh tersebut di atas, hanya tiga kaedah saja yang dapat kita
sebut sebagai kaedah hukum, yaitu wajib, haram (larangan), dan

mubah (boleh) seperti gambar di bawah ini.

[24]  Hans Kelsen, Introduction to the Problems of 1.gal Theory, dalam (ter).,), Siwi Purwandari, Pengantar Teori

Hutkum, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm, 45
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Norma Hukum
5 . 2

e

T Kebolehan | Haram
(Permittere) J

Dari perspektif hukum,
pengamalan ajaran agamd sebag
dalam kehidupan sosial kem

Kewajiban
(Obligattere)

maka orientasj
ai perwujudan

alas DErhu
asyarakatan, maka dibutllhka :
N

n. Hukum dibuat untuk tujuan me““tﬂpkanw

sesuatu yang itu apakah layak atau tidak disikapi dap flijalaﬁ

hukum menurut para fijogy hu::i
Ju

tujuan kepastian, dap "

\

namanya huku1

oleh umat manusia. Tujuan

mencakup tujuan keadilan,
kemanfaatan. Karena itu, normd hukum harus berisj ke, ILu

yang pasti dan kepastian yang adil, yang secara kesemw
memberikan manfaat dan solusi bagi warga masyarakat dalaqf
menghadapi dinamika kehidupan bersama. Oleh kareng j,
kaedah hukum di samping berguna dan berkeadilan, juga han;’_
bersifat pasti, formal, jelas, dan tidak boleh abu-abu, dan Sem@f
itu hanya ada pada kaedah wajib, haram, dan boleh. Menung
ajaran liberal, pada asal mulanya, semua hal merupaka
kebolehan, kecuali oleh hukum tegas dinyatakan sebagai laranga
atau kewajiban. Jika larangan dilanggar dan kewajiban tidal

dijalankan sebagaimana mestinya, norma hukum menyediakas
I

sistem sanksi yang tegas. |

Namun, dalam implementasinya, sistem norma hukur|
itu sendiri memang tidak selalu diikuti oleh sistem sanksi. I
sebabnya kita mendapati banyak sekali undang-undang yans
tidak menentukan sistem sanksi sama sekali. Misalnya, Uﬂda“gj
undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, sepert
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UU tentang Daerah Khusus Ibukota Jakarta, di dalamnya tidak
ditentukan adasanksikarenasifat normayangdituangkan didalam

undang-undang ini hanya bersifat mengatur dan membimbing
pelaksanaan pemerintahan di ibukota Jakarta. Karena itu, dapat
dikatakan bahwa substansi norma hukum, di samping ada yang
bersifat memaksa (imperative), ada pula norma hukum yang
hanya bersifat mengatur dan membimbing saja (directive).

Dalam perumusan norma yang bersifat memaksa selalu ada
sistem sanksi, baik berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atau pun
sanksi administrasi, dan bentuk-bentuk lainnya. Tetapi, dalam
perumusan norma yang bersifat mengatur dan membimbing,
kadang-kadang tidak disediakan ancaman sanksi sama sekali.
Namun, hal itu tidak mengurangi makna normatif hukum yang
berisitigajenis kaedah, yaituwajib (obligattere), boleh ( pefmi ttere),
dan haram (prohibere) sebagaimana dimaksudkan di atas.

Oleh karena itu, doktrin tentang norma hukum yang hanya
berisi tiga macam kaedah kewajiban (obligattere), kebolehan
(permittere), dan larangan (prohibere) patut dipertanyakan
kembali. Ketiga sistem kaedah ini bersifat khas terkait dengan
konsepsi mengenai bidang hukum pidana dan bidang hukum
perdata. Kedua bidang hukum pidana dan perdata inilah yang
menjadi cikal bakal mula-mula berkembangnya sistem hukum

dalam sejarah umat manusia.

Namun, dalam perkembangan sesudah abad ke-17, muncul
kesadaran baru mengenai pentingnya bidang hukum tata usaha
negara (hukum administrasi negara) dan bahkan hukum tata
negara. Bahkan pada abad ke-19 muncul doktrin baru mengenai
ide negara hukum (rechtsstaat) yang dikaitkan dengan gagasan
pelembagaan peradilan administrasi negara (administratieve
rechtspraak) untuk maksud menyediakan mekanisme upaya
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hukum bagi warga guna menggugat para pejabat Yang e
keputusan-kepulusnn yang merugikan warga Negary hrn
berkembangnya sistem hukum administrasi negar, dﬂnh
tata negara dalam arti luas, pengertian mengenai keh:
mutlak adanya sanksi dalam perumusan norma huyky,,, N

berubah.

Dalam rumusan norma hukum dalam pelbagy, :
peraturan perundang-undangan di zaman sekarang kitg
menemukan unsur-unsur nilai kaedah anjuran Pﬂsit]:ﬂh
pun anjuran negatif itu. Dalam perkembangan dewagaa\
<ubstansi sifat kaedah anjuran ini semakin banyak ditemuh"
dalam pelbagai rumusan undang-undang,, terutam; d:‘.
perumusan-perumusan norma yang menyangkut priﬂSip-pri:
mengarahkan (directive principles) atau prinsip-prinsip |
membimbing (guiding principles) yang bersifat abstrak » N

Jika pandangan di atas disandingkan dengan Pandanﬂ
Profesor Zainal Arifin Hoesein, maka nilai validitas suaty hllhq
terletak pada kesesuainnya dengan norma lainnya tery
norma dasar. Dalam hubungan ini dapat dijelaskan
norma dasar dapat dibedakan menjadi dua yaitu, norma:,m
dan norma dinamis. Norma statis merupakan norma yang tely
memiliki validitas, sehingga seluruh isi norma tersebut ditaati dy
diterapkan dalam kehidupan individu dan sosial. Setiap isi norm
tersebut memiliki daya pengikat dan daya paksa, karena beras)
dari norma dasar yang spesifik, memiliki validitas yang diyaki
dan dipandang sebagai norma yang paling tinggi (akhir).

Artinya, suatu norma hukum itu valid, karena dibuat menu
cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum lainnya, dannor®
hukum lainnya adalah landasan validitas norma hukum tersebyl

25] Jimly Asshiddigie, Op, Cit, hlm, 131,
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yubungan antara norma hukum yang mengatur pembentukan
qorma lain dengan norma lainnya sebagai hubungan antara
dengan “subordinasi” atau “superior dengan

«superordinasi
inferior norm” yang menunjukkan level atau hierarki norma.
Norma yang menentukan pembentukan norma lainnya adalah
norma yang lebih tinggi derajatnya, begitu sebaliknya, norma

yang dibentuk tersebut derajatnya lebih rendah,

Dalam hubungan ini, maka hubungan antara norma yang
lebih tinggi dengan norma di bawahnya merupakan hubungan
hierarki norma. Konsekuensinya adalah, bahwa norma yang lebih
rendah derajatnya tidak dibenarkan bertentangan dengan norma
di atasnya. Validitas norma hukum adalah bahwa setiap materi
muatan norma hukum memiliki daya ikat dan paksa bagi subyek
hukum tertentu dalam melakukan setiap perbuatan hukum.
Sedangkan efektifitas norma hukum, berarti segi penerapan
materi muatan hukum oleh organ yang memiliki otoritas untuk
menerapkan suatu norma hukum. Jika terjadi suatu kasus
pelanggaran terhadap suatu norma hukum, dan organ tersebut
tidak mampu memberikan sanksi, maka norma hukum tersebut

dapat dikatakan tidak efektif.

Menurut Arifin (2019) dengan mengutip Hans Kelsen,
validitas dan efektifitas hukum merupakan dua hal yang berbeda,
yaitu validitas lebih bermuatan pada segi normatif, dan efektifitas

lebih kepada proses penerapan norma. Landasan validitas
suatu norma selalu dari norma, dan bukan dari fakta. Pencarian

landasan validitas suatu norma bukan dari realita melainkan dari

norma lain yang menjadi sumber lahirnya norma tersebut.

Oleh karena itu, suatu norma yang validitasnya hanya
dapat diperoleh dari norma yang lebih tinggi, Kelsen menyebut
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w26 Norma dasar berfungsi sebagai "

“norma dasar. | ul
sehingga norma dagg, " ap

norma,
setiap llemhemukan s o "
sumber utama dan merupakan peng ara nopy,, M

yang berbeda, dalam membentuk suatu tata NOrmay, ‘ng

pandangan ini, maka apabila suatu norma masuk dalyy, gy
tu, validitas atas norma tersebug g,

tata norma terten
oleh norma dasar tersebut. Jika terjadi suatu kasyg Pela

terhadap suatu norma hukum, dan organ tersebut tiqy)
memberikan sanksi, maka norma hukum terseby,
dikatakan tidak efektif. Oleh karena itu, menurut Ke|g en va ;‘p-q
dan efektifitas hukum merupakan dua hal yang berbeg, Ity
validitas lebih bermuatan pada segi normatif, dan efektifjy.,

27
kepada proses penerapan norma.

nggﬂr‘nj
J

' Yaiy,
Slehm

|

|

Sedangkan dalam standar perilaku ideal manusia P2 d&!.
tataran etika, meminjam pemikiran Profesor Asshjddjqiﬁl
dikatakan bahwa norma etika itu sendiri apabila dihadapkg,
dengan pendapat Hazairin maka etika itu sendiri pun tidak big
dilepaskan dari perilaku kesusilaan manusia dalam tiga kategor;
Norma Etika. Dengan tetap bertitik tolak dari pendapat Hazairin
sebagaimana sudah diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa

dalam sistem norma etik atau kesusilaan terdapat tiga kaedah

Norma Etika

seperti tergambar di bawah.

[20] Haas Kelsen, General Theory ... op. cit., hal. 30 - 39 Bandingkan dengan Hansﬂﬂ'ﬁ‘-“"l‘?
sebagaimana yang dikudp oleh A. Hamid Attamimi dalam, op.cit., hal. 287-288. Dalam kaitan ini, “.”T::
dasar oleh Hans Nawiasky diarukan sebagal  Waatsfundamentalnorss’ atau oleh Notonagoro disebut '{"’ "
Sundamental negara’  yaitu, suatu norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi dar suat ;]lfhﬂ
termasuk norma pengubahannya. Hakekat hukum suaru i*mafr;ﬁmdmf:mmf;.r::arm' adalah syarat bagt bﬂlmh;]u}“
suatu konsttusi atau undang-undang dasar. Oleh karena itu Staatsfundamentalnorm' ada terlebih dahulu s¢
konstitusi atau undang-undang dasac

[27] W. Friedmann, Legal Theory ..., op.cit, him. 273.
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Norma Ftika

Sunnah Kebolehan Makruh
(Anjuran untuk) (Permittere) (Anjuran jangan)

Isi norma etik atau kesuliaan itu hanya kebolehan, anjuran
untuk melakukan, atau anjuran untuk jangan melakukan sesuatu.
Bagi mereka yang mengikuti anjuran, ia terhindar dari citra
vang negatif, dan sebaliknya akan mendapatkan penilaian baik
;mlam kehidupan bersama. Jika seseorang terbiasa melakukan
suatu perbuatan yang dianjurkan tidak dikerjakan, tetapi secara
berulang-ulang terus saja melakukannya, sehingga hal itu
berkembang menjadi kebiasaan, maka kebiasaan buruk itu dapat
dengan mudah menjadi lahan empuk untuk meningkat menjadi

pelanggaran hukum.

Sebaliknya, jika seseorang terbiasa melakukan hal-hal yang
memang dianjurkan maka dengan mudah baginya mendapatkan
penilaian baik dari sesama warga yang akan memelihara dirinya
dari perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dengan perkataan
lain, kedudukan dan peran etika sangat penting dalam rangka
penopang terhadap efektifitas sistem norma hukum. Tentu,
norma etika tidak boleh dicampur-adukkan dengan norma agama
dan norma hukum. Ketiganya harus dibedakan dengan jelas satu
sama lain, tetapi pandangan yang berusaha memisahkan dan
bahkan menjauhkan sistem etika dari sistem norma hukum tidak

dapat dibenarkan.?

Etika secara ilmiah sebagaimana telah dibahas pada buku
sebelumnya yang penulis beri judul: Etika dan Pemilu Demokratis

(2020), yakni secara khusus merupakan bagian utama dalam

[-2_3-]— Jimly A hiddiqie, Peradilan Efik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tent Rul
¥ [“ﬁ’l’ an] Rue of éﬂ;ﬁ'f’ gif]érdbrﬂﬁkﬂfjﬂkartﬂi hlm, 48. ey e e

’
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hldnng kajian dari cabang filsafat yang meng! R"d#

- snar dalam a

ISiadat atauy kebiasaan perilaku calah ben: — rlk nﬂan%
secDia (

hukum pada suatu masyarakat dalam Tun;

sosial. Oleh karena itu, secara ilM ang itu tid
bahw | | etik seseorang ldak ,
ahwa persoalan etika dan ata

memberikan perhatian pada

. . s rang?
salah perilaku sosial seseorang waiigse dan bermss
termasuk dalam praktik kehidupan ber ‘ Yarak,

alah pﬂm}alan mengenai baik buruk dampai

iratkan tentan,

t
ah pun dﬁ[}ﬂf ;likatak&!
y

tetapijuga dariituad
perilaku manusia (erhadap sesama:
: i-hari, kebanva
Dalam perbincangan konkrit sehart ha yakan Orany

biasanya lebih mengutamakan soal benar atau salah, ‘rigp, N
“-r””g' Karena bEﬂﬂT'SﬂJah in] ]E‘blh mUdah dﬂn leblh jEIa5

dipandang mata. Dalam soal makanan 58‘1:3 Pklll'l: orang [s|an,
diajarkan oleh al-Quran agar hanya mﬁkafl .n.m anan yang hajg
lagi baik’, tetapi dalam praktik yang Hiptian orang hany,
“makanan yang halal” (halalan) saja, abai dengan “makang;
vang baik” (fhﬂj’.'l"fbﬂ”]- Padahal, dalam al-Quran, kedua knnsep
“halalan thoyyiban” (halal lagi baik) itu merupakan satu kesatuap
konsepsi tentang makanan yang dianjurkan. Makanan dapa
dibedakan antara (i) makanan yang halal tetapi tidak baik, (i
makanan yang baik tetapi tidak halal, dan (iii) makanan yang
tidak halal dan juga tidak baik. Ketiga jenis makanan tersebut
tidak dianjurkan ataupun diperintahkan dalam al-Quran. Yang

diperintahkan dengan tegas untuk dimakan justru adalah (iv)
makanan yang halal lagi baik.?

[29]  hed
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. Etika Terapan (Applied Ethics)

Namun demikian, dalam buku ini, sebagian besar
Ppﬂ‘lhﬁhﬂﬂﬂﬂ" diarahkan untuk mendiskusikan sistem etika
dalam konteks pengertian “applied ethics’, meskipun disana-sini,
keempatnya (etika deskriptif, normatif-preskriptif, meta-etik dan
otika terapan) sama-sama disinggung. Perkembangan sistem
kode etika dan perilaku beserta infra-struktur penegakannya
tidak lain merupakan etika terapan seperti dimaksud di atas. Ftika
terapan (applied ethics), dengan pendekatan filsafat, berusaha
mengidentifikasikan ragam perilaku dalam pelbagai bidang
kehidupan manusia yang secara moral dapat dinilai benar dan
baik dalam peri kehidupan bersama umat manusia. Misalnya, di
hawah ini dapat disebutkan beberapa bidang etika yang dimaksud

yang telah berkembang dalam praktik di dunia dewasa ini.

Ada beberapa dimensi etika yang dapat dipandang secara
ilmiah sebagai bahan uraian pada kajian buku ini dapat dikutip
dari buku Professor Jimly Asshiddiqgie seperti pada Bab kedua,
dijelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan uraian bab

buku ini yakni sebagai berikut:*

a. Etika Sosial, Etika Organisasi, dan Etika Profesi

Teori-teori lain yang sangat penting di bidang etika ini adalah
etika sosial (social ethics), etika berorganisasi (organizational
ethics), dan etika profesi (professional ethics). Etika sosial
atau “social ethics’, baik yang bersifat khas di masing-masing
komunitas sosial maupun dalam arti sosial secara universal
di antara bangsa-bangsa sebagai satu unit global berkenaan
dengan perilaku ideal di bidang kehidupan sosial masyarakat.
Misalnya, etika pergaulan bertetangga, etika kependudukan

(population ethics), dan bahkan etika seksual. Di bidang
30 Ihid
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ANis! 3 D |
keorganisd - L P | “Ngy
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iional ethics). Yang juga sangat htrrk[.mhgﬂ']h;,;

My,
hahkan paling duluan berkembang dalam Sejara}, 8 g,

etika profes (professional ethics). Sekarang hamy,;.
' : - , 3
ing diakui di dunia telah mempunyaj Sisten, L tm,

profesiy: ki | .
dan kode perilaku, seperti etika akuntansi, etik reh, |

. . . . H”I r |
otika insinyur, etika komputer, etika dan standay jurng 0

‘ ' : : : isp

ctika penelitian dan riset internet, etika hakim, etj, -~ :h
' 1 - ) k-

etika kepolisian, etika penerjemah, etika pekerija S0ia) Pr?

! _11

media, etika kedokteran, etika perawat, dan SEbagﬂinya

(OrQani

1)

Etika Sektor Publik (Public sector ethics):

Etika terapan (applied ethics) yang juga sudah Sang,
berkembang dewasa ini ialah sistem etika di sektor PUhL.
dan penyelenggaraan kekuasaan negara. Inilah yang b,
dinamakan dengan istilah “government ethics” ataupy;
“ethics in public administration” yang sering disalahpahan
seakan-akan hanya berkenaan dengan etika pemerintahz
dalam arti sempit, yaitu terkait para pejabat di lingkungar
pemerintahan eksekutif saja. Namun, dalam pengert
bahasa Inggeris Amerika, ‘government ethics’ yang dimaksu
adalah dalam arti yang luas, yaitu mencakup keseluruha
aspek sistem norma etika yang mengikat dan menuntun bag
para penyelenggara kekuasaan negara secara keseluruhan
st dengan n dalam peloag b
menghasilkanptl;n S;'“ng. mulal lea‘dikan agendapenting 3’3";1*
etika bagi parg Efr agal kcrnvenm internasional menget

Pejabat publik.
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c. Etika Teknologi (Ethics of Technology)

Di bidang teknologi terapan, juga berkembang yang
dinamakan rechnoethics, yaitu sistem etika yang berkenaan

dengan kegiatan pengembangan dan penerapan teknologi
di tengah masyarakat. Beberapa sistem etika terapan
yang dikembangkan di bidang ini misalnya ada ‘ethics of
terraforming, ada juga ‘cyberethics! dan ‘ethics of artificial
intelligence. Yang terakhir ini mencakup juga ‘machine ethics’
dan ‘roboethics’. ‘Roboethics’ ini menyangkut perilaku atau
perbuatan moral manusia dalam medesain, mengkontruksi,
menggunakan dan memperlakukan robot sebagai makhluk
intelek yang bersifat artifisial. Selain itu, di bidang teknologi
ini juga ada ‘internet ethics’ dan ‘information ethics’.

Norma kesusilaan, menurut Profesor Soerjono Soekanto,
dapat dibedakan antara norma kesusilaan pribadi dan norma
kesusilaan antar pribadi. Keduanya dapat dicakup ke dalam
pengertian etika yang kita bahas dalam buku ini. Etika atau
kesusilaan pribadi menyangkut keinsyafan pribadi setiap manusia
tentang nilai baik dan buruk dalam suatu keadaan atau dalam
menghadapi segala sesuatu yang perlu disikapi oleh seseorang,
terlepas dari hubungannya dengan orang lain. Misalnya, seorang
yang kaya raya dan baru saja mendapat rizki yang besar, dengan
mudah dapat saja tergerak hatinya untuk berbuat baik dengan
membagikan rizki dengan memberikan bantuan beasiswa tanpa
publikasi kepada anak-anak sekolah SD dan SMP se-desa di
suatu daerah terpencil. Dorongan untuk membantu anak-anak
desa itu merupakan dorongan etika yang murni bersifat pribadi.
Pengertian tentang etika pribadi inilah yang biasa disebut dengan

istilah kesusilaan saja.
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Ada tiga norma utama yang dapat dijadikan
perilaku umat manusia dalam kehidupan ,
bernegara. Ketiga dimensi pedoman normg
norma agama, norma hokum, dan norma etij
jika dijadikan rujukan nilai perilaku manys;
sosial secara baik dan benar maka perila

pEn
“IMasyar, .

l(a[ di

d. KEtiga nﬂnna'm
d dalam kEhldU[:Qn

. . L KU menyj Npang ¢,
tabiat kemanusiaan manusia itu akan bisa direduksi,
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manakalah ketiga standar nilai yang termuat dalam pop,
agama, norma hukum dan norma etika itu tidak dijalankz
secara bersamaan simultan maka kecenderungan perilaky yan
disebabkan pemahaman sempit manusia akan menimbule
kekacauan nilai. Sebaliknya, jika manusia terutama setiap mer
yang diberikan amanah dalam system kehidupan bermasyari

. " . ™ . . ® . ‘HE
dan bernegara itu mampu menjalankan nilai-nilai inl maka yi
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akan menjadi

|1-|1ih paik
Ketiga sistem norma yaitu sistem Norma »
. T HI.'T a - o
. hokum; dan sistem norma etjka tersel Ml b
e ‘ DUt dig: |
H”I T Asshiddiqie aoral . g'”fll'}Hl'L‘dn
Jeh profesor Jimly Asshiddigie sebagai berikut-
(
_Tiga Sistem Norma
—_ Agama Hukum | |
— X T e | —Uka l
wajib . X 1
annah (anjuran )| X o R
—— ) — X |
mMubah &013111!?]13'1] X | X _}(-. =
ke juran - —_— ]
Mﬂlﬂlh (anjuran -) X B ;
Haram (larangan) X X —
—— — B - - ) _I— J

NormaAgama

Dalam sistem norma agama, semua kaedah yang lima ity

perlaku secara keseluruhan dan simultan. Ada kaedah yang
bersifat kewajiban, ada pula yang merupakan larangan ‘dan
kebolehan seperti dalam norma hukum. Tetapi, di samping itu,
ada pula kaedah anjuran untuk melakukan (sunnah) dan anjuran
untuk tidak melakukan sesuatu (makruh) seperti dalam sistem
norma etika yang hanya dikaitkan dengan konsepsi pahala dan

surga yang diyakini ada dalam semua agama.

- Norma Agama
- S S
Makruh
Wajib (i“':mah Mubah [Aa, "1 Haram |
njuran
(Kewajiban) A (Kebolehan) | l (Larangan)
untuk) jangan) |
—_— B 1 ) |

Db
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menjalankan kewajiban agamanya akan mendapatkan Pahalag,
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gﬁnaia

D. Pancasila Sebagai Sumber Norma Dalam Bernegara

Negara Hukum Berdasarkan Etika Pancasila

. o e
Pancasila adalah sumber hukum tertinggl dalam konse?

ncasié
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegal'-'aiialzI -
merupakan falsafah kebangsaan dan ke-Indones

31 Ibid, hlm, 55-57.
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merumuskan atau menyusun peraturan perundang-undanga
jalam bernegara. Semua norma peraturan hendaklah merugjui
dan menyarikan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari filosofi
pancasila menjadi standar nilai bagi semua nilai norma Peraturar;
perundang-undangan yang dibentuk.

Pada jalur hukum, pemikiran tentang pancasila difokuskan
pada kedudukannya sebagai philosofische grondslagh, atau
kaidah fundamental negara. Seperti dikutip dari Notonegoro yang

menyatakan:

Pancasila sebagai perkataan adalah suatu sebutan, suatu
istilah untuk memberi nama kepada dasar filsafat atau dasar
kerohanian negara kita. Di dalam nama itu tidak tersimpul isi

daripada dasar filsafat negara, melainkan hanya ditunjukkan

bahwa dasar filsafat negara kita tersusun atas lima hal,
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Republik Indonesia, sebagai negar,
L

dan Undang-Undang Diasi h“hu.l
ey
an *iul
inesd 'h !

kehidupan hangs b
P (Undang-Undaﬂg | -
Advokat). Bahkan dalam penjelasap, .
Ny

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat inj dikaty,
Undang dang-Undang Dasar Negara Republik [ndran:
bahwa 1:; megnenmkan secara tegas bahwa negara I“dﬂnﬁ;
:ZZ:Z; negara hukum. Prinsip negarad -huk.um menun‘mt an,
lain adanya jaminan kesederajatan bagl setiap oran.g di hadg,
hukum (equality before the law). Oleh l-<arena itu, Unda,
Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap of'ang berhak g,
pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yay,
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Rahwa Negard

Pnnmsiln "
esia Tahun 1945, bertujuan mewjy,q,

yang sejahtera, aman, tenteram, by
Republik Indonesia

berdﬂsm'kﬂn

hcrkmdilﬁn
Tahun 2003 tentang

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechsstat) yan
menganut faham atau aliran positivism. Aliran ini berkemban;
pada abad 19 sebagai antitesa terhadap aliran naturalistik, Pahan
yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan unt
menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realit
sebagai suatu yang eksis sebagai salah satu objektiva, yang hart
dilepaskan dari sembarang macam prakonsepsi metafisis yans
subyektif sifatnya. Prinsip utama filsafat positivisme adalah hanya
menganggap benar yang benar-benar tampil dalam pengalama®
hanya yang pasti secara nyata yang diakui sebagai kebenaralh
hanya melalui ilmulah pengalaman nyata itu dapat dibuktikd"
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ositivisTe ini yang dipakai juga dalam pengemba
dengan lahirnya positivisme hukum (‘Qhulah:(??n
(8 .

hal. 2=~
2“]8! % =
Jliran pnsimrlsm ini yang kemudian berpengaruh pada
dalam kehidupan benegara dan bermasyarakat

i h .
card a, car berhukum yang lebih mengedepankan aspek
rkan pada aturan hukum normatif (rule bound)

rdasarkan undang-undang tertulis. Karena itu, berhukum
positif negara lebih mengedepankan aspek

ripada keadilan hukum bagi masyarakat.
idefinisikan sebagai premis normative yang
annya tak boleh dibantah, dan keputusan-keputusan
dapat disimpulkan melalui silogisme deduksi dari
premiS-PTBmiS'ﬂ Keadilan harus terwujud dalam semua lini

qtamanya produk-produk manusia dalam bentuk

kaidah/ pormayang akan difungsikan sebagai tatanan kehidupan,
haruslah mengandung nilai-nilai keadilan, karena setiap perilaku

bherikut produk normatifnya yang tidak mengandung nilai-nilai
keadilan niscaya 1kan mengakibatkan kerusakan baik terhadap

diri manusia 1tu sendiri maupun terhadap alam semesta.”

Dalam keadaan seperti 1tu, hukum tidak lagi kondusif bagl
pencari keadilan (justitiabelen), bahkan berubah wujud bagal
turbulensi yang memporak—porandakan cita rasa keadilan yang

sejatinya dinikmati semua manusia dan alam semesta, hingga
pada ketikanya manusia hanya mendapatkan ketidakadilan.™

Hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua hal penting
dimana yang satu merupakan

yang seyogiyanya bertautan,

dan Dinamika Masalabnya, HuMa, Jakarta, 2002,

2 =
Iﬁi ]'.%D etandnyo Wignyosoebroto, Hukur; | Yaradigma, Metode
'[Ei DS:IJ*H”U. Aburaera, Menakar Keadilan Dalam Hukum, Naskah Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar
Bm;.f['- qm B!d:mg IImu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di depan Rapat Senat Luar
[34] *‘fuicmmg Hasanuddin, Makassar, Senin tanggal 0 November 2006, hlm, 2.
Sukarno Aburaera, Menakar Keadilan. . ...,0p-Ci h. 3.
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Ketika menegakkan hukum demikian niscay, ,
0
otomatis lormﬂudkﬂn. sebaliknya ketika kﬂad“ ﬂdila

h
(
pada saat bersamaarn hukum tegak dengan sendiy, IM]IN
agama yang juga mewajibkan kepada manyg;,

Qur antara dari al-maidah ayat 8 yang yang artiny,. dy

condition sine qua non bagi yang lainnyg v ]

“Hai orang-orang yang bermiman, hendakiap, amy,,

orang-orang Vang selalu menegakan (kebenaram ’;[e% a
Allah. menjadi saksi degan adil. Dan janganiap, Wy ;'f’e;,q
kebencianmu terhadap suatu kaum, m‘?”dﬂrong kﬂm; Ikey,
horlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil iy, lebi), Zrn"ﬂk
kepada taqwa, bertagwalah kepada Allah, g, '5'“"ggu:km
Allah Maha Mengentahui apa yang kamu kerjake n Va

(Al
Maidah:$) |

“Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kam,, oray
vang benar-benar menegakkan keadilan menjadi ﬂki
karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri ataupyy, by |
Bapakmu dan keluargamu. Jika ia kaya ataupun Miskiy |
Allah lebih mengetahui keadaan keduanya maka Janganigh
kamu mengikuti hawa nafsu sehingga kamu tidak berlgh,
adil Jika kamu memutarbalikkan atau enggan menjadi saksi
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang

kamu kerjakan.” (An-Nisa 135)”"

e e

Dalam kaitan dengan kehidupan bernegara konstitusi ki
telah mengatur dan menentukan tujuan penegakan h
oleh hakim yaitu keadilan. pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menyeb!

[35] Il .
[36] Marilang , Hukum dan Keadilan, terkutip dari Jurnal Konstitusi (PKK) UIN Alauddin, M
111, No. 1, Juni 2011, hlm, 78. . 10 donesis P
[37) Anwar C, problematika mewujudkan keadilan substantf dalam penegakan hukum di 1ndon

FH Universitas Widyagama, Malang, Jurnal Konstitusi voL iii NO, 1 JUNI 2010. 128
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(uasaan kehakiman merupakan kekuasaan
e - L

kmlk menyelenggarakan peradilan gun, mene
ut

dan keadilan. Pasal 28 d ayat 1 menyebutkap, Setiap orang 1

A1as pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukg erhak
ats - Stz i
dil serta perlakuan yang sama dihadapan bk Myang

- : . m. jadij tek
pada kepastian hukum saja tetapi kepastian hukum yang adi:].:an

E Etika Kehidupan Berbangsa

Sejak era pemerintahan Kabinet Reformasi di bawah presis
3], Habibie, sudah mulai dipikirkan bagaimana men f”fmlllasika::
atau melembagakan nilai-nilai etika kehidupan berban 2sa ity
dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku kehidupan bernegara,

Fenomena praktik pemerintahan yang syarat Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme atau KKN menimbulkan krisis kepercayaan

hokum yang sangat kuat di tengah masyarakat modern. Seiring
dengan itu reformasi menjadi momen bahkan kesempatan
masyarakat demokratis untuk menuntut perbaikan sistem
huukum di Indonesia. Maka salah satu agenda utama reformasi
itu adalah perbaikan system penegakan hukum. Hukum selama
pemerintahan rezim Orde Baru bahkan meski reformasi sudah
berjalan akan tetapi praktik KKN masih saja terus terjadi. Dari
situlah pemerintahan presiden BJ. Habibie kemudian menggagas
ditetapkannya TAP MPR Nomor 06 Tahun 2001 tentang Etika

Kehidupan Berbangsa.

Etika kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang
bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal,
dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam
Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan
bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika

dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanabh,
ﬁ;}] lbid,
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lct.-telndnnnn. sportifitas, disiplin, etos kerja, ke:;n:ndlrlan, “ka

toleransi, rasa malu, tangEung jawab, menjaga ke nrmatﬂn, fl b
a. Dimensi etika an

Mmartabat diri sebagal warga negara. €

ctika sosial dan budaya, ctika politik dan pumﬂ”m“hﬂh, iy
ckonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berke 4

H{Iil
: 1
etika keilmuan, serta etika lingkungan. h,

P 1ai i agama dan h
Mengaktualisasikan  nilai nilai agama d: Uday, IF

dan negara melalui pendidikan formal, nonformal, dan De

contoh keteladanan oleh para pemimpin negarg Df.trnil‘n
bangsa, dan pemimpin masyarakat. Dalam PEnYelt:ng Pin

ai-nilai eti Bar
negara di Indonesia pelaksanaaan nilai-nilai etika te"’-"ebu P

. tma..
jauh dari kenyataan dalam mewujudkan penyelenggaran asi)

. g leg.
vang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan Nepotisme Rar

. ' h—“il' )
pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja bil‘okr”dﬁ
serta profesionalisme aparatur birokrasi. asj.

Banyaknya penangkapan terhadap Peényelenggar, eg.
seperti hakim, anggota DPR, anggota DPRD, gubernur, bupag; :r?
kota, pejabat Bank Indonesia, pimpinan partai, dan Menteri }d;
sedang menghadapi tuntutan hukum atau sudah divonis dalam:

perkara korupsi, menunjukkan bahwa persoalan terbesar Dad:
bangsa ini bukan pada sistem atau aturan, tetapi pada moralirz:
dan etika. Sebaik apapun aturan, tetapi dijalankan oleh pejaba:
yang moralitasnya buruk, aturan akan diselewengkan. Moralitas

dibangun melalui keteladanan para tokoh, elite, dan Semua yang
ada di pusat kekuasaan. Harus ada upaya dari seluruh komponen
bangsa untuk menolak setiap figur yang buruk moralitasny
dan memberi ruang lebih banyak bagi yang memiliki kredibilit::
dan memberi jalan lebih terbuka bagi yang memiliki moralits
lan etika yang baik, bukan atas dasar identitas yang serin
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mdﬂngmndnng. Karena dengan Pelemhbagaa
:ﬁﬂﬂm kehidupan sosialitu ke dalam suaty iness
penindakan akan lebih efektif. Mekani.

etikﬂ PanCﬂSilﬂ itu tidak lcrlembagakﬂn secara

ditopans aleh irrasrukiur penegakannya yang kuat dan mandiri

maka sudah pasti upaya-upaya penataan sistemn etika akan terus
perjalan statis.

[39]- Zainal ﬁriﬁn Hﬂﬂﬁ-l:in, Praktik Ketatanegaraan Indonesta Pasca Reformasi, L.B2-AB, Jakarta, 2019, hlm, 137.
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BAB III

TANGGUNG JAWAB
MENEGAKKAN PEMILU
DEMOKRATIS




gawal Integritas Penyelenggara Pemilu

A Men
pemilihan umum adalah salah satu cara dalam sistem
omerintahan demokratis untuk memilih wakil-wakil rakyat

p g akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, dan sebagai

yal‘l :
bentuk pemenuhan hak asasi warga negara dalam politik. Pemilu
dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sebab,
rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu,

diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah

suatu negara selama jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan
dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber),

jujur, dan adil (jurdil).
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai
lembaga yang bertugas menegakkan integritas, kemandirian,

dan kredibilitas penyelenggara pemilu. DKPP sebagai lembaga
peradilan berupaya memberikan muatan kode etik dalam

penyelenggaraan pemilu baik dari aspek teknis pelaksanaan
maupun substansi kepemiluan. Kedua kerangka muatan
teknis dan substantif tersebut kemudian diberikan konsep
implementatifnya. Setidaknya terdapat lima hal yang menjadi
Syarat terwujudnya pemilu demokratis yakni, pertama, soal regulasi

67




¢ ilu vy, 1
ng jelas dan tegas, kedua, peserta pem yang ..
ya ilih cerdas dan partisipatif, keempat, biroky,,
pem

kelima penyelenggara yang kompeten dan beri
elmi, '

pDalam kaitan mengenai Sis:mm olasi y,,

as untuk saat ini sudah semakin terlihgy lebi), je]
teg— ‘turﬂn yang mengatur tentang prmia',ram SOSia]isaSi‘k *le.},a
- aya preventif terhadap praktik polj) Yang ﬂ
i:::ll;::w: yang tidak sesuai ketentuan, Artiny::l, oy

B lw&]aH
ds, Mi dﬂ

..1as dan tegas itu maka secara otomatig akan
]E:"at individu yang cenderung mengabaikay, -
::a':’m S0, SRR e o >ckarang iy, s;emj.Fi e
diyakinkan oleh institusi KPU yang memp{u‘n?a, kﬂnsep "idEr:h'T

ocedural’, sedangkan Bawaslu memll{kl anSED "ide H,
i.)rbtansiall: Dalam konteks kedua pengertian ity, DKpp SEI:,IUEI
::elsatuan fungsi menegakkan kode etik bEI‘L-lS&ha mengamniiai
kedua konsep tersebut dengan menertibkyy pElakSanaa:
eksekutif dan legislatifnya penyelenggaraan pemily.

Berdasarkan pemahaman itu, maka penguatan regulag;
upaya pelembagaan nilai-nilai etika kepemiluan dalam kﬁnsep
penerapan peraturan perundang-undangan yang konsise;
tentu dibutuhkan perubahan undang-undang pemily, ke depay
yang diharapkan dapat memastikan bisa melengkapj Sisi-sig
lemah aturan yang memungkinkan sikap dan p:erilaku individy
penyelenggara yang semula abu-abu menjadilebih jelas dap pasti,

dap

Penyelenggaraan pemilu dan pilkada dapat diselenggarefkan
dengan luber-judril tentu tidak semata-mata mf.engandallfanplhak
penyelenggara saja tetapi peran partai politik s?baga? peserta
menjadi sangat penting. Peran positif—konstru'kuf dari I.)ESZII:
pemilu akan menjadi penentu utama menghasilkan pemﬂ;'t;
pilkada yang tidak hanya demokratis namun juga berkualitas
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ibadah dan lain-lain. Dalam persidangan DKPP akan terlihat
a
dengan terang benderang, peserta mana yang taat dan tidak taat

aturarl.

Kerapkali ditemukan dalam persidangan kode etik DKPP

peserta pemilu menggoda penyelenggara terutama di tingkat
adhoc. Oleh karena kasus ini banyak terjadi, maka DKpPp pada

periode ini sudah mengambil langkah dengan membuat aturan
untuk urusan penyelenggara adhoc dilakukan speed control. Speed
control dimaksudkan agar penyelenggara di tingkat kecamatan
ke bawah dapat diselesaikan oleh KPU/Bawaslu. Maka dengan

demikian, DKPP hanya menangani untuk tingkat kabupaten dan

provinsi.

Hal penting yang sering dilupakan kebanyakan orang ialah
soal kompetensi dan integritas penyelenggara. Penyelenggara
pemilu tidak boleh bertindak nekad dalam pengambilan
kebijakan hanya dengan alasan melakukan ijtihad politik, padahal
dturannya sudah jelas. Haram hukumnya bagi penyelenggara di
ingkat kecamatan, kabupaten bahkan tingkat provinsi melakukan
jtihad politik terkait upaya untuk memaknai regulasi diluar batas
kewenangan karena hal itu bukan menjadi ranah penyelenggara.
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Dalam perspektif itu, Penyelenggara ditup,,
hanya peka terhadap hukum (sense of f'f’.t,'nhm,-,”;'
juga punya kepekaan terhadap etika (sense nj'whir'x'):c h
itu tetap menjadi standar perilaku ideal bagj Penye| Meng
kode etik penyelenggara pemilu merupakar, saty kzngg"ra, 4
moral, etika, dan filosofi yang menjadi ped(lman Sﬂtuan a::
penyelenggara pemilu berupa kewajiban atay, laran;’;rilaku h"ﬁ
dan/atau ucapan yang patut atau tidak pagyq di]a:;:indak‘h

ar

penyelenggara pemilu. Olel

Maka seorang penyelenggara pemilu haryg Pahap,
peraturan-peraturan pemilu yang berkaitan langsy,
sistem sanksi etika. Apabila seorang penyelenggar, el
tindakan hukum yang bila itu dianggap dapat mel’lyl:hl-
masalah yang bersifat temporar, namun dari aspek e tika di;ﬂlkﬂn
tidak patut, maka potensi tindakan tersebut dﬂap“fkanggap
DKPP. Ada banyak argumentasi mengapa pengady m"i‘lapurk:
penyelenggara ke DKPP? Tentu banyak alasan, namyn Umumy,
hampir menyangkut persoalan administrasi, tata kEinl:
administrasi kepemiluan yang seringkali dijadikan sebagai alasy,
bahwa penyelenggara tidak bersikap profesional, transparap dan
alkuntabel. Selain itu, untuk Bawaslu yang dianggap lamban

tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran.

terhaﬂ&p
S dengg,

Oleh karena itu, DKPP selalu memberikan pemahaman
kepada penyelenggara bahwa etika personal merupakan
fondasi untuk mengembangkan etika organisasi agar sikap dan
tindakan individu dapat terkontrol dan dijaga secara baik Etika
penyelenggaraan diharapkan tidak hanya sebatas lisan, namul
dalam bentuksikap atau perbuatan, karenaseorang penyelenggit
memiliki tugas mulia, yaitu menghasilkan kepala negara kepalé
daerah, termasuk legislator yang kemudian menjad pembt™
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g-—llﬂdﬂng' Pemilu yang ku rang berku alitag aka

ndan nme
% 1banyakkalangan. Ketidakpu Melahirkan

; asal .o )

kclldﬂk[‘llh - keperca asan dapay h“rdﬂmpak
aa : .

~da wurangnya Kepercayaan masyarakat (public trusr) terhadap,

c0ses dan hasil.
p S

Memﬂﬁl'kj periode kedua Lembaga penegak kode etik
enyelengsard pemilu ini  semakin mengalami  penguatan
gecard kelt~111bfi£’,:aal1 “:”“‘tamﬂ dari pelaksanaan program utama
kelembagd yakni persidangan kode etik sebagai pelayanan bagi
ari keadilan dan menjadi bagian strategis dalam komunikasi

w0
pL!'I - _ '
penyelesman konflik internal antar sesama penyele

dan o | nggara
Pl?milu. Konflik internal yang seringkalj mengemuka  di

PEﬂ}fﬂlenggﬂl‘ﬂ yak.ni terjadinya perbedaan pemahaman dan
penﬂfﬁifﬂ" apakah itu menyangkut tugas dan fungsi pelaksanaan
lembaga penyelenggara yaitu KPU dan Bawaslu dj setiap
jenjﬂﬂgr maupun kontlik yang menyulut disebabkan perbedaan

immﬂhﬂmﬂn praktik tugas dan fungsi pelayanan administratif
antara pimpinan dengan sekretariat.

peningkatan dan penguatan kelembagaan penegakan kode
etik dilakukan oleh anggota DKPP periode 2017-2022 dengan
meningkatkan kapasitas SDM dan struktur kelembagaan DKPP,
Hal tersebut digerakkan dengan mengadakan kajian-kajian
komprehensif terkait tindaklanjut mengenai sistem kelembagaan
DKPP yang secara struktural mengalami perubahan signifikan.
struktur kelembagaan DKPP tidak lagi melekat dengan
Kesekretariatan Jenderal Bawaslu dan akan berdiri sediri secara

mandiri dalam bentuk sekretariat. Hal ini berdasarkan perintah

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Itulah sebabnya, di akhir perode kedua ini, segenap pimpinan
dan sekretariat DKPP bertekad agar penyelenggara pemilu,
peserta pemilu, dan semua komponen masyarakat yang menaruh
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perhatian terhadap pemilu berintegrit, S Inj A

S1
kesadaran ethics tentang pentingnya . em E’T‘Ya
r

(applied ethics) dalam ruang publik, j; .

Keg
ak pemikiran para stake 3
hadir dalam benak | par: <€holder, Il.-,l

r's ke ”ll
apa yang menjadi cita-cita bersama dalam, b, F‘Ern“ I,

e
“government ethics” atau “ethics in public admiy,; Barﬂ be
I
pengertian luas yakni mencakup keaelumh i

S
norma etika yang mengikat tanggungjawal, sekaligy,. F"‘-‘Ic ™
penyelenggara pemilu bahkan termasuk dalap, peny, ]mﬂnunlul:
kekuasaan eksekutif dan legislatif hingga yudikgayjf Ka Chgy,,

2 r'eng iy
merupakan kunci untuk memilih wakil rakyat ¢ dalam

Uay ik, "111

i
add ran . ILI‘

B. Integritas Prosedural dan Substantif

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bap EEbEIu

Mny,
bﬂhWﬂ pﬂdﬂ dﬂﬁl”]}’ﬂ, !}IH]EII} demokrasi }’:ll]g “[ﬂmﬂ ']dﬂ[?:u,;
kﬂliﬂl]lrﬂﬂn berada di tangan rﬂky&t Dengﬂn dEﬂ]lkjﬂn {lllﬂm

sistem demokrasi, rakyat menempati posisi yang sangat penting
Hal tersebut terkait dengan prinsip kebebasan [hx’;rm,rj] dan
persamaan (Hq“ﬂHUI)_ Semua l'ﬂk},’ﬂt dalam sistem dEmﬂkraSj
memiliki persamaan terkait dengan haknya sebagai warga Negarg
dan hal tersebut dijamin oleh konstitusi. Hak-hak tersebyt
juga termasuk hak untuk menentukan para pemimpin negarg
Penghormatan untuk hal tersebut diwujudkan dalam suatu proses
yang disebut pemilu. Arah penyelenggaraan pemilu harus dapat
mengayomi dan mewadahi semua hak-hak politik warga negara
dan pemilih sesuai dengan prinsip kesetaraan, one person, one
vote, one value (OPOVOV) dan prinsip-prinsip keadilan politik.

Terkait dengan demokrasi, pemilu merupakan suatu
mekanisme penyerahan sebagian kedaulatan pemilih terhadap
mereka yang dipilih untuk menjadi pemimpin negara. Hanya
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<ain ceringkali hak-hak tersebut terbentur satn sama lain dengan
hak-hak seria kepentingan yang lain. Oleh karena it demokrasi
1"lwrmkﬂn karena sistem ini bisa menegakkan stabilitas sosial.
menciptakan ketentraman dan membawa rasa aman atas hak-
hak yang dimiliki masyarakat. Demokrasi bukan saja membuat
masyarakat mampu mempertahankan dirinya terhadap ancaman
yang datang dari luar, tapi juga membina hubungan yang damai

antar sesama warga.

pemilu yang kurang berkualitas akan melahirkan
retidakpuasan bagi banyak kalangan. Ketidakpuasan itu dapat
herdampak padakurangnya kepercayaan masyarakat (public trust)
terhadap Pemilu. Di samping itu pemilu yang tidak berkualitas
.kan mendorong lahirnya dinamika politik yang cukup tinggi.
pelaksanaan pemilu dapat dinilai berlangsung secara demokratis
jika memiliki 2 (dua) aspek secara simultan yaitu aspek prosedural
dan aspek substantif. Dari aspek prosedural antara lain regulasi
pemilu (UU Pemilu), penyelenggara pemilu (KPU) dan Bawaslu),
peserta Pemilu (Partai Politik dan/atau Calon Perseorangan),
serta Pemilih (Daftar Pemilih Tetap). Indikator aspek prosedural
ini adalah hasil yang sangat kuantitatif, sehingga pemilu identik
dengan perebutan suara pemilih. Sementara itu, aspek substantif,
pemilu sejatinya menganut nilai dan prinsip bebas, terbuka,
jujur, adil, kompetitif serta menganut asas langsung, umum,
bebas dan rahasia. Indikator dari aspek substantif ini adalah hasil

yang sangat kualitatif, sehingga pemilu identik dengan perebutan
legitimasi politik pemilih.
Pemilu demokratis dimaksudkan untuk mendapatkan

pemimpin yang memperoleh legitimasi politik dari rakyat, untuk
itu dibutuhkan 5 (lima) sebagai berikut: Pertama, Prinsip pemilu

bebas berarti seluruh warga negara yang memiliki hak suara,
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1 merdeka, tanpa tekanan dan/atau paksag, .
e

secar |
1. Prinsip terbuka berartj pemily,

hak pilihnya. Kedu
pitisk, SENNE pelaksaannya transparan,

semua
kredibel dan partisipatif. Ketiga, Prinsip adil berary; "
peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sam,

. o berarti semua pihak yang terlibat dala.mkﬂ
harus bertindak dan bersikap dengan mengedepankay, o
kebenaran. Kelima, Prinsip kompetitif berarti pemjj, bg-bal‘nilal
segala hentuk mobilisasl politik baik dengan iming‘imingas day,
barang, jasa, jabatan maupun dengan intimidas;j, tekana:a“g,
paksaan yang membuat peserta pemilu tertentu dapay dipasﬁdan
g sebelum semua tahapan pemilu berakhir, kap

Ern“.

E]-“pa11

menan
Untuk memperkuat ke 5 (lima) prinsip tersebyt, &
penyelenggaraan pemilu yaitu azas langsung, umum day, l‘aha:is
juga harus dipastikan. Asas lLangsung berarti pemijlip, tida:
boleh diwakili oleh siapapun dan dengan dalih apapyp dala,
menggunakan hak pilihnya. Asas umum berarti seluruh vargs
negarayang memenuhi syarat, dapat memberikan suaranya tanpa

dibedakan status sosialnya (suku, ras, agama, golongan, jepjs
kelamin, pekerjaan dan daerah asal). Asas Rahasia berarti tigy

ada satupun pihak yang dapat mengetahui dan/atau berusahg

mengetahui pilihan seseorang.

Pemilu merupakan instrumen demokrasi untuk memfasilitas;
pelaksanaan hak warga negara dalam keterlibatan mereka untuk
memilih pejabat politik dalam pemerintahan. Sebagai ajang
kompetisi dan kontestasi antar peserta pemilu dalam rangka
mendapatkan dukungan rakyat pemilih, pemilu tidak dapat
dilepaskan dari potensi adanya persaingan tidak sehat, sehingga
diperlukan pengaturan yang adil, transparan, dan akuntabel. Di
samping aspek pengaturan, guna mewujudkan pemilu yang adil
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_okratis, diperlukan kelembagaan Penyelenggara pemily

dan d' independen, i ¥
fesional, Indep , Imparsial, dan berintegritas

Yﬂ Ilg p xC

penanganan Kode Etik di Tengah Pandemi

DKPP merupakan salah satu institusi atau lembaga peradilan
penyﬂlenggara pemilihan umum yang menjadi saty kesatuan
nggara pemilu selain Komisi Pemilihan Umum (KPU)
an Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). pkpp secara

etik

Lhusus diamanatkan UU Pemilu diberikan wewenang untuk
. angani dan menyelesaikan perkara dugaan pelanggaran
wode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh semua
aparat penyelenggara pemilu pada setiap jenjang. DKPP memiliki
peran secara khusus menegakkan kode etik penyelenggara
pemilu. Tugas dan fungsi DKPP tersebut tidak lain ditujukkan
untuk mewujudkan kemandirian, kredebilitas, dan integritas baik
institusi maupun aparat penyelenggara pemilu agar senantiasa
melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan standar ketentuan

norma kode etik penyelenggara pemilu.

DKPP dalam menrima pengaduan dan/atau laporan dugaan
pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang disampaikan
secara langsung maupun tidak langsung yakni khusus tidak
langsung melalui media elektronik yaitu email dan pos tetap selalu
berpedoman pada sistemm dan mekanisme formal kelembagaan
dengan tetap mengikuti standar norma asas dan prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemilu. Tugas pokok lembaga peradilan ini
adalah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pelanggaran kode
etik penyelenggara pemilu. Sidang adalah inti dari mekanisme

penyelesaian perkara pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilu,
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ini memiliki tujuan untuk memer; ksa
¥ 4 ’

dugaan pelanggaran kode etik yap, »

olenggara pemilu. Sebelum dimulainya Siday,
penye . pihak qurat panggilan disﬂmpaikan LDKPp
kurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelyy, eDada

pihﬂk SC * Eida
. cesuai dengan Keputusan DKPP RJ Nomg, 0;133;

/SET_gngZﬂZU tentang Tata Cara pE]HkSa
. pKPP Secara Virtual Pada Mg, Danaan

. Covid 19. Sekretariat DKpp me"‘ﬂﬂt‘ka
i
n

dan memutus

oleh
mﬂﬂ‘lﬂnggll P

imanya surat pang -
d;::g dipanggil memeroleh informasiyang sebenarnya dar unt::
?nemasu‘kan kehadiran para pihak.

Dalam menegakkan kode etik Penyelenggara, lan it
flosofis yang digunakan DKPP yaitu nilai-nilai Pancasily Uup
1945 dan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2011 tentang Etika Kehidupan
Berbangsa. Pancasila, UuUD 1945 dan TAP MPR Nomor g Tahuy
2011 tentang Etika Kehidupan Berbangsa tersebut dijadikgp,
sebagai sumber inspirasi etika dan moral dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu. Ketentygy,
nilai-nilai filosofis tersebut juga dijadikan sebagai rujukan tragis;
otika dan moral dalam penyelenggaraan pemerintah demokratis,
Maka yang menjadi landasan utama filosofi DKPP dalam
penanganan dan penyelesian dugaan pelanggaran kode etik
penyelenggara Pemilu yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam
konstitusi Neagara Republik Indonesia terutama Pancasila, UUD
1945 dan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan

Berbangsa.

Karena kode etik pemilu ditegakan guna menjaga
kehormatan institusi pemilu yakni seperti KPU dan Bawaslu baik
itu terhadap komisioner atau amggota maupun juga terhadap

76

o



aran seketariat di Iingkungan penyelenggara —
emilu

pard ja " %
berdasarkan ketentuan norm: :
* kode etik yang adg

dengﬂn
| Il' -..1.| 1 -
pKPP menjalankan tugas, fungsi, Wewenang tersebyy dengan

pcﬂ“h kesungguhan dengan tujuan mewujudkan kemandirian
tegritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Hal inj pentin '
arena dalam perkembangan praktik penyelenggaraan pElTlilI.gj
‘erutama pemilu yang digelar secara langsung dan serentak
selama kurun waktu tahun 2019 dan tahun 2020 masih diwarnai

pmktik kecurangan.

Gecara normatif, ketentuan UU Pemilu yang kemudian
dijabarkan dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang
perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang
pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, maka Kode
Etik Penyelenggara Pemilu disusun berdasarkan kesadaran
penyelenggara pemilu yang mengikatkan diri secara sukarela
(voluntary norms imposed from within the consciousness of the
subjects). Sedangkan Pedoman Beracara sebagai prosedur hukum
acara pemeriksaan dan penegakan kode etik dituangkan dalam
bentuk Peraturan DKPP sendiri sebagai ‘self-regulatory body yang
bersifat independen dalam menegakkan kode etik penyelenggara

pemilu.
Dalam konteks itulah, landasan etik dikonstruksi berdasarkan
kode etik yang disusun berdasarkan amanat UU Pemilu yang

mengikatkan semua aparat penyelenggara pemilu (voluntary
norms imposed from within the consciousness of the subjects).

Sedangkan Pedoman Beracara sebagai prosedur hukum acara
pemeriksaan dan penegakan kode etik sebagaimana dituangkan

dalam Peraturan DKPP atau dapat disebut sebagai ‘self-
regulatory body yang bersifat independen dan imparsial. Kode
etik penyelenggara pemilu berisi ketentuan umum, landasan
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dan prinsip dasar etika d;.m perilaku, pelaksana
otika dan perilaku, sanksi, ketentuan p'“l’ﬂtli];.n' dan k_ in "
penutup. Kode etik penyelcn;‘ggara p[.'!n‘Il]u yang bere

(i) prinsip dasar etika dan perilaku; (ii) pelaksanag,, b

etika dan perilaku; d

Gelain 1M, sebagai fungsi peradilan etj) -
herdasarkan ketentuan Pasal 164 UU No. 7 Tahun 2{117{:
pemilu, untuk menijalankan tugas pokoknya sebagaj .
kode etik penyelenggara pemilu, maka dapat membenlu](_
pemeriksa pDaerah (TPD) di setiap daerah provins; by ;‘im
.d hoc. Tim Pemeriksa Daerah yang dibentuk di Setiap d::ifat
pmvinsi sesuai amanat UU Pemilu masing-masing bel‘iurnl-a]l;ah
(empat) orang. Keberadaan anggota TPD sesuai Uy PEmilud 4
peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perup ahar, A::
peraturan DKPP RI Nomor 5Tahun 2017 tentang TPD. Ber dﬂSarkan
konstruksi rumusan norma peraturan DKPP tentang TPD, Ny
secara kelembagaan menyeleksi anggota yang memiliki kualifiy,
herdasarkan kapasitas pemahaman terhadap kepemiluan .

ha— -
an (iii) Ketentuan tentang sanj; Ddata,

luas.

Anggota TPD disaring dari para tokoh masyarakat yang
memiliki kompetensi tentang dinamika politik lokal da
kemampuan didalam menganalisis persoalan-persoalan daerah
termasuk konflik sosial yang disebabkan oleh pertentangan atau
sengketa kepemiluan baikitu antar peserta pemilu, pesertapemilu
dengan penyelenggara atau pun penyelenggara dengan calon
kepala daerah tertentu yang menjadi peserta pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah dalam pelaksanaan pemil
Anggota TPD setelah dilantik di Jakarta pada setiap masa konﬁﬂl‘f
tugas dimulai dengan beberapa kegiatan penunjang sebagal.
upaya DKPP dalam rangka meningkatkan pemahaman mengent
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dai larﬂﬁf‘d“r pedoman beracara dalam sidang pemeriksaan
an ' 1
sta an kode etik penyelenggara pemilu.

- semua anggota TPD memiliki kredibilitas

hukum, sosial politik dan kepemiluan termasuk

yahami warakter budaya lokal yang dapat saja memicu
m{:,qaalﬂ“ ronflik horizontal dan vertikal yang cukup kuat dan
Ezn;pmhensi[ sehingga hal ini menjadi modal penting bagi
lis pKPP dalam mengambil kebijakan penanganan dan
aian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
.. danluasnyawawasan penanganan pelanggaran
ofesional, akuntabel dan berdasarkan amanat
henega dirian, integritas dan kredibilitas institusi dan
penyelenggara pemilu itulah menjadikan eksistensi kelembagaan
peradilan DKPP ini semakin kuat. Oleh karena itu, sebagai ketua
DKPP, saya hersama-sama dengan pimpinan periode 2017-2022
herkewajiban menjaga komitmen untuk tetap menegakkan
ehormatan dan martabat pemilu berdasarkan asas dan prinsip
araan yang diamanatkan UU Pemilu.

kode etik Yﬂng pr
kkan keman

penyelengg

C. Merawat Kualitas Pemilu

Kita telah sukses melaksanakan Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2019 serta Pemilihan Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara serentak
untuk yang pertama kalinya pasca reformasi, bahkan pada tanggal
9 Desember 2020, kita bangsa Indonesia juga telah berhasil

melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak yang lagi-lagi

itu dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Komisl
Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)
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ndang-undang pemilu merupaka, Sat

garkan U . 1
berda arakan pemilihan d; Ind kﬂﬂal
On

nyelengg !

ngs| dalam me . p— ) g 1

mh:gai penyelenggara teknis-substantifnya, Bawag,, e:a. b,

se "

t pp menegakkan kode etik . Ak

pengawasan dan DKPP 5 ' p‘*“}’ﬂlen ay
BRa,

pemilu.
Ketiga lembaga ini sempat mendapatkan sorotg), pubj
asoptimalisas kinerjadalammewujudkan keman ,Yi‘ng

Jo—— ilkadatahun 2020. Seb Ir;
. [ ' B l ﬂ a . : e a -' n'
integritasdan kredibilitasp gian masyarak;ﬂ

menilai pilkada 020 semula secara sinis bahkan ada gop

M "d .
vang meminta pemerlntah dan DPR serta penyele, Blan

supay . |
dengan alasan wabah Covid 19 dan kemungkinan poteps; terigg
. JSU]

kerumunan massa dan dikhawatirkan partisipasi pemili, Menjgg,
curun. Akan tetapi praktiknya, DKPP, KPU, Bawasly, Pemﬁ'ﬁrﬁah
dan Komisi II DPR sepakat tetap melaksanakan Pilkada Serent;
ahun 2020 sesuai jadwal, dan faktanya sukses.

Pilkada serentak yang digelar tanggal 9 Desember tahun 2000
1 terlaksana dengan aman, dan damai. Meski itu dilaksanaka,
di tengah wabah Covid 19. Sebuah tradisi baru dalam mas;
transisi musibah wabah corona ini. Namun penyelenggara baik
itu KPU, Bawaslu dan DKPP berhasil meyakinkan masyarakat
atas keputusan sepakat tetap menggelar Pilkada serentak
tahun 2020. Sejak awal sebagai ketua lembaga peradilan etika
penyelenggara pemilu, saya selalu menegaskan bahwa pemilu
dan pilkada itu hajat demokrasi masyarakat Indonesia karend
memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilih mereka dan
menentukan pemimpin-pemimpin bangsa yang kelak diharapkan
dapat menjalankan amanat konstitusi untuk mewujudka?

kesejahteraan rakyat.

i ifu
Maka apapun pendapat dan alasannya, pemilihan umum
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Kan dapat diselenggarakan secara demokratis dan berintegritas
1a aparat penyelenggaranya itu memiljkj komitmen yang

ingg! untuk meu]u{lk'um‘yﬂ dalam praktik di lapangan. Maka
er m,nnlng.,mvﬂ adalah pemilu berintegritasitu diawalj darijajaran
pemtlﬂnbhma yang berintegritas. Itu kata kuncinya. Selaian itu,

cyarat pe nting yang harus diterapkan untuk mewujudkan pemilu
benntﬂg”mS adalah adanya sistem regulasi yang jelas dan tegas,
pc"wl’fm pmmlu yang taat aturan, masyarakat atau voters sebagai
pemlllk suara yang partisipatif termasuk ikut mengawasinya,
serta profesionalisme birokrasi yang tidak sekadar dinyatakan
netral tetapi benar- -benar dalam praktik nyata menunjukkan sikap
dan tindakan tidak berpihak kepada peserta manapun dalam
kontestasl meraih kekuasaan. Jika saja syarat-syarat itu dipenuhi
dan dijalankan dengan penuh kesadaran, maka cita-cita negara
demokrasi modern untuk menunjukkan kepada dunia bahwa

emilu di negara kita dapat dilaksanakan dengan berdasarkan

Erinsip—prinsip nilai demokrasi yang ada.

Oleh karena itu, DKPP sebagai fungsi peradilan etika
penyelenggara Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, membentuk Tim Pemeriksa
Daerah (TPD) di setiap provinsi untuk membantu tugas-tugas
pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran kode etik di daerah.
Anggota TPD memiliki latarbelakang yang berbeda-beda namun
kualifikasi kompetensi dan integritas pemahaman terhadap
persoalan politik dan budaya lokal menjadi perhatian utama
DKPP. Anggota TPD menjadi sumber informasi dan pemahaman
komprehensif dalam melengkapi pendalaman dan penilaian
majelis DKPP dalam pengambilan keputusan terhadap perkara

yang disidangkan.
DKPP selalau mengingatkan kepada TPD yang keanggotaan
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terdapat juga unsur penyelenggara Pemily, ba
berintegritas itu harus dimulai dari integritas Penyele,

comitmen peserta kontestasi yang taat aturan ge,,, BBa
masyarakat dalam menggunakan hak pilih sekaligy, r::ar;
pelaksanaan. Baik penyelenggara, peserta, maYara:ng&"‘*&q
hirokrasi hendaklah peka terhadap aturan kepemilu;" b,

of regulation). Khusus penyelenggara Pemily harys . n fﬁe%
. g
secara komprehensif aturan yang sudah dibuat dalay nd&la.m

hw,

norma kode etik penyelenggara pemilu. Kode etj) - Sta”dar |
" 2 r .
satu kesatuan asas moral, etika, dan itu harus dijadiky, UDakan |

rujukan perilaku dalam menyelenggarakan pemijy, dan Sehag,

pi
serentak. lkag,

Setiap sikap dan tindakan terutama dalam Membyy,

keputusan penyelenggara yang dapat menimbulkan kebimp,
atau keraguan dalam diri penyelenggara makg Sebaik,

sikap bimbang itu dihindari agar bisa menghasilkan kEbijak:,
yang tegas dan jelas sesuai aturan yang ada. Karenga kebijalkgp
yang diambil jika cenderung didasarkan pada sikap bimbap,
maka yang dikhawatirkan muncul pemikiran subjektif apalag
saling curiga antarsesama penyelenggara, dan sikap sepert iy;
sangat berpotensi melanggar kode etik. Maka perlu komitmep
untuk menentukan sikap individu dalam kebijakan kolektivitas

Suat,,
dhgg,

kelembagaan penyelenggaraan.

DKPP dalam penganganan dan penyelesaian perkara dugaan
pelanggarankode etikyang diadukan dan atudilaporkanitubersita
orang perorang sehingga yang dilihat dan dinilai DKPP adalal
sejauhmana atau seperti apa alasan mengapa terjadi pelanggard!
kode etik? Maka penyelenggara perlu membangun dan menjag
etika individu yang mantap. Bila etika sudah terbangun di tingk!
interal, maka etika di tingkat lembaga akan mudah terbangu™
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cika personal adalah fondasi untuk membangun etika o i
1- M - a = . e '3 &L rgan Haﬂ
cualitas etika harus dijaga. Tidak hanya sebatas i,

quan m :
' " elainka
am bentuk sikap atau perbuatan. n

dal

Karena seorang penyelenggara pemilu memil

. _ iki tugas mulia,
vaitu bekerja untuk menghasilkan pemimpin d

kepala daerah, bahkan termasuk legislator, pembuat undang

yndang. DKPP sebagai lembaga peradilan etika penyelenggara
pemilu pada prinsipnya tetap akan mendukung segala upaya
dan ikhtiar penyelenggara untuk terus menghasilkan pemilu
dan pilkada berintegritas. DKPP tetap berpedoman pada amanat
yndang-undang pemilu bahwa KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai
lembaga satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemilu sehingga
pemahaman itu kemudian dikembangkan bahwa baik KPU,
gawaslu dan DKPP adalah ada dalam satu garis perjuangan. DKPP
tidak mencari-cari kesalahan. DKPP dalam memberhentikan
penyelenggara adalah sebagai pilihan terakhir dan itu pun bagian
dari menagih komitmen kepada penyelenggara karena pada saat
seleksi dan juga sumpah penyelenggara Pemilu. Jadi pada intinya,
DKPP meneguhkan komitmen bagaimana agar Pemilu dan
Pilkada itu dapat diselenggarakan berdasarkan aturan yang ada.

DKPP dalam menjalankan tugas dan fungsi senantiasa
melakukan koordinasi dengan KPU, Bawaslu yang merupakan satu
kesatuan tugas dan fungsi penyelenggara. Koordinasi ini melalui
Rapat Tipartit dengan maksud dan tujuan selalu memberikan
perkembangan informasi dan menyamakan persepsi. Dengan
demikian, keberadaan lembaga peradilan etika penyelenggara
pemilu ini diharapkan ke depannya terus ditingkatkan kapasitas
kelembagaannya baik dari aspek ketersediaan infrastruktur

maupun wewenang serta sumber daya manusia yang handal.

Hal ini semata untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan
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qwat kemandirian, integritas dan k”-‘dihi“
lag

a kita di masa-masa yang akan d“tang_ i D&'hi,
d 0

ilih pemilu dan pilkada 4;
donesia telah memilih | an | “hd”ﬂksanakanhan%

~dan semua itu
langsung dan .y tidak hany, m aem
e

. yihak untuk ambil
kerjasama semua P bagian Posit; “Untm
tetapi menerima konsekuensi-konsekuensi 2 V4

Ing ml]nCuI Sala
dukungan mor

terus mer

al dalam penguatan kelembagg, Dkpp Maka
lembaga pengawal kehormatan dan martahg, dem
pemilu dari semua kalangan merupakan ha| Niscay,

SEh"‘Rai

|

n. Memacu Kinerja Kelembagaan DKpp

difungsikan berd SBAra Pem;)
Umum (DKPP) difungsikan berdasarkan ketentyap, Pasal thap
" ayy

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelep

Pemilihan Umum yakni untuk menerapkan prinsip Hglgarlaan
keadilam, kemandirian, imparsialitas, Hansparansiem
menegakkan kaidah atau norma etika vang berlak, :an
penyelenggara pemilu. Pelaksanaan tahapan pemily, un:i
kasus-kasus yang berkaitan langsung dengan pelanggaran e,
DKPP menanganinya dengan menggunakan Peraturan DKP?
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perila,

Penyelenggara Pemilu.

DKPP menekankan bahwa persoalan kode etik itu hars
ditaati. Bagaimana agar kode etik itu dapat dilaksanakan, mak
terlebih dahulu penyelenggara pemilu perlu memahami makn:
dan penegakan kode etik itu sendiri. Hal itu harus dipahamisemu
penyelenggara pemilu pada setiap jenjang, mulai dari paling
yaitu KPU dan Bawaslu pusat sampai pada tingkat paling bawa»:z
Kalau KPU yang paling bawah adalah PPS, sedangkan Ba‘l:’::us

yaitu PPL. Kedua jajaran penyelenggara inilah yans
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_,ahami pentingnya menjalankan tahapan pemilu dan pilkada
mel™

-a demokratis dan berintegritas.
gecalt

Masalah penegakan kode etik penyelenggara pemily
itu harus dipahami bahwa persoalan etika tidak lepas dari

Lomitmen individu dan kelompok untuk bisa mengontrol

diri dalam menjalankan profesi. Karena profes; memuat
prmsip-prinsip norma pelaksanaan teknis—operasinalnya dan
otika muncul dalam setiap kita untuk kemudian berfungsi
sebagai pengarah. Maka profesi menjadi penyelenggara
pemilu apakah itu di KPU maupun Bawaslu dari aspek
profesionalisme itu sudah pasti memiliki suaty keahlian

khusus di bidang administrasi dan hukum kepemiluan yang

orang lain tidak bisa memiliki keahlian tersebut. Dalam
praktik, orang khalayak tentu tidak tahu secara rinci mengenai
apa yang dikerjakan anggota KPU dan Bawasly sehingga apa
yang dikerjakan atau profesi yang bersangkutan hendaklah
diikat oleh sistem etika supaya semua jajaran penyelenggara
pemilu dapat dituntun oleh norma hukum dan norma etika

agar dapat sejalan dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Penegakan Kode Etik Pemilu

Tugas dan fungsi DKPP adalah menegakkan kode etik
penyelenggara pemilu. Tugas dan fungsi kelembagaan peradilan
etika penyelenggara pemilu tersebut dimaksudkan untuk
menjaga kemandirian dan integritas penyelenggara pemilu
sehingga pemilu dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas.
Maka yang perlu dipahami adalah bahwa DKPP hanya mengurusi
etika penyelenggara pemilu. Ketika penyelenggara pemilu paham
dan mengerti akan etika, pengaduan ke DKPP akan berkurang.
Namun demikian, kita patut memberi apresiasi kepada jajaran
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gara pemilu, karena tugas menjadi pe“ymen
Iy mulia dimana dengan status dap, kebe Rga,a

pE]lYﬂleng
. . ra

ara pemilu kemudian m, dj

i Mmenghgy, ™

g itu sunggu

sebagal penyelenﬁg |
a ak menggunﬂkﬂn hak politik Merek, ruak&n

Hetﬂra

pEl‘l‘I“

merek -
mereka untuk tid

penuh.
status menjadi anggota penyelenggara pemi,

cecara otomatis mereka tidak diperbolehkan berpihg) -
menjadi simpatisan sekalipun tidak diperbolehkan, Atting, ka,
kebebasan ruang geraknya dibatasi.  Begitu merek, dilah?k
menjadi penyelenggara pemilu apakah itu KPU maupyp, Bawnhk
maka mereka pun sudah mengikhlaskan untuk tidak berpﬂrtai?hl
tidak berpihak dalam proses pelaksanaan tahapan kepem; dn
Selama proses penyelenggaraan pemilu mereka tepg, Sela|.
menjaga jarak pergaulan karena hampir semua mata maSYaraku
rerutama para fungsionaris dan simpatisan partai s enantia:
melihat gerak- gerik mereka. Mereka dituntut berlaku indepﬁ‘nden
sebagaimana telah mereka ikrarkan dalam sumpabh jabatap,

ngan
Deng m&ka

Oleh karena itu profesi KPU dan Bawaslu haruslah dijag;
independen dan integritasnya. Dalam bahasa praktisny,
mereka harus melaksanakannya berdasarkan asas-ag;
penyelenggaraan Pemilu yakni harus berlaku jujur day
adil (jurdil). Apabila ada oknum penyelenggara pemil
yang tidak berlaku adil dan jujur dalam pengelolaan
tahapan pemilu maka sudah pasti banyak masyaraka
yang dirugikan. Kerugian terbesar adalah akan ada yang
dimenangkan berdasarkan sikap dan perilaku ketidakadilan
dari penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu. Dengdl
demikian, profesi KPU dan Bawaslu itu sifat utamanyd adalab
bersikap jujur dan adil. Karena Pemilu yang baik itu pemill

diberi haknya, penyelenggara melaksanakan sesual deng?”
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dia harus bisa menjadi wasit yang bai
a

menentukan itu agar penyelenggar
s 1.l
lah dalam bertindak sebagai wasi¢

k, dan DKPpPp
a Pemily tidak

sebe
gai catatan, padatahun 2018 misa nya, sejak darip
. £ Tl
quarl .ampai dengan 1 Desember 2018 Dkpp i ulan
Ja |

»anyak 190 pengaduan. Terhadap pengaduan penyelenpon
| DKPP melakukan verifikasi baik verifikaci - bBdraan

administrasi materiel, dan dilanjutkan deng

pcmilu;
maupu™ lal an sidang
~meriksaan. Jumlah pengaduan dan/atau laporan yang

ianjutkan pada pemeriksaan persidangan adalah sebanyak 280

perkard dan dilakukan sidang pemeriksaan sebanyak 378 kali

persidallgan'

pilkada serentak tahun 2018 diselenggarakan di 17) daerah,
cerdiri dari 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota di seluruh
mdonesia yang digelar pada tanggal 17 Juni 2018. Berdasarkan
pengalaman penanganan pelanggaran kode etik oleh DKPP sudah
diprediksi jauh sebelumnya bahwa daerah-daerah potensial
pelanggaran masih akan terulang. Berdasarkan data DKPP,
provinsi Papua masih menempatiurutan pertamadaerah potensial
pelanggaran kode etik. Selama tahun 2018 jumlah pengaduan
dari provinsi Papua sebanyak 56 atau 11,42% pengaduan. Posisi
kedua ditempati provinsi Sumatera Utara sebanyak 49 atau 10%
pengaduan. Urutan ketiga Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 31

atau 6,32% pengaduan.

Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perbaikan
kualitas kepemiluan menjadi perhatian serius DKPP dengan terus

memberikan pelayanan yang baik. Pelanggaran kode etik Pemilu

yang dilaporkan oleh masyarakat menunjukkan sikap kritis
masyarakat semakin meningkat. Begitu juga pengaduan yang
dilaporkan oleh peserta pemilu (paslon), tim kampanye, partal
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k, dan penyelenggarﬂ pemilu DKpp tetay,
| xa;mn herdasarkan standar Peraturan DKpp N
ay _ ,

]21;?] 7'Ipniﬂ"g pedoman Beracara Kode Etik Pe“YElen

DKPP memastikan untuk mengawal dan menegaka
e an Bawaslu serta penyelen

institusl KPU d BBarg Dﬁmuu ay

: engedepank g
cenantiasa beker)ja dengan mengedepankan P“nSID-prins* Bay
‘ [

senyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalap, p P,
pDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihap Uy,

Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etjk dan

perilaku Penyelenggara Pemilu.

Dengan demikian, maka berdasarkan dat, ben
laporan yang diterima DKPP yang sampai pada tahap, Petsidan
dan penetapan putusan selama 2018 saja itu men““iukan Ban
tren pelanggaran kode etik pemilu beserta modus‘modus:da
Modus pelanggaran kode etik yang menyebabkan pembﬁrhenﬁiai
tetap umumnya karena keberpihakan penyelenggy, padz
calon tertentu. Modus pelanggaran tersebut terungkap, Mela)y
persidangan DKPP yang diselenggarakan dengan terbuka.

(i
Pﬂ“ mnmh{!

]rnfﬂ'3.
gga rﬂ p llﬁ

B
n kehﬂrr:'lilu‘
d

Ped“'ﬂan

gad“ﬂn;

Modus pelanggaran kode etik penyelenggara pemily in
sebagaimana telah diurai pada bagian sebelumnya, yakni sela),
berpangkal dari sikap ketidaknetralan atau tindakan keberpihakan
anggota penyelenggara pada calon peserta pemilu. Selain
keberpihakan, melalaikan tugas dan fungsi yang semestinya
penyelenggara juga kerap menggunakan jabatan/wewenang
untuk kepentingan tertentu, menerima suap dalam penetapan
pasangan calon, proses seleksi anggota penyelenggara, dan tahap
penetapan paslon yang cenderung tidak netral.

Setiap pengaduan yang masuk ke DKPP harus mengikul
mekanisme penanganan sesuai Peraturan DKPP Nomof :
Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Pli'llyf’lenggarEl
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pada tahap verifikasi formil dilakukan penelitian berkas

yen persyaratan administratif, Setelah ity dilakukan
. materiil. Tahap verifikasi materiil itulah yang kemudian
apat memﬂsﬁkm:[ s:tatlls pengaduan. Bila tidak memenuhi
gk dalam arti tidak terpenuhi unsur pelanggaran maka
;]E“gaduﬂﬂ dinyatakan dismiss dan tidak akan diperiksa melalui

srsidangan. Terhadap status penanganan pengaduan itu DKpp

pmemb eritahukan status pengaduan kepada pengadu.

Selain itu ada kategorl pengaduan yang dinyatakan belum
memenuhi syarat (BMS) jika pengaduan sudah memenuhi unsur
pelﬂnggaran kode etik namun DKPP tetap membutuhkan bukti-
bukti awal sebagai penguat. Terhadap pengaduan yang berstatus
BMS, sekretariat DKPP akan menghubungi Pengadu untuk
melengkapi pengaduannya. Kemudian pengaduan yang masuk
kategori memenuhi syarat dan selanjutnya mengikuti mekanisme
peracara di DKPP sekretariat persidangan membuat resume

pengaduan sebagai intisari perkara yang akan dijadwalkan

iju

persidangannya.

Oleh karena itu dalam upaya melakukan pencegahan agar
tidak terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,
maka DKPP secara kelembagaan menetapkan langkah-langkah
pencegahan seperti gerakan kesadaran pada penyelenggara
pemilu supaya selalu taat dan menjadikan norma kode etik

penyelenggara pemilu sebagai rujukan pelaksanaan tahapan

Pemilu.

DKPP memperkuat SDM keanggotaan TPD guna
mewujudkan proses pemeriksaan di daerah yang lebih
kuat dan mandiri. Peran TPD dalam melakukan sidang

pemeriksaan sangat efektif karena mereka memiliki
pemahaman dan pengetahuan tentang dinamika daerak

89



masing-masing. DKPP juga melakt:lkan Pence
menyelenggarakan keglatan-keglatitan "
pendidikan etik penyelenggara pemilu dj bebﬂrap:
terutama daerahyang berdasarkan data dan fakt, -
pelanggaran kode etik penyelenggara pemily Men;,
potensial konflik dan volume pengaduan lehj}, ing

&ng

dj dg

ol
; Bl S
provinsi Papua, Sumatera Utara, Jawa Timuy; dap | “Pey,

ain.
DKPP terus memperkuat kelembagaan dayj aspe n

K top. .
administratif kelembagaﬂl’l- Ekr"s

Cara Kerja Peradilan Etik DKPP

Berdasarkan ketentuan norma Peraturan DKpp N
Tahun 2017 tentang Pedoman Bercara Kode Etik Penye|
Pemilu, setiap pengaduan atau laporan yang disampaikank
DKPP akan diterima. Setelah laporan atau pengadygp diterim:
oleh bagian pengaduan DKPP maka langkah berikyt yang
dilakukan adalah melakukan kegiatan rapat untuk Memverifiy,
secara formil. Tahapan kegiatan pada rapat verifikasi formi) yakni
memastikan apakah kelengkapan dokumen dan alat by dalam
bentuk administrasi sudah memenuhi unsur syarat Pengaduap

oMoy 4
enggara

atau belum. Proses verifikasi administrasi terhadap Setiap

pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemily

dilakukan dengan penuh ketelitian, kecermatan dan tenty tetap
dalam kerangka profesionalisme.

Verifikasi formil memastikan berkas dan dokumen

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dalam praktk
pengaduan di DKPP, seringkali pengadu memaksakan kehendak

90



1 sikap pemaksaan itu diekspresikan dengan tindakan dan

pahkd . .
yang kurang etis seperti mengeluarkan kata-kata yang

perilﬂkll

mcnimbulkan kegaduhan.

namun DKPP tetap konsisten dan komitmen untuk tetap
nenjaga harkat dan marwah kelembagaan peradilan etika

enyelenggara pemilu tersebut, karena setiap pengaduan

Eﬂ”g diterima selalu dicermati dan ditelaah secara mendalam
ama melalui rapat verifikasi formil. Bagaimana pun standar
pemenuhan berkas administrasi sesuai peraturan perundang-
yndangan tetap menjadi pedoman kerja DKPP. Atas dasar
-tulah rapat verifikasi formil dalam rangka memastikan syarat

terpenuhinya kelengkapan administrasi pengaduan dugaan

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

terut

Berdasarkan kenyataan yang dihadapi bagian penerimaan
pengaduan pelanggaran kode etik DKPP, yang kerap muncul
adalah sebuah pengaduan yang diterima namun masih terdapat

berkas yang belum lengkap, kurang cukup bukti, atau belum
berkesesuaian antara konstruksi perbutan yang disangkakan
dengan bukti-bukti yang diajukan, ataupun karena ketidaktahuan
pengadu terhadap tata beracara kode etik penyelenggara Pemilu
di DKPP, ataupun secara materialitas memenuhi namun satu dua

hal yang bersifat teknik dalam lingkup persyaratan administrasi
belum lengkap.

Pada tahapan verifikasi materiel yaitu dilakukan dalam rapat

gelar perkara terkait dengan suatu laporan dugaan pelanggaran
kode etik penyelenggara pemilu. Verifikasi materiel dilakukan

guna memastikan apakah perkara dugaan pelanggaran kode etik
yang diadukan dan atau yang dilaporkan tersebut layak untuk
disidangkan. Verifikasi materiel menjadi titik awal menentukan

status pengaduan perkara pelanggaran kode etik dimaksud.
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sempit. Namuil, Ny
pihak yang dapat berperkara tersepy, d Pp

at
sehingga penanganan kasus-kasus dugaan pelanggy,. asj

¢ .. k
tik penyelenggard pemilu dapat secara realistis ditangani zde
e ikan oleh DKPP. Hal tersebut didasari oleh Pt an

. ira
bagaimana agar pKPP dapat memberikan dukungan, pe“guat:
kepada KPU dan Bawaslu untuk menjalankan f”ngsiny,a t N

yang dap

pengertian

Kode etik penyelenggara pemilu itu sendiri dituangkan dalar,
bentuk peraturan DKPP. Kode etik disusun berdasarkan kesadarg,
internal para penyelenggara pemilu yang mengikatkan dir; secar
sukarela (voluntary norms imposed from within the conscioyspes
of the subjects). Sedangkan Pedoman Beracara sebagai prosedy
hukum acara pemeriksaan dan penegakan kode etik dituangkap
dalam bentuk peraturan DKPP sendiri sebagai ‘self-regulatory
body’ yang bersifat independen dalam menegakkan kode etik
penyelenggara pemilu.

Kode etik penyelenggara pemilu berisi ketentuan umum,
landasan dan prinsip dasar etika dan perilaku, pelaksanaan
prinsip dasar etika dan perilaku, sanksi, ketentuan peradilan, dan
ketentuan penutup. Dari keenam hal itu, yang terpenting dalam
proses penegakan etika penyelenggara pemilu berdasarkan
amanat undang-undang pemilu yaitu mewujudkan kemandirian,
integritas dan kredibilitas baik terhadap penyelenggara maupun
terhadap institusi memuat tiga hal mendasar yaitu menyangkut
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. etika dan perilaku; pelaks:
p dasar etit | ' Pelaksanaan pring;
dan ketentuan tentang sanksij.

p das
qlaku; ar etika
palam Pasal 159 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 gjegqcr
‘ ar
PP diberi kewenangan untuk memanggi| pe"YE]fn; an,
: 1B ﬂl‘a
milu yans diduga melakukan pelanggaran kode etik ustuk

lt’n’lht?l‘ika" penjelasan dan pembelaan; Mmemanggil pelapor
v ¢ :

saksl, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintaj keterangan

wrmﬂSUk untuk dimintai dokumen atau bukti lain Prinsip penting
jang dipraktikkan dalam peradilan etik DKpp yakni prinsip
mdependensi, imparsialitas, dan transparansi. Semua pihak yang
erkait dengan perkara wajib didengarkan dalam persidangan
yang diselenggarakan secara terbuka, dimana para anggota Dkpp

hertindak sebagai hakim yang menengahi pertentangan untuk
mengatasl konflik dan memberikan solusi yang adil.

Independensi Peradilan Etika Pemilu

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, terdapat 3 (tiga) institusi sebagai satu
kesatuan penyelenggara Pemilihan Umum yakni Komisi Pemilihan
Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).
DKPP dikonstruksi secara khusus berfungsi sebagai peradilan etika
penvelenggaraan pemilu untuk penanganan dan penyelesaian
dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara,
jadi tidak dalam konteks penyelesaian perkara yang behubungan
dengan sengketa tahapan proses dan hasil pemilu, namun dalam
praktik masih terdapat juga lembaga lain yang secara langsung

maupun tidak langsung menangani persoalan pemilu.

Tugas DKPPadalah (i) menerimapengaduandan/ataulaporan
dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
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qkan penyelidikan dan verifikasi, serts Peme
n dan/atau laporan dugaan adanyg pelap.. an
penyelenggara Pemilu; (iii) menetapka,, BBargy,

' tusan kepada pih : put“ﬂan,
dan (iv) menyampaikan putt p Pihak-pihg), oy,

untuk ditindaklanjuti. Nalam menjalankan tugas’tugasny;i' : It
dibekali dengan sejumlah kewenangan, yakni (a) memanl(]:rp
Penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pe"ﬂ"ggafg"
kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelagy, (ﬂbn
memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang tErka-)
untuk dimintai keterangatl, termasuk untuk dimintaj dﬂkum:
atau bukti lain; dan (c) memberikan sanksi kepada Penyelen Bgarl;

Pemilu yang terbukt melanggar kode etik.

kode etik oleh

Untuk mewujudkan kemandirian, integritas, dan kmdibilitas

penyelenggara pemilu, ketua dan anggota DKPP periode kedug
(2017-2022) tetap konsisten meneruskan tradisi penegakan kode

etik penyelenggara pemilu yang dengan model PETSidanganHYa
sangat terbuka. Dimensi keterbukaan cara kerja peradilan etjj

ini sangatlah terlihat dan hingga saat ini masih menjadi cjrj
khas utamanya. Tujuan utama melaksanakan amanat UU No,

> Tahun 2017 tentang Pemilu ialah menjaga dan mengawal
kehormatan penyelenggara dan kelembagaan pemilu agar dalam
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan norma hukum

dan norma etika yang berlaku.

Sebagai lembaga peradilan etik dalam menegakkan kode etik
penyelenggara pemilu sejatinya menjalankan fungsi peradilan
etika modern yang mana sistem dan praktik persidangan
dilaksanakan secara terbuka. Peradilan etika yang terbuka dan
memungkinkan terciptanya keadilan substantif dan retributif
kepada para pencari keadilan Pemilu justice seeker karena dengal

menerapkan prinsip peradilan etik yang terbuka dan akuntabil
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rOSeS dan hasil sidang pemeriksaan hingga puy
7o san
HI,I“nnnknn dengan terbuka. l'rinﬁill'["‘iﬁﬂl{l pent

l ¥
aktikkan dalam peradilan etika Dkpp

adalah prinsip

alteram parten, prinsip independensj, iImparsialitag da
¥ : 9, n

rerhadap itu semua merupakan pPrinsip-prinsip peradilan
im diterapkan dalam negara demokrasi modern. DKpp
.kan penerapan sistem hukum dan sistem etik
nal. Sistem demokrasi diharapkan dap

mengset _ yang
hel‘ﬁifﬂl fungsio at tlitnpang

reh regak dan dihormatinya hukum dan etika secara bersamaan
0l€ .

it harus kembangkan sistem pemerintahan demokratis dimana
hekerjanyd dua sistem norma secara simultan dan komprehensif
yaitu sistem ‘the rule of law dan the rule of ethics’ secara bersamaan
vang penegakannya dilakukan melalui proses peradilan yang

independen, imparsial, dan terbuka, yaitu peradilan etika (court
of othics) yang mandiri dan independen.

Idependensi peradilan bisa dilihat dari dua hal. Pertama.
independensi personal majelis dan yang kedua independensi
kelembagaan yakni peradilan etika Pemilu. Independensi
personal majelis (functional independable) sangat diperlukan
dalam proses peradilan yang bebas dan bermartabat, karena
dengan independensi personal tersebut, seorang hakim bisa
dikontrol dari gangguan eksternal terutama aktor-aktor politik
yang menggunakan kewenangan dan kekuasaan melakukan
intervensi. Sedangkan independensi institusional (structural
independence) merupakan usaha untuk menjaga kehormatan
kelembagaan peradilan dari segala bentuk gangguan campur
tangan eksternal terhadap lembaga pengadilan.

Dengan demikian, sejatinya dalam kasus yang berkaitan
dengan ranah hukum, akan menjadi tugas dan tanggungjawab
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Catatan Praktik Penegakkan Kode

Etik Penyelenggara Pemilu Dalam
Mewujudlkan Pemilu Demokraits
dan Berintegritas




GAGASAN DAN PRAKTIK PEMILU
BERINTEGRITAS

Catatan Praktik Penegakkan Kode
Etik Penyelenggara Pemilu Dalam
Mewujudkan Pemilu Demokratis
dan Berintegritas

A pemilu dan pPilkada Berintegritas

Integritas Pemilu

Demokrasl yang baik diawali dari pemilu yang berintegritas

qan menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Sedangkan
pemilu yang berintegritas harus diawali dari penyelenggara

pemilu yang berintegritas. Sebaliknya, jika penyelenggara
pemilu tidak memiliki integritas, maka pemilu yang dihasilkan
pun akan nir-integritas dan akibatnya akan lahir pemimpin yang
cacat moral. Sinergitas penegakan hukum (law enforcement)
dan penegakan kode etik (ethical enforcement) diperlukan.
Jangan mempertentangkan antara hukum dengan etika.
Memperhadapkan antara hukum dan etika sebagai dualisme

justru akan menjadikan orang tergelincir.

Sebagai lembaga peradilan etik dalam menegakkan kode etik
penyelenggara pemilu sejatinya menjalankan fungsi peradilan
ettka modern yang mana sistem dan praktik persidangan
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dilaksanakan secara terbuka. Pera-dllan etika Vang |

memungkinkan terciptanya keadflan S“bStantif d:rbuk&d
kepada para pencari keadilan Pen'filu justice seele, kar: rﬁtrih:"‘
menerapkan prinsip peradilan etik yang terby, s Ny df’ng ;ir
maka proses dan hasil sidang pemeriksaan hinggaaku"t h
dapat dilaksanakan dengan te.rbuka. prinSip‘Pl‘inSip n
yang dipraktikkan dalam peradilan etika DKpp adalgy pf,nting

| insip indepen i, i Prj
‘audi et alteram partem, pr P P denSl, lmparsialitaslnslp

transparansi.

Itu semua merupakan prinsip-prinsip Pera dila,
lazim diterapkan dalam negara demokrasi Moder, ?&ng
menggerakan penerapan sistem hukum dan sistem eiile{Pp
bersifat fungsional. Sistem demokrasi diharapkan dapa dim'f&ng
oleh tegak dan dihormatinya hukum dan etika secara besia Daang
Kita harus kembangkan sistem pemerintahan demoky, tis dim:n'
bekerjanya dua sistem norma secara simultan dan kOmPfEhen:-i
vaitu sistem ‘the rule of law dan the rule of ethics’ secara bersﬂmaa:l
yang penegakannya dilakukan melalui proses peradilan -
independen, imparsial, dan terbuka, yaitu peradilan etjk, (cou

of ethics) yang mandiri dan independen.

Idependensi peradilan bisa dilihat dari dua hal. Pertamg,
independensi personal majelis dan yang kedua independepg;
kelembagaan yakni peradilan etika pemilu. Independens
personal majelis (functional independable) sangat diperlukan
dalam proses peradilan yang bebas dan bermartabat, karena
dengan independensi personal tersebut, seorang hakim bisa
dikontrol dari gangguan eksternal terutama aktor-aktor politik
yang menggunakan kewenangan dan kekuasaan melakukan

intervensi. Sedangkan independensi institusional (structural
independece) merupakan usaha untuk menjaga kehormatan
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,agaan peradilan dari segala bengy)
ekster"ﬂl terhadap lembaga Pengadilan guan campuyr

r}e“gan demikiﬂnr sejatinya dalam kasus
gﬁﬂ anah hukum, akan menjadi tugas
penegﬂk hukum, sedangkan

- titus! :
ins :an maalah kode etik tetap menjadi

relf'Sa
i penegakan kode etik termasuk peraq;

melaksanakan mandat UU Pemily

I}E 1)

institu®

dalam

Tugas dan fungsi lembaga peradilan
pemilu ini berdasarkan ketentuan maka Dgpp menerim
a

engaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etk penyelenggara

pemﬂu, melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan

pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu, menetapkan putusan dan menyampaikan
putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Dalam
penegakan kode etik penyelenggara pemilu, DKPP sesuai asas
dan prinsip penyelenggaraan Pemilu maka lembaga peradilan
penegakan kode etik penyelenggara pemilu ini menyusun
peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum sebagai pedoman kerja dalam proses penerimaan setiap
pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh
penyelenggara pemilu.

Oleh karena tugas kelembagaan DKPP yakni menerima
aduan atau laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik
yang dilakukan penyelenggara pemilu tersebut maka setiap aduan
atau laporan yang dialamatkan ke kantor DKPP akan senantiasa
diterima dan dilakukan kajian secara komprehensif guna dapat
memastikan apakah pengaduan atau laporan dimaksud dapat
layak untuk diteruskan ke persidangan. Berkaitan dengan tugas
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maka DKPP sebagai lembaga p eradil
wode etik oleh penyelenggara oy .
Komisi pemilihan Umum (KPU) maupun Badan penga yakhi l?:"
(Bawaslu) pada setiap jen]a‘l:lg yang diadukan oleh l:’as pem“lk
yang dirugikan akibat kebijakan penyelenggar, pe,:?ak‘mha:
DKPP tetap menerima setiap aduan. Adapun pengadllu ma
diterima DKPP akan dilakukan kajian terlebjp Uan
dian diverifikasi. g

N etk

kemu

pilkada Berintegritas: Potret Pilkada 202¢

Tahun 2020 menjadi turbulensi bagi penyelenggar, p
€mj,

dalam menyelenggarakan pilkada serentak tahap keempat |
daerah. Goncangan dimulai ketika World Health Ol‘ganidl 22
Z3

(WHO), menetapkan corona virus disease 2019 (detiﬂn
sebagai pandemi global (11 Maret 2020), menyusu] Kepuu;lg]
San

presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan Coyig I
sebagai bencana nasional (13 April 2020). Pilkada yang sediany,
diselenggarakan pada 23 September 2020, mundur 9 Desempg,
2020 melalui UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpp,
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor |

Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

DKPP yang memikul tugas penegakan kode etik bag
peyelenggara pemilu, harus beradaptasi dengan kebiasan
baru di era new normal (kenormalan baru) dalam tugs
penanganan/persidangan kode etik dan tugas-tugas lainnya.
Bekerja berdasarkan protokol pencegahan covid 19 dengan
pola 3M: Memakai Masker (penutup mulut); Mencuci Tangan
(menyediakan hand sanitizer); Menjaga Jarak (social and PShYChﬂE
distancing), serta pola kerja dari rumah (working from home!
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dan pembatasan bekerja dari kanto,

. (worki
kinerja DKPP lebih banyak dilakyka, rking from office/

N secara virtua]

wFH)
WFO):

gekurangnya dua turbulensi bagi
ertama Covid 19 adalah bencana non a)am y
Jielakkan dan ]?Elil?memi memperluas cluster-cluster ba
cedua, konstelasi pilkada 2020 di tengah pandemi Covid 19 le;?};
4inamis dibandingkan pemilu legislatif atay pemilu pr‘esiden
4 walkil presiden. Kebiasaan dalam pilkada, penyelenggara

dilmdapkﬂﬂ langsung dengan konflik kepentingan karena

Jekatnya relasi dengan kekuasan di daerah,

barat mengarungi lautan, penyelenggara pemilu dituntut
memilki kebiasaan seperti pelaut. Pada tahun 2020 ini,
penyelenggara pemilu tengah dihadapkan dengan badai dahsyat
dan ombak besar. Akan disebut pelaut ulung jika terbiasa, tidak
rakut, dan selamat mengarungi lautan dengan badai dahsyat dan
ombakbesar. Meneladanijiwa pelautulung, pilkada 2020 di tengah
pandemi Covid 19 tetap diselenggarakan untuk keberlangsungan
nafas demokrasi dengan memperhitungkan aspek-aspek yang
harus dipedomani, bukan bermodal nekat.

Orang yang cerdas berakal itu selalu menghitung
konsekuensi, sementara orang yang nekat dan penuh spekulasi
itu selalu menghitung resiko. Mestinya, penyelenggara pemilu
itu menghitung konsekuensi. Memang tidak mudah, tapi itulah
konsekuensi yang harus diamalkan para penyelenggara sebagai
bagian dari prinsip profesional dan tanggungjawab jabatan/
profesi. Kenyataannya, proses pencoblosan (voting day) pilkada

2020 berlangsung lancar.

Tapi, hari pencoblosan bukan tahapan akhir dari pemilihan,

masih banyak tahapan-krusial yang dihadapi penyelenggara.

Penyelenggara pemilu masih akan dihadapkan dengan godaan-
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Eksistensi Tim pemeriksa Daerah atau (TPD) dalan
enegakan kode etik penyelenggara pemilu merypq)
penﬁ"g* Keberadaan TPD semula berdasarkan Undang‘undan
;ﬂmnr 15 Tahun2011tentang Penyelenggara Pemiu, memangtidaf

- bahkan tidak ada regulasi normative tentang kepemilua
an tentang keberadaan TPD, akan tetap; dala;:

praktik berdasarkan kebutuhan

M ha

diatu
yang menetﬂpk

perkembangan | dan reality,
ada, yaitu tidak mungkin mengandalkan anggota DKpp

yang hanya ada tujuh orang itu kemudian mampu menjangky,
penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemily Secara
efektif. Akhirnya, DKPP periode sebelumnya di bawah ketua
professor Jimly Asshiddiqgie (2012-2017) mengkreasikan gagasan
pembentukan Tim Pemeriksa Daerah melalui aturan interpg
lembaga peradilan penegakan kode etik penyelenggara pemily
dengan menetapkan Peraturan DKPP tentang Tim Pemeriksa

Daerabh.

Maka keberadaan TPD itu sebenarnya dikonstruksi untuk
membantu anggota DKPP di tingkat pusat khususnya bagaimana
memeriksa pelanggaran kode etik dilakukan penyelenggara
di daerah. TPD dibentuk dengan alasan lain yaitu dengan
adanya tokoh masyarakat daerah yang paham kondisi praktik

politik demokrasi di tingkat daerah sehingga diharapkan dapat
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t kajian penanganax? perkara pelanggaran kode

pengﬂn demikian, setela‘h revisi undang-undang pemily
ptiX: |5 tahun 2011 lalu pemerintah dan DPR memasukan secara
1an j€1as mengenai keberadaan TPD ini. Maka peran dan
tegas. - (anggung jawab bahkan apa yang menjadi kewajiban
ung®’ Z PD hendaklah diatur berdasarkan peraturan DKPP, Hal
K memperkuat sistem penanganan pelanggaran perkara
g dilakukan penyelenggara tingkat daerah.

f bobO

ka memberikan pelayanan publik dan penegakan

palam rang
is keadilan substantif, DKPP berdasarkan amanat

code etik berbas

Umng-l_}ndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

meml}ﬂﬂlllk TPD dan pada Hari ini para anggota TPD yang baru

akan dikukuhkan.
erkait dengan TPD sebagaimana dituangkan dalam Peraturan

NDKPP Nomor | Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah.

DKPP secara kelembagaan berharap agar peran dan fungsi
TPD dalam memeriksa dan memberikan rekomendasi hasil

DKPP telah menyusun Peraturan internal

pemeriksaan di daerah masing-masing itu benar-benar dilakukan
dengan jujur dan adil. TPD diharapkan tidak hanya sekadar
menjalankan tugas pembantuan pada DKPP dalam hal melakukan
pemeriksaan di daerah tetapi bisa membantu mensosialisasikan
Pemilu dan mendorong pemilih agar datang ke Tempat
Pemungutan Suara (TPS). Karena komitmen TPD sesungguhnya
tidak hanya pada persoalan membantu DKPP tetapi juga harus
bekerja dengan suatu keyakinan bahwa Pemilu itu adalah suatu
mekanisme yang tepat bagi bangsa Indonesia dalam konteks yang
lebih integratif. Saya menyebutnya sebagai faktor integratif karena
hanya dengan pemilu yang jujur dan adil itulah bangsa Indonesia

yang beragam dan pluralis itu dipersatukan.
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Agar dalam melaksanakan tugas dan fungg; Secar
dan efisien, maka TPD diharapkan bisa memberiy, Cfoky
rekomendasi, karena salah satu tugas utama TPp SUgy,
memberikan rekomendasi terhadap hasil Pemeriksgq, Waly
rekomendasi TPD harus dilakukan dengan jujur dan ad“-‘l( dka
di dalam persoalan penegakan kode etik itu men%ngku:‘r&na
permasalahan. Masalah pertama adalah menyangjq Qug

; masﬂlah
nasib orang.

Di mana nasib orang ini kalau tidak dipertimbangkan
adil maka dapat saja menimbulkan ketidakadilan, Kemugig
kedua adalah untuk menjaga integritas penyelenggar, pemij,
Artinya, jangan sampai hanya karena dengan pendekatar Pﬁrtama'
semata yakni karena mengutamakan pertimbangan nagi}, Oy
kemudian faktor integritas penyelenggara pemilu diabaikang
Jangan karena nasib orang lebih dijadikan perﬁmbangal;

Sel":ara
n yﬂng

lalu integritas orang dikorbankan atau sebaliknya, Semangyy
penegakan kode etik hanya karena pertimbangan integrity
semata kemudian nasib orang dikorbankan. Oleh kareng itu,
kedua faktor tersebut harus berjalan dengan selaras.

Hal lain yang tidak kalah pentingialah, oleh karena kita sudah
hampir memasuki hari H Pemilihan Umum serentak nasional
pada tanggal 17 April 2019, maka saya berharap kepada kita semua
agar pandai-pandai memilih berita atau informasi-informasi
yang memiliki sumber yang dapat dipercaya atau dengan lain
perkataan bukan sekadar berita atau informasi yang bersifat
hoaks. Karena kalau penegakan kode etik dengan berdasarkan
sumber-sumber informasi yang tidak benar maka sudah pasti
dapat menimbulkan ketidakadilan. Apalagi ada sinyalemen
bahwa terdapat potensi-potensi di mana ada pihak-pihak tertentu

yang berusaha mendelegitimasi hasil pemilu tahun 2019.
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INnstit
- Jtuan penyelenggaraPemilihap UmumYﬂkni K:Sl bagaj saty
gmum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan By 'SIPemilihap

Tugas DKPPadalah (i) menerimapengaduandan/ataulapﬂran

dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemily:

(ii) melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan

atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran
kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; (iii) menetapkan putusan;
dan (iv) menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait
untuk ditindaklanjuti. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, DKPP
dibekali dengan sejumlah kewenangan, yakni (a) memanggil

penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran
kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; (b)

memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait
untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen
atau bukti lain; dan (c) memberikan sanksi kepada penyelenggara
pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Untuk mewujudkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas
Penyelenggara pemilu, ketua dan anggota DKPP periode ked;la
(2017‘2022) tetap konsisten meneruskan tradisi penegakan kode
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T

etik penyelenggara pemilu yang dengan Mode| Pergjq 1
ahga 1

N

Ya

sangat terbuka. Dimensi keterbukaan carg kerja o

ini sangatlah terlihat dan hingga saat inj masi}, madi]an ko
khas utamanya. Tujuan utama melaksanakgap ﬂmanﬂnjadi .
7 Tahun 2017 tentang Pemilu ialah menjaga dan at N,
kehormatan penyelenggara dan kelembagaan Pemily amenga .
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai keteman nﬂrnfar dalam
dan norma etika yang berlaku. a h“kum

Ikatan Moral Dalam Profesi Penyelengga ra

Masalah penegakan kode etik pe“YEIEHggara o
harus dipahami bahwa persoalan etika tidak lepas g, k“mil: ity
individu dan kelompok untuk bisa mengontro| diri d.:]]en
menjalankan profesi. Karena profesi memuat prinsip-prinam
norma pelaksanaan teknis-operasinalnya dan etikg Muncy] g, :ip
setiap kita untuk kemudian berfungsi sebagai Pengaral, Ma;:
profesi menjadi penyelenggara pemilu apakah itu di kpyy Maupyy
Bawaslu dari aspek profesionalisme itu sudah pasti Mmemiliki syaq,
keahlian khusus di bidang administrasi dan hukum Kepemilyap,
yang orang lain tidak bisa memiliki keahlian tersebyt Dalam
praktik, orang khalayak tentu tidak tahu secara rinci mengenaj
apa yang dikerjakan anggota KPU dan Bawaslu sehingga apa yang
dikerjakan atau profesi yang bersangkutan hendaklah diikat oleh
sistem etika supaya semua jajaran penyelenggara pemilu dapat

dituntun oleh norma hukum dan norma etika agar dapat sejalan
dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi DKPP adalah menegakkan kode etik
penyelenggara pemilu. Tugas dan fungsi kelembagaan peradilan
etika penyelenggara pemilu tersebut dimaksudkan untuk
menjaga kemandirian dan integritas penyelenggara pemilu
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dapat dilaksanakan secarq lebih berk
Crkualitag

anya mengurysi

ara pemily p:
. | | Paham
engerti akan etika, pengaduan ke DKpp akan berky

_ *rkurang,

Jemikian, kita patut memberi apresias;j kepada jaj
| | aran
milu, karena tugas menjadj penyelengga
ra

ga pemilt
perlu dipahami adalah bahwa pkpp h

pakd . elenggara pemilu. Ketika penyelengg

dan

Namu™
:lenvulﬂl'lggﬂm P
Ifmilll . u sungguh mulia dimana dengan status dan keberadaan
P

reka sebagai penyelenggara pemilu kemudian mengharuskan
1

ereka antuk tidak menggunakan hak politik mereka secara

IJenUh'
Dengan status menjadi anggota penyelenggara pemilu maka
ecara otomatis mereka tidak diperbolehkan berpihak bahkan

menjadi simpatisan sekalipun tidak diperbolehkan. Artinya hak
kebebasan ruang geraknya dibatasi. Begitu mereka dilantik
menjadi penyelenggara pemilu apakah itu KPU maupun Bawaslu
maka mereka pun sudah mengikhlaskan untuk tidak berpartai dan
idak berpihak dalam proses pelaksanaan tahapan kepemiluan.
selama proses penyelenggaraan pemilu mereka tentu selalu
menjaga jarak pergaulan karena hampir semua mata masyarakat
terutama para fungsionaris dan simpatisan partai senantiasa
melihat gerak-gerik mereka. Mereka dituntut berlaku independen

sebagaimana telah mereka ikrarkan dalam sumpah jabatan.

Oleh karena itu profesi KPU dan Bawaslu harus dijaga
independen dan integritasnya. Dalam bahasa praktisnya,
mereka harus melaksanakannya berdasarkan asas-asas
penyelenggaraan pemilu yakni harus berlaku jujur dan
adil (jurdil). Apabila ada oknum penyelenggara pemilu
vang tidak berlaku adil dan jujur dalam pengelolaan
tahapan Pemilu maka sudah pasti banyak masyarakat
yang dirugikan. Kerugian terbesar adalah akan ada yang
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dimenangkan berdasarkan sikap dan Perilak,, -
dari penyelenggara pemilu yakni KPU dap, Bawag), tkag
demikian, profesi KPU dan Bawaslu itu sjfa, ut - D"‘-’h

. " am&nya&
bersikap jujur dan adil. Karena pemily yang baiy o |

diberi haknya, penyelenggara melaksanakap, Sesug 5 Ml
tugasnya, dia harus biS? menjadi wasit yang baik, dar Sga“
tugasnya menentukan itu agar penyeilenggara Pemilu .kpp
berat sebelah dalam bertindak sebagai wagsij; lig,

ay
Ban

Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap -
kualitas kepemiluan menjadi perhatian serius Dgpp, denganilkan
memberikan pelayanan yang baik. Pelanggaran kode etik pe%
yang dilaporkan oleh masyarakat lflen‘:mi'-lkkan sikap ::illu
masyarakat semakin meningkat. Begitu juga Pengady,, Van
dilaporkan oleh peserta pemilu (paslon), tim kampanyej : &nagl
politik, dan penyelenggara pemilu DKPP tetap mEthﬁkan
pelayanan berdasarkan standar Peraturan DKpp Nomor 3 Tahy,
2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara

Pemﬂu
DKPP memastikan untuk mengawal dan menegakan ke}‘ﬂrﬂlatan

Mmily agar
-Prinsip etika
penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Peratyry
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

institusi KPU dan Bawaslu serta penyelenggara pe
senantiasa bekerja dengan mengedepankan prinsip

Setiap pengaduan vang masuk ke DKPP harus mengikuti
mekanisme penanganan sesuai Peraturan DKPP Nomor 3

Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara
Pemilu. Pada tahap verifikasi formil dilakukan penelitian berkas

dan dokumen DeIsyaratan administratif. Setelah itu dilakukan
verifikasi materiil. Tahap verifikasi materiil itulah yang kemudian
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mnstikan status pengaduan. Bila ti( ak me

C
dap? At iidak terpenuhi unsur pelanggaran

am N : b
dal niss dan tidak akan diperiksa me)a)

menuhyj Syarat,
aka Pengaduan
Ui Persidangan.
Terhﬂdap status  penanganan  pengaduan iy, DKpp
nberitalmkan status pengaduan kepada Pengady Selain |

ﬂlelkqwgﬂri pengﬂduan yang dinyatakan belum memenuhi gy: .
ad:.’lﬁt) jika Pengaduan sudah memenuhi unsyr pehng:llrr:rz
(B k namun DKPP tetap membutuhkan bukti-bukj Hu;ﬂl

penguat. Terhadap pengaduan yang berstatus OMS,

sﬂbﬂgai .
jat DKPP akan menghubungi Pengadu untuk mE]Eﬂgkapi

cekretar |
Peﬂgaduannya. Kemudian pengaduan yang masuk kategori
i nenuhi syaratdan selanjutnya mengikuti mekanisme beracara

4i DKPP sekretariat persidangan membuat resume pengaduan

cebagai intisari perkara yang akan dijadwalkan persidangannya.

c. Tantangan Menjawab Pesimisme Publik

Masih kuat dalam ingatan kita, setelah sukses bersama
menyelenggarakan pemilu serentak tahun 2019, DKPP, KPU,
dan Bawaslu kembali bersama dengan pemerintah mengambil
«ebuah langkah berani yakni meneguhkan komitmen untuk
tetap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 sesuai jadwal. Lewat RDP,
DKPP bersama Komisi II, KPU, dan Bawaslu pada Rabu, tanggal 27
Mei 2020 sepakat memutuskan pilkada serentak Tahun 2020 tetap
dilaksanakan. Keputusan diambil tentu dengan memperhatikan
usulan, saran dan dukungan dari Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 sebagaimana dalam surat tanggal 27 Mei

2020 yang diperkuat dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020.

PoinUtamadalamkesimpulanRDP, DKPPtelahmengingatkan
pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk tetap menerapkan
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_
aturan protokol kesehatan secara ketat guna mﬂnghi““ﬂri ‘
kerumunan besar terutama pada tahapan pﬂm““ﬂluﬂn nn.n“
Dapat dibayangkan, tahapan pilkada serentak 2020 Hp:“ﬂr“-
<udah mulai dilaksanakan tanggal 15 Juni 2020 ﬂ“'”"gg;; *:k i,
menganggap penting untuk mengingatkan Kpyj dan p, K
antuk  selaln - memperhatikan protokol kesehatap, Wag),,

mengkordinasikan Gugus Tugas Covid 19, tanpg Meng,

Lualitas demokrasi dan integritas penyelenggary,,, I
! DI

komitmen yang sama diutarakan Mendagri Tito Karnay Uap,

mengatakan, pilkada serentak Tahun 2020 penuh tany
karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid- |9 Pemer,
daerah dan penyelenggara pemilu diminta Melaky

restrukturisasi anggaran untuk perlindungan penye] enggar, a:n
pemilih serta sosialisasi pada pemilih tentang protokg] kes Ehata:

agar partisipasi pemilih tinggi, dan dengan begity, By
legitimasi proses dan hasil bisa kuat.

Saya selalu menegaskan bahwa proses dan hasi Pemily,

demokratis dan berkualitas harus berjalan secara sinerg;
dan simultan. Pada kegiatan persiapan pelaksanaan pilkaq,
serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan Kemendagri pada Jumg
(5/6/2020), dan dalam momen Peluncuran Pemilu Serentak 204
Dalam Konsolidasi Nasional: Evaluasi Pemilu Serentak 20)q
dan Persiapan Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan KPU R] g;
Jakarta Convention Center (JCC), Senin (23/9/2019) itu misalnya,
saya mengingatkan sikap lembaga peradilan etika (DKPP) dalam
komitmennya menegakkan kode etik penyelenggara pemilu.
Saya mengingatkan semua pihak tetap taat aturan. Pemerintah
dan penyelenggara pemilu mulai dari pusat sampai daerah agar
tetap satu suara dan optimis menyelenggarakan pilkada serentak
Tahun 2020.
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Masyﬂfﬂkal perlu samakan suara, Komitme
gﬂmankan, menyukseskan dengan se
k pelaksanaan pilkada serentak

. 2020 . DKPP mengajak peme

benap daya dan
1 t -

upaY: .

g Dt-sEIﬂbLI rintah, penyelenggara

; emilu dan masyarakat mengawal dan mengawasi sel l:n
sl selury

at P
Eglﬂl :
fﬂhaPa“ pilkada- KRR SEtiplrigiinan wali.di tengah pandemj

yang penuh tantangan, tidak menganggap enteng kualitas, proses
4an hasil Pilkada. Tidak boleh berkurang sama sekali, sama Sepert;

pilkada pada kondisl normal.

men

p. DKPP Mewujudkan Komitmen

pemilihan umum yang diselenggarakan secara serentak pasca
putusan Mahkamah Konstitusi, dapat digelar secara nasional
untuk pertama kali dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia
setelah reformasi berjalan hingga memasuki dua dekade. Sistem
pemilu di Indonesia termasuk sistem pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah terus mengalami perubahan bahkan
dapat dikatakan hamper setiap pergantian rezim pemerintahan,
kekuasaan diselenggarakan cenderung diarahkan untuk
perbaikan sistem pemilu termasuk bagaimana melakukan revisi
terhadap regulasi tentang pemilu dan pilkada. Kecenderungan
itu dapat dipahami karena politik hokum kekuasaan legislatif dan
eksekutif bertujuan melakukan penguatan sistem demokrasi dan

sekaligus memperkokoh sistem pemerintahan presidential.

Implikasi dari kenyataan praktik kekuasaan pemerintahan
demokratis dengan menerapkan sistem pemilihan umum yang
cukup ideal itu tidak serta merta menghasilkan pemimpin-
pemimpin bangsa yang kredibel dan Dberintegritas tetapi

akibat bebasnya system pemilihan yang memungkinkan setiap
warganegara dapat menggunakan hak baik memilih maupun
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dipilih itu kurang efektif. Hal itu karena sistem, Pem;

lik

an

diubah apakah itu dilakukan secara terbatas Maup,,, y,—,ng

gradual pada kenyataan tidak dilakukan secarg iy HEIE,:II.;.
d

komprehensif sehingga pemilu tetap dapat disele, H: dap
secara demokratis, namun kualitas kepemimpjn,,, in{“:akan
dalam praktik kepemimpinan kolektif kebangsaan Kura Ngo hlu,.“

» . Pt
Hal ini hendaklah menjadi perhatian serius semy, Stﬂkuh[:]mal'
dalam upaya melakukan perbaikan sistem pemily gq,, o derg

|
masa mendatang.

Perkembangan praktik ketatanegaraan kita dalam
kekinian, berdasarkan putusan Mahkamah Konstityg;
anggota legislatif (pileg) dan pemilu (pilpres) tahun ()4
dilakukan secara serentak. Artinya pemilu benar-bengay dila
serentak untuk semua pejabat yang hendak dipj)j,
langsung agar agenda pemilu benar-benar dapat diseleng
sekali dalam lima tahun. Dengan demikian, mulai darj Presidep,
Gubernur, Bupati dan Walikota serta Anggota DPR, Dpp dar;
DPRD seluruh Indonesia dipilih secara serentak mela]y; saty
waktu Pemilu nasional dan Pemilu Tahun 2019 Merupakan ayy
dari praktik sistem kepemiluan kita di Indonesia yang diangga,
cukup baik.

My

kukan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai
lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu, setiap
penyelenggara pemilu, apakah KPU maupun Bawaslu pada setiap
Jjenjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan
harus menjamin hak pilih warga negara dengan penuh
tanggungjawab. Karena apabila tidak ada yang bisa menjamin hak
pilih warga negara dengan baik, maka sudah pasti ada sebagian
masyarakat yang menganggap hak mereka diabaikan atau

dipinggirkan.
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ilihan ymum akan bisa diselenggan
alidakKdan SQC
ar

pern .
apabila KPU dan Bawaslu phe

mel‘ﬂb
pDKPP difungsikan berdasarkan ketentuan p
asal 159 3
yat 3)

g-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyele

Umum yakni untuk menerapkan prinsip nrigar.aan
keadilan, kemandirian, imparsialitas, transparans; énjaga
menegﬂkkﬂﬂ kaidah atau norma etika yang berlak:.l :aI}
penyelenggara pemilu. Pelaksanaan tahapan pemilu, un Hlkkaszfl

kasus yang berkaitan langsung dengan pelanggaran etika, DKPP
ya dengan menggunakan Peraturan DKPP lNornor

Undﬂn
pemilinall

» Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3

Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara

pemilihan Umum.

DKPP menekankan bahwa persoalan kode etik itu harus
ditaati. Bagaimana agar kode etik itu dapat dilaksanakan, maka
terlebih dahulu penyelenggara Pemilu perlu memahami makna
dan penegakan kode etikitu sendiri. Hal itu harus dipahamisemua
penyelenggara pemilu pada setiap jenjang, mulai dari paling atas
yaitu KPU dan Bawaslu pusat sampai pada tingkat paling bawah.

Kalau KPU yang paling bawah adalah PPS, sedangkan Bawaslu
penyelenggara inilah yang harus

yaitu PPL. Kedua jajaran
milu dan pilkada

memahami pentingnya menjalankan tahapan pe

secara demokratis dan berintegritas.
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Salah satu kekurangah dan selalu menjadij ke -

sering disoroti publik ialah praktik peradilan etik yan
,aman modern dan serba terbuka

padahal, di
keterbukaan pada institusi pelayan;fm publik merupaj:
niscaya. Peradilan etik tidak bisa lagi dipraktikkan oty 2
2 tertutup karena tuntutan akan hak kebebasan mendapa:ar‘ _
informasi pada pelayanan publik semakin menguat prakaq__
peradilan etik yang tertutup tidak hanya mEng“dang ktik

masyarakat pada institusi terkait tetapi turut menimbuy], ._
kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Oleh sebap ity, prak _-*.
peradilan etik sebagaimana diterapkan DKPP yang erbuke
terus dikembangkan menjadi peradilan yang dapat memberikm.;

rasa keadilan bagi justice seekers atau para pencari keadilap dajanf\

¥

pemilu.
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BAB V

MENUJU PERADILAN
ETIKA PROFESIONAL




A Ftika Iindividu dan Etika Sosial

gebagaimana sudah diuraikan pada buku kedua saya

berjudul: Ftika dan Pemilu Demokratis, saya menguraikan

pagaimana perkembangan pemikiran intelektual masyarakat
pada .khir abad ke-19 yang menaruh perhatian serius tentang
konsep nilai etika dan moral. Pada akhir abad ke-19 sampai
dengan awal abad ke-20 terjadi secara masif gerakan pemikiran
untuk mengembangkan dan memperluas etis atau moral sebagai

bahan yang sesungguhnya dan bagian pokok dari agama. Gerakan
ini berasal dari New York Society for Ethical Culture yang didirikan

oleh Felix Adler pada 1876. Pada awalnya dilakukan oleh orang
lahudi yang kemudian menarik bagi Kristen dan mereka yang
mempunyai latarbelakang skeptis.

Gerakan ini menyebar ke Inggris (masyarakat etis pertama
kali didirikan oleh Dr. Stanton Colt), Jerman dan Negara-negara
lain. Pada 1952 dibentuk International Humanist and Ethical
Union yang berpusat di Utrecht-Hut.* Jusuf Hasanu dengan
mengutip Tafsir Politik Hamka dan pendapat Haryatmoko dalam
bukunya Mengurai Konflik Pilkada Maluku Utara, menjelaskan,

40]  Ali Mudhofir, Kamus Efika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, him, 191.
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an bahwa politik tidak selaly
Buya Hamka berpandang dibungkus dengan n; Id““Iic
’ kekotoran, manakala di B BaAN  nijla;
dengﬂn

Rahkan berpolitik menjadi mulia dan |y,
Hgﬂmﬂ.

tkan dengan sikap konsistensi atau istigamal te
::IilcuﬂI - Moral agama dalam proses politik harys dij
mora -

. pada konteks inilah komplementerisme antay, Morg,
agama dan praktik politik dala.m !:)andangan ramk, Meﬂhrut
Haryatmoko (2003). Etika politik tidak hanya masala}, peril&ku
politikus. Ia berhubungan juga dengan. prakti‘k Institys; SOsial,
hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik dan ekonop;

Etika politik memiliki tiga dimensi: tujuan, Sarang, dan
aksi politik itu sendiri. Perilaku politikus hanya dianggap atay
dilihat sebagai salah satu dimensi etika politik, Kehﬁndak
baik perlu ditopang oleh institusi-institusi yang idea untyk
menjalankan nilai-nilai moral dan etika politikus, Kehendg)
baik berfungsi mempertajam makna tanggungjawab, sedangkan
institusi (hokum, aturan, kebiasaan, lembaga sosial) berperap
mengorganisir tanggungjawab, Karena etika politik Mengandung
pengertian perilaku setiap individu dalam sebuah institysj dan
struktur sosial. Etika politik menyangkut etika individy yang
diejawantahkan dalam etika sosial.”

r““l'al
Karep,
rhadaD
u"jUng

Etika individu membahas masalah kualitas moral perilaku;
etika sosial merefleksikan masalah hukum, tatanan sosial dan
keadilan dalam praktik institusi sosial. Maka baik etika individu
maupun etikasosial dalam praktikkehidupan sosial membutuhkan
keseimbangan perilaku dalam transformasi nilai moral ke dalam
Institusisosial. Maka etika sesungguhnya mengandung pengertian
luas dan sempit berdasarkan ruang dan dimensi praktik dimana
manusia itu berada. Peran manusia sebagai mahkluk sosial

[4 ]J _]LIE'LI'I. H Asanu d:lﬂ R'Llﬂﬂ'jj.n E”":“dj.*, {E‘{H H,.":Ihmﬂﬁ \*2151[1, jfﬂ{gﬂnﬂ KE‘:HﬂJIJ{i Pn"r.{.(i'ffd ;\Irﬁrﬂb" If_,Ifl:IﬁJ', PT '[:Hﬂdi
Cipta Paramuda, Jakarta, 2011, hlm, 2?




iliki rasa tanggungjawab internal unt
{_’! .

hersama Yang itu [I![Il’ll‘ﬂﬂg dari ke
I
keba " diperlukan kemampuan merefleksikan

iika dalam konteks kehidupan sosja] ¢

. ilai-nilai moral (
aranya 1
DI[_"“gg
(ers

deng?" kan tentang t:
jempertanyakan tentang tanggungjaw

an instityg; seba

an pandangan ini
semikiran Franz Magnis Suseno,

gai
sejalan
menuruyt Magnis

ab dan kewajiban

prika sendiri dibagi lagi ke dalam etika umum dan etikg
husus. Ftika umum II‘IEI’[‘I}.JEl'tﬂl‘IYEIkﬂ“ Prinsip-prinsip dasar
ang herlaku bagi segml:ﬂp tindakan manusia, sedangk
(husus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubun
Lewajiban manusia dalam pelbagai lingkup kehidupa

an etika
gan dengan
nnya,
Dibedakan antara etika individual yang mempertanyakan
kewajiban manusia sebagai individu, terutama terhadap dirinya
sendiri dan melalui suara hati, terhadap yang Ilahi, dan etika
sosial. Etika sosial jauh lebih luas dari etika individual karena
hampir semua kewajiban manusia bergandengkan dengan
kenyataan bahwa ia merupakan mahkluk sosial. Dengan bertolak
dari martabat manusia sebagai pribadi yang sosial, etika sosial
membahas norma-norma moral yang seharusnya menentukan
sikap dan tindakan antarmanusia. Etika sosial memuat banyak

etika yang khusus mengenai wilayah-wilayah kehidupan manusia
tertentu.

Di sini termasuk misalnya kewajiban-kewajiban di sekitar
permulaan kehidupan, masalah etika pelbagai profesi, dan
etika pendidikan serta etika politik atau filsafat moral mengenai
dimensi politis kehidupan manusia.*> Dalam bahasa modern,

.[?T:ﬂj | Franz Magnis Suseno, Efika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, PT Gramedia, Jakarta,
yhlm, 13,
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"l

moral dipahami sebagai komitmen etis dalapn, art]

yang kuat pada kebaikan atau apa yang divakini sebagaj
lalu bertindak atas dasar keyakinan itu, maka S€oran
benar dan mulia. Bertolak dari pandangan inj, Maka
disebut kuat secara moral manakalah ia memiljk; kemam
mengendalikan perilaku untuk menuju pada kebaikap 1 Puap

knyﬂkin

)
kebaj). "

Oleh karena itu, meminjam pemikiran Sahi
pendekatan perspektif kegiatan politik sejatinya
dari dua dimensi penting. Pertama pendekatan ke'embaga
dalam ilmua politik yaitu struktur dan lembaga yang mEIHkuk:n
kegiatan politik termasuk keputusan politik sesuaj dengan, fung:
yang dimiliki oleh lembaga tersebut, sedangkan individy, Si
menduduki jabatan dalam lembaga menjadi pelaksang
Siapapun yang menduduki jabatan dalam suaty lembaga akan
berperilaku sama. Kedua, pendekatan behavioralisme dalam s
politik akan menjawab individu yang secara actya] melakukap,
kegiatan politik, sedangkan perilakulembaga politik pada dasarnys
merupakan perilaku individu yang berpola tertentu. Kareng ity
untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga politik,

dapat d”ihﬂ[

yang
Saja,

yang perly
dipelajari bukan lembaganya, melainkan latar belakang individy

yang secara aktual actualdalikan lembaga, termasuk ketika kita
menelaah tindakan lembaga-lembaga politik dan pemerintah,

seperti keputusan pemerintah, tindakan legislatif, keputusan
pengadilan, dan keputusan partai politik.*

Dengan demikian, etika tidak sekadar ilmu pengetahuan
mengenai kehidupan praktik, tetapi ia langsung tertuju pada
praktik dalam kehidupan nyata. Etika bertolak dari kehidupandan

segera masuk kembali dalam kehidupan, dan secara demikian
sangat erat pertaliannya dengan kehidupan.

[43] Nlyas Ismail, Trwe Islan: Moral, Intelektual, Spiritual, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017, him, 27.
[44] A.A. Sahid Gatara, Il Politik: Memabapi

g dan Menerapkan, CV Pustaka Setia, Bandung, 2008, him, 307.
[45]  H. De Vos, Pengantar Efika, PT Tiara Wacana, Yogyakarta, 2002, hm. 12.




dalam praktik manakalah papabil

Jaka | | a diperha
" anya tidak menunjukkan aq dapkan

Kiner] anysi dan mao
.fnnkn (idak serta merta kita menyimpulk
1-“ L . :

lembaga itu tidak menghasilkan s,

Iﬂ'ﬁ'ﬂ !

ha *“_qkmdﬂn[mngsa*Karenﬂdldﬂlﬂmlu

i warna kompetensi dan term
L

‘ dernitag
ananya pada nabj

atu keban Tuhan
mhilgﬂtEI‘HEhu[[QIHEbUI

asuk perilaky produktif atan

am mengikuti dan menjalankan tata aturan kelemba
‘Mbagaan

ada. Kinerja dan performa kelembagaan Institusi sosjal
. L | : 51 Sosia
ki itu ideal seperti sudah ditetapkan dalam aturan da
h * o aturg n
ogram sekalipun, namun karena individu-individy vang ada
p ol

4i dalamnya tidak menjalankan tugas dan langgung jaw
maka menimbulkan penurunan spirit ker;

me

ab secara

baik a. Profesionalisme
kan (erggangey manakalah dalam lembaga sosial pemerintahan

iy di sl oleh orang-orang yang sekadar mengerjakan rutinitas

program yang pada dasarnya sekadar mengejar kehidupan,

g. Etika Hukum

Hukum adalah sebuah instrumen untuk mengarahkan
manusia dalam hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan
bersama dan yang umum bagi mereka. Di semua masyarakat
manusia vang kita ketahui, terdapat aturan-aturan yang
memandu anggota-anggota menuju tujuan bersama ini. Sebuah
model hukum, agar bisa fungsional, harus memiliki relevansi
dengan data seperti itu. Ia harus dapat diaplikasikan ke semua
sistem yang diketahui tentang tatanan yang diatur, dan harus
mampu menginterpretasikan aturan-aturan ini, yang tertulis dan
tidak, untuk mengacu kepada sistem-sistem lain di seluruh dunia.
Semua masyarakat manusia yang diketahui memiliki aturan/
regulasinya sendiri-sendiri. Beberapa aturan ini menyoroti nilai-
nilai yang berkaitan dengan kesejahteraan individu-individu



tersebut b
anggotanya dan aturan-aturan ‘ ukanlah h“kum.m{
karena itu, menurut F Budi Hardiman, sebuah argumey loy,
memiliki ciri moral jika argument itu mendasar;i kepe

kepentingan yang dapat diuniversalkan dan tidak Partiky),,
~ S

Dalam arti hukum sebagaimana di atas maka konse
negara hukum liberal lainnya adalah sebuah konstryk
murni. Dengan itu Rawls memikirkan konsep Kant tent
moral pada ranah politisi sebagal warganegara yang
setara sedimikian sehingga perbedaan-perbedaan
antara subjek-subjek kongkrit dapat diabaikan."

p‘knns,&
Si te[”.i“si
ang SUbje,
bebag dan
€Mpirijg di

Dalam ajaran Islam misalnya, pengertian teéntang etika ini
kemudian dijadikan bahan kajian ilmiah yang progres;; Karen,
etika dalam konteks nilai-nilai religious ke-islaman tetap menjq .
panduan perilaku moral setiap individu dalam kehidupan S0sia]
kemasyarakatan. Al-Qur’an sebagai tulisan autentik yang paling
awal dari peristiwa besar yang menjelaskan istilah-istilah kongkret
dengan gambling bagaimana dalam periode penting tersehy
terjadi konflik yang banyak menumpahkan darah antara norms.
norma suku yang saat itu sangat dihormati.

Maka adanya penegasan bahwa seluruh risalah kenabian
Muhammad Saw, tidak lain demi terciptanya kesempurnaan
akhlakyang dapat dicapai melalui tiga konsep utama sebagai dasar
perspektif etika Qur’an yaitu (i) Iman; (ii) Islam; dan (iii) taqwa.
Sesuai teori-teori etika---dalam arti yang baku--tidak terdapat di
dalamnya. Formulasinya akan diserahkan kepada manusia sesual
kondisi yang dialaminya.*

Pada konteks itu, kesempurnaan perilaku ideal menurut

[46) Thomas E. Davitt, Nilar-Nilai Dasar di Dalam Huksm: Menganalisa Implikasi-Implikasi Legal-Etik Prikslig
& Antropolost basr Labirnya Hukum, Pallmal, Yogyakarta, 2012, him, 41. T i
[47) I Budi Hardiman, Demokrasi Deliberadf: ‘Menimbang Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik” daki
Diskursus Jurgen Habermas, Kanisius, Yogyakarta, 2009, him, 185.

48]  Suparman Syukur, Efka Religius, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm, 185.
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arakat moder :
ngﬂn ]“ﬂgyr’ll'lkt n dﬂn Hpﬂhllﬂ ("pf?rhﬂdﬂpkan

. perkplﬂhﬂl’lgﬂn perilaku modernisasi dan modernitas
a ‘ *

_ ,.u-ﬂkﬂl dnya Dﬂda nabij
_nmad Saw, yvang merupakan manusia pilihan Tuhan

dalam kesempurnaan perilaku nabi Muhammad tersebut
n secara teks dan kontekstual dipadank

maka perilaku ideal itu sebenarnya |

M uh

Nﬂ[ﬂ”
e an dengan
n norma yakni perilaku ideal itu hendaklah dijadikan

. -ontoh atau tauladan dalam kehidupan umat manusia

rerciptd .
(ehidupan sosial, tetapi setidaknya norma-norma agama, norma

etika dan norma hokum yang sudah menjadi konsensus bersama
itu harus dijadikan pedoman dalam praktik kehidupan sosial
-ermasuk praktik kehidupan bernegara.

Bahkan dalam diskurus pemikiran ilmu hukum misalnya,
teori hukum murni yang dikembangkan Hans Kelsen saja
menekankan dimensi hukum itu bekerja berdasarkan sifat norma
yang ada tanpa harus dicampuradukan dengan norma-norma
lain termasuk seperti norma agama dan norma etika. Hukum itu
harus ditegakan secara profesional berdasarkan kaedah-kaedah
nilai yang sudah dikonstruksi menjadi pedoman kehidupan
sosial kemasyarakatan. Jika pemikiran ini dapat dijadikan sebagai
konsep penegakan hokum, sangat boleh jadi keadilan dapat
ditegakan dengan baik, meski kadang harus bertentangan dengan
nilai-nilai etika dan agama yang berkembang di masyarakat. Oleh
karena itu, dalam praktik penegakan hukum yang berkeadilan
dan untuk menjujung tinggi marwah, harkat, dan martabat umat
Manusia maka diperlukan sistem etika sebagai jalur penyelesaian
konflik antar masyarakat dan negara dan atau sebaliknya dalam
Pengelolaan kehidupan bernegara.
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C. Tuntutan Peradilan terhadap Perkembanga,, M“dern

' i k

Tidak bisa dihindar -

dimana lembaga peradilan dituntut untuk senantiagy mengikuﬁ
perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi informgs, .

komunikasi. Kemajuan di €rd modern ini menupy,, ot

ern untuk selalu mengikuti carg kerja

masyarakat mod .
cepat dan menyesuaikan kondisi yang ada. Peradila, }'ang
ofektif dan efisien harus mampu mentransformagig,,, dirgi

secara kelembagaan dalam memberikan pelayanan Profegs;
dengan senantiasa mengikut standar p rorfedural Kerja peragq |
Peradilan harus dikelola dan dikOHStf'ukSl secara dinamjs Unty}
mengikuti perkembangan kemajuan ilmu dan teknolog; apalag,
di tengah pandemic covid 19 yang hamper 90 persen dikerjakan
secara online/virtual. Maka peradilan harus diarahkap kepads
pelayanan efektif dan efisien namun tetap professional,

Ong

Menurut professor Jimly Asshiddigie (2013), tata kelola
peradilan yang baik (good judicial governance) sangat memerlukap
ketersediaan berbagai informasi dan data dasar yang IEngkap
dan mudah diakses, serta media komunikasi yang efektif dan
efisien. Untuk itu, pengadilan harus memanfaatkan jasa teknologi
informasi dan komunikasi modern dengan sebaik-baiknya,
Seperti halnya komputer, internet dan serana hand-phone tidak
hanya berfungsi rutin untuk komunikasi personal berkenaan
kegiatan rutin sehari-hari. Internet, hand-phone, dan ipad dapat

dipakai untuk jenis-jenis komunikasi yang serius dengan sangat
efisien dan sekaligus efektif.

ataupun hanya untuk membuat website yang mudah diakses
bagi pencari keadilan. Internet dan teknologi informasi dan
komunikasi modern dapatdan harus puladipakai untukkeperluan

W
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‘haharui cara kerja Ivmhaga-lomhaga Feikesim

i ' L"hll"hl: .
dalam memberikan pel nNya

ayi lay

- yanan-pelayanan keadilan
»t dan bahan-bahan informasi e .

n"

Irklrnnik Iﬁin‘fﬂ sudah
<nya diperlukan sebagai alat bukti

- an ,
q['hn'l .k‘ l I ] }r g qﬂh flﬂlﬂm pr”"-ﬂ"ﬂ
_radilan. pemikian pula alat-alat komunikas; mutakhir harys
e

i 1tuk dimanfaat
dimuﬂ?“nm“ ui : kan dalam proses Pemeriksaan
14 PE sidangan peradilan.
a

penggunaan fasilitas tele-conference dan video-conference yang
Jewasa ini sudah terbiasa diperaktikkan dalam persidanéan,
Persidﬂngan Mahkamah Konstitusi, Dewan Kehormatan
penyelenggard Pemilihan Umum (DKPP) dapat dikembangkan
menjadl konvensi dan kebiasaan baru. Demikian pula hubungan
kerja dan komunikasi antara badan-badan peradilan di seluruh
Indonesia, dewasa ini, dapat dilaksanakan cukup melalui
<arana video-confernce yang lebih murah dan efisien karena
dak lagi perlu mengadakan pertemuan secara nasional yang
memerlukan dukungan biaya yang sangat besar. Rapat Kerja
Nasional (Rekernas) dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)
cukup diadakan melalui fasilitas video-conference atau melalui
komunikasi via internet. Korespondensi antara daerah juga cukup
diadakan melalui email dan surat menyurat elektronik. Dari
pada tergantung kepada pengiriman surat-surat menyurat secara
konvensional.

Semua ini tidak hanya menghasilkan cara kerja yang lebih
mudah, lebih cepat, dan lebih efisiensi dan dengan biaya yang
lebih murah, tetapi lebih dari itu, dapat pula mendorong dan
memacu iklim kerja yang lebih cepat dan makin bergairah di
kalangan hakim, panitera, dan pegawal administrasi. Gairafh
kerja yang dapat tercipta oleh cara kerja baru ini justll‘u lel?lh
mahal harga karena dapat mendorong dan memacu dinamika
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perubahan yang lebih menjanjikan perbaikap, Prog

Uktig
di masa mendatang. Iklim kerja yang demikan Pads f::dﬂ "Erh
dapat meningkatkan kualitas dan kuantitae De?hiran“?a

kebutuhan masyarakat pencari keadilan yang dari v
terus meningkat seiring dengan kompleksijt
yang terjadi dalam masyarakat,

€n
as p: ke ":lhk:n
rkﬂmhanka:
Keperluan semacam ini, tentu untuk sebagian -
perubahan undang-undang yang berkaitan dengan |,
pemeriksaan. Akan tetapi sebagian lainnya tidak mem
perubahan undang-undang sama sekali, Pemanfy,,
teknologi informasi dan komunikasi semacam it dals
hukum dapat dilakukan tanpa harus menungg,, Perat
memperbolehkan hal itu. Yang diperlukan haﬂyalah
kepemimpinan dan kesadaran pemimpin unty) Senang,
memutakhirkan diri dengan segala jenis teknologi mq dern : a;a
berguna untuk efisiensi dan efektifitas proses Penegakan huky TIEI

Ukupm, i

an iﬂaa

M PTDSES

Ul.'an Yﬂng

dan pelayanan keadilan.

Dengan demikian, profesor Jimly Asshiddigje, Menegaska,
dalam perinsip kemerdekaan (principles of Independence of
judiciary), para hakim dan pengadilan tidak mungkin mElEpaskan
diri dari pergaulan terbuka dengan ketiganya. Hakim harys
membaca dinamika kehidupan dan denyut nadji kehidupan yang
berkembang dalam msyarakat, dalam sistem politik kenegaraan
dan di dunia bisnis, agar para hakim dan lembaga peradilan
memahami persoalan secara utuh dan lengkap sehingga dapat
benar-benar menjamin terwujudnya keadilan. Hanya saja,
pergaulan demikian itu harus dilakukan secara intlektual dengan
cara yang proporsional dan terbuka sehingga tidak menimbulkan

kecurigaan yang mengganggu kepercayaan. Oleh sebab itu,
setiap hakim terkait dengan ‘code of judicial ethics” atau ‘code of
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~onduct Yang berlaku universal dj kalangan para hakim
ikatakan bahwa hakim harus herslkap dan berllndal::

den dan nampak harus selalu independen

jal

gun Tradisi Kinerja Peradilan yang

peradilan yang protessional merupakan dambaan dan
ahkan sudah menjadi suatu keharusan, karena tujuan peradilan
yang jdeal 1tu tidak lai-n adalah mewujudkan keadilan berdasarkan
'n“ai_nilﬂi kemanusiaan yang tertuang dalam dasar-dasar
(enegaraan. Dalam konteks Indonesia, dasar-dasar keadilan
perdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang tidak lain ialah
qilai dari Sila pertama Pancasila. Maka kinerja peradilan dalam
mewujudkan keadilan dalam upaya memperkuat persatuan
dan kesatuan Negara Republik Indonesia haruslah professional.
profesionalisme peradilan itu tidak hanya ditentukan oleh sistem
dan mekanisme yang ada dalam internal peradilan itu sendiri,
tetapi memerlukan para penggerak peradilan itu yang harus
memiliki integritas yang kuat. Integritas kepribadian dalam

melaksanakan tugas dan fungsi peradilan sebagai pelayanan
public bagi pencari keadilan.

Kinerja peradilan sangat ditentukan oleh actor manusia yang
harus dibekali dengan sikap yang jujur, tegas dan adil. Karena
tanpa itu maka sangat tidak mungkin menghadirkan keadilan
yang benar-benar berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha
Esa tadi. Hakim peradilan hendaklah dibekali dengan sikap dan
kepribadian yang penuh tanggung jawab berdasarkan keimanan
dan-rasa kemanusiaan yang tinggi. Karena Hakim memiliki
ﬂ?urltas untuk menilai dan menentukan kebijakan perkara yang
f;;atzgzni. Jika Hakim yang kredibel dan berintegritas maka sudah

apat memeriksa, menilai dan memutus suatu perkara




secara adil. Adil dalam sikap itu tidak memiljki Motiy,

S
bahkan bantuan tertentu termasuk untuk menyelamag)
dalam suatu perkara yang berbeda sekalipun.

i a :
tﬂu k'
an dll‘inya j

Sebagai sebuah ilustrasi, seorang filosof terkemuyg,
dalam suatu kisah, diceritakan, bahwa pada suaty ketika Soc
ditahan oleh pihakaparatkeamanan untukdiproses secara hu;ates
Socrates dinilai telah melakukan sebuah pelanggaran, huku, {:m,
pihak kepolisian sehingga ia kemudian ditahan, Sebagaj M eh
‘Imuan filosof, tuduhan tersebut meski dibantah dengan fach aﬂng'
argumentasi hokum dan etika kepada pihak kepnlisian, namiﬂl
aparat penegak hukum tetap saja merllganggap Socrates tela:
melakukan pelanggaran hukum. Hal ini dapat dipahap, e
kepolisian menggunakan pendekatan paradigma hukur, a
legalistik. Socrates meski tahu bahwa tuduhan terhaday, diriny,
itu tidak berdasarkan fakta yang kuat, namun sebagaj ilmuay
yang bijak ia tetap menghargai dan mematuhi sistem hukym, Yang
tengah dijalankan rezim. Socrates tidak menaruh curiga apalagi
menyalahkan pihak kepolisian karena dianilai menahannya tanpa
fakta yang rasional.

yang

Selama ditahan dipenjara beberapa bulan, murid Socrates
mendengar bahwa gurunya yang hebat dan bijak itu ditahan
kepolisian, dan murid Socrates ini lalu segera bergegas
mendatangi Socrates untuk melihatnya secara langsung di
penjara. Murid Socrates Creto ini menghampiri Socrates dan
menggali informasi apa yang telah dilakukan gurunya hingga
ditahan pihak kepolisian. Creto murid Socrates adalah seorang
pengusaha sukses dan terkenal sangat kaya raya. Creto percaya
bahwa sang guru adalah orang baik yang tidak pernah bersalah
sehingga kedatangannya itu diniatkan untuk membebaskannya.
Pertanyaannya adalah, apakah dengan maksud dan tujuan murid
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: vakni Creto tersebut diterima oleh SOcCrateg? Dal
—rnlp' ¥ i

: am
Latakan bahwa Socrates menolak m

aksud dan 'ujuan
an mengatakan:

ﬂ” [h

~atal + untuk membebaskannya deng
L

ﬂ"lll'i*]“}?

ok memang tidak bersalah, ‘etapi cara  salah ticlak
o

henar jika djpm:qmmk-:m untuk memperjuangkan legaknya
¢ ~ ‘

cchenaran dan keadilan hukum. Apa jadinya masyarakat jika

engetahui aku dibebaskan dari jeratan hokun dengan carq
me

mengkhianati hukum. Kelak masyarakat akan menjr, caraku,

hukar untuk memperjuangkan kebenaran hokum saja, tetapi

juga untuk melecehkan hukum”

Gambaran kisah singkat ini dapat dipahami secara nalar
ofik dimana ketidakbenaran tidak bisa digunakan unryk
memperjuangkan suatu cara yang salah maupun keliry akibat
ditetapkannya secara hokum. Hukum itu ditegakan untuk
mewujudkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, Hakim,
laksa dan Polisi hendaklah memiliki wawasan luas mengenai
pentingnya meletakan dasar-dasar kebenaran dan keadilan
sebagai substansi penting menjatuhkan suatu hukuman terhadap
orang yang tengah diperkarakan. Sedangkan dari aspek etika,
sejatinya tidak sekadar dinilai secara proseduralistik-legalistik
hukum semata tetapi kemampuan memahami pokok persoalan
dalam aspek etika dan kemanusiaan sehingga dalam menetapkan
putusan terhadap seseorang itu tidak hanya menjamin keadilan
yang benar tetapi kemanfaatan yang baik bagi sesama.

Maka peradilan etika harus memainkan peran positif dalam
mewujudkan keadilan berdasarkan nilai-nilai yang termuat
dalam lima si]a pancasila. Kebenaran dan keadilan yang berpihak
atau cénderung memihak kepada kelompok, golongan atau
kEpentingan parsial tertentu maka hal itu dapat menimbulkan
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acauan Sistem kehidupan sosial termasuk kphi””p_m |
auan Si¢ an .

kek | | |
akibat ketidakadilan peradilan yang
3

hernegara. Karena i ]
) * aksa dan Polisi dapat menyebabhk,
oleh para Hakim, Jaks: ¢ kan kem,

masyarakat karena kebijakan yang tidak profesional 4., ,.
' an spirit konstitusi.

“',:”-

I'“j?llr'inl(_

bertentangan deng

Prinsip Profesionalisme Pradilan Etik

Dalam kegiatan diskusi publi dengan temj, ”Urgp |
pelembagaan Peradilan Etika dan Transparansi perﬁidanm'
Peradilan Etika), yang diselenggarakan atas kerjasama antary ”i?]n
School of Law and Governmentl dan Knndrad-AdenauEr_sﬁ y
pada Kamis (13/08) itu, saya berpendapat, pemily dapat dinile
berlangsung secara demokratis jika memiliki 2 (dua) aspek Utam;
secara simultan vaitu aspek prosedural dan aspek substang
Dari aspek prosedural antara lain regulasi pemilu (Uy Pemﬂu].
Penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), peserta DEI‘nilur
(parpol dan calon persemrangan), serta pemilih (DPT), Indikato,
aspek prosedural ini adalah hasil yang sangat kuantitatif sehingga
pemilu identik dengan perebutan suara pemilih.

ﬁUng

Sementara aspek substantif, pemilu sejatinya menganut nilaj
dan prinsip bebas, terbuka, jujur, adil, kompetitif serta menganu
asas luber-jurdil. Indikator dari aspek substantif ini adalah hasjl
sangat kualitatif, sehingga pemilu identik dengan perebutan
legitimasi politik pemilih. Penyelenggara pemilu yang mandiri
mensyaratkan penyelenggara yang profesional yang oleh Samuel.
P. Huntington, seorang profesional memiliki 3 (tiga) ciri yaitu (1)
memiliki pengetahuan khusus dalam suatu bidang tertentu; (2)
memiliki keahlian dalam praktik profesinya; dan (3) memiliki
Kesadaran akan eksistensinya sebagai suatu kelompok yang
berbeda dari orang awam.
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, etik peny elenggara pemilu. Performa klner] !
1"11\ . kode etik penyelenggara pemij, berda

rpkenti“ o dari pelaksanaan pemilu,
€

sistem penanganan pelanggaran kode etik dengan landasan
rnsip dasar kode etik penyelenggara pemilu: meliputi rumuysan
qorma kode etik penyelenggara yang menjadi rujukan norma dap
kepatuhan terhadap asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu
haik darl aspek normatif maupun dari dimensi praktik; kode etik
penyelenggara pemilu disusun dan diriumuskan serta disepakati
rersama oleh ketiga lembaga penyelenggara pemilu yang oleh
yU Pemilu disebut sebagai satu kesatuan yakni KPU, Bawaslu
dan DKPP yang kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan
DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilu. Kode etik penyelenggara berisi
ketentuan umum, landasan dan prinsip dasar etika dan perilaku,
pelaksanaan prinsip dasar etika dan perilaku, sanksi, ketentuan
peradilan, dan ketentuan penutup, dan yang terpenting adalah
) prinsip dasar etika dan perilaky; ii) pelaksanaan prinsip dasar
etika dan perilaku; dan iii) ketentuan tentang sanksi.
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Ktik peradilan etika modern dan penguatay,
Maka prakil

ik DKPP merupakan hal penting. Performa pe,
an etik D - dan akuntabel serta transformg,

Dl‘l'l'an

. I dap
an yang terbuka menjadi Mode] haru

_ - kode etik profesi pada setiap instangi
dalam .slstem l;an <wasta. Gagasan pelembagaan nilai-njj,; etiky
pemerintahan * etika penyelenggaraan pemerintahan Negar,
Eﬂ“ﬁkd:;un:alznstimsi sehingga dengan sistem etika berbys;gy .

jatur

konstitusi maka akan dengan e .menglkat ‘Setiap Pejaba
ml?l;‘ktidak hanya memperhatikan pentingnya tertib admi“iStfaSi
publi . - emunculkan kesadaran etika para Dejabgy

kkan aturan secara bertanggungjawab.

peradil

transpar
etika yang
: tpﬁl‘ﬁidﬂ"g

negara untuk menega

Titik tolak dari semua itu adalah sejalan dengan 4,
yang menjadi tema penting dalam diskusi ini Ya_‘m + “Urgens;
Pelembagaan Peradilan Ftika dan Transparansi Persidangan
Peradilan Etika” Saya sejalan apayang digagas dan dikampanyeka,
oleh Profesor Jimly Asshiddigie, bahwa pembentukan peradia,
etika merupakan hal penting dalam rangka apa diistilahkannya
sebagai ethics in public office, sebuah peradilan etika secarg
spesifik dikonstruksi undang-undang pemilu menjadi pengawal
dan penegak pemilu yang mandiri, integritas dan kredibilitas
Kinerja peradilan etika yang transparan dan akuntabel dari
dimensi sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum.

Kelembagaan peradilan etika harus ditopang oleh system
regulasi yang kuat supaya dalam penerapan nya tidak dikonstruksi
atau dialihkan menjadi penuh kepeintingan sesaat oleh oknum-
oknum tidak bertanggungjawab. Saat ini sistem regulasi internal
kelembagaan dalam perspektif standar norma kode etik dengan

menawarkan konsep peningkatan peran dan wewenang institusi
peradilan etika DKPP sudah cukup modern.
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7 Tahun 2017 tent
U Nomor ang Pemily DKpp selain

Jatkan untuk menyusun peraturan DKpp

. peratiiie | ] 2 Kode Ftik
~doman Perilaku Penyelenggara Pemilu, peraryran DKpp

4 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik

ara Pemilu, Peraturan DKPP Nomor 4 Tahun 207
it Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemily
ten  peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang TPD dengal;
:1:1“ dasar pemikiran normatif yakni sebagai kebijakan revisi

jan pen}rempurnaan peraturan oleh kepemimpinan pxpp pada
de kedua (2017-2022).

dan ¥

erio
P J— mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik
, enyelenggara pemilu. Maka penekanan pemilu berintegritas
dan .kuntabel dengan penuh harapan adalah suatu kewajiban
moral kita dalam kehidupan bernegara. Eksistensi peradilan etika
pKPP patut diberikan dukungan oleh pemerintah dan DPR serta
para pegiat dan pemerhati demokrasi dan pemilu di Indonesia,
karena menurut penulis, keberadaan lembaga ini harus diperkuat

infrastruktur dan wewenangnya untuk mewujudkan pemilu yang
berkualitas dan berintegritas.

Pada dasarnya akuntabilitas publik adalah prinsip yang
menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku
kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.
Sedangkan dalam bidang politik, yang berhubungan dengan
masyarakat secara umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai
mekanisme penggantian pejabat atau penguasa, tidak ada
usaha untuk membangun monoloyalitas secara sistematis, serta
ada definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran
kekuasaan dibawah rule of law, sedang pelanggaran etika di
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bawah sistem rule of ethics. Sedangkan pupji, ﬂm'”“lrnb
didefinisikan sebagai adanya pembatasan fugas Yang je| i

ofisien. Strategi yang tepat untuk menghindari imEWEnsi N

dari pihak lain dengan memantapkan tekad (g, keyak.ﬂan;
hahwa keteguhan komitmen akan integritas yang kokp adlnan
“harga mati” yang harus terus ditegakkan, yang olef, Denalﬂh
faktor komitmen keteguhan integritas adalah fakgq, Perta uljg
utama menentukan kemampuan seorang pengawas Pemij
menghindari intervensi negatif dari pihak manapy,, Ini
faktor internal dalam diri seseorang yang hanya bjs, dilas

dibentuk oleh individu yang bersangkutan.*®
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Mg day
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ad&lah
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Karakter Majelis harus Profesional

Hakimyanghendakdipercayauntukmenjadi pelayan kea dilap
untuk para pencari keadilan haruslah memiliki sikap dan Perila,
yang adil pula. Perilaku yang senantiasa terjaga darij S€gala bengy
kejahatan. Perbuatan yang benar-benar menjadj tauladan bagi
jajaran serta masyarakat sehingga dengan demikian, Peradilap
yang memutuskan suatu perkara dapat memberi jaminap akan
kepastian keadilan dan menyentuh rasa kemanusiaan pencari
keadilan. Hakim dalam menjalankan roda peradilan tidak bisa
mengistimewakan perkara tertentu apalagi perkara yang diajukan
itu menyangkut apa yang menjadi persoalan kemanusiaan
yang dihadapi. Hakim dituntut berpegangteguh kepada nilaj-

S ol Pada kegiatan Diskusi Publik yang dihadiri kerua MPR, Ketua KY. dan saya
sebagai Ketua DKPP, serta hadir menjadi narasumber juga Prof. Jimly A sshiddigie yang bertemakan : “Urgensi
Pelembagaan Peradilan Erka dan Transparansi Persidangan Peradilan Etika” itu, saya menegaskan Kesadaran
dan kepedulian masyarakat terhadap perbaikan kualitas kepemiluan menjadi perhatian serius DKPP dengan
o e enkan peliyagen yang baik. Pelanggaran kode etik Pemilu vang dilaporkan oleh masyarakat
menunjukkan sikap kritis masyarakar semakin meningkat. Begitu juga pengaduan yang dilaporkan oleh
Peserta Pemulu (Paslon), Tim Kampanye, Partai Poliuk, dan Penyelenggara Pemilu DKPP etap membecikan
pelavanan berdasarkan standar Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Eiik
Penyelenggara Pemilu. DKPP memastikan untuk mengawal dan menegakan kehormatan institusi KPU dan
Bawaslu serta penyelenpgara Pemilu agar senanuasa bekerja dengan mengedepankan prinsip-prinsip etika
penyelenggaraan Pemilu scbagaimana diatur dalam Peraruran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggam
Pemilihan Umum.
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keadilan baik it
kan dan « U yvang tertulig
7 Maupun

| ; an yang kelak dintuntyy
1g]-ﬂw;lhﬂn dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa

ai keb?? : — -

nil vakini sebagai norma kehidup

nﬂf-’.ﬂm
dan penyelesaian perk; o s

vens dan digganggu bahkan berani melawan denga
. n

e . ‘ ;
diil hadap tindakan-tindakan intimid

. e atif dari pihak-pihak
erperkara, Hakim harus menjamin bahwa merek; mampuy

.ﬂalﬂﬂkan peraturan dengan baik serta memberikan rasa
me N— ‘ : |

cadilan pada masyarakat, Tanpa itu maka krisic kepercayaan
0 ¢ ! )

Lblik terhadap lembaga yudikatif akan terus terjadi dan
P

»ahkan orang merasa enggan membawa perkara untuk ke meja
pengﬂd”“" disebabkan karena kebiasaan kinerja peradilan yang

dijalankan tidak berdasarkan harapan masyarakat. Oleh karena
i, pmfesionalisme sikap seorang hakim merupakan hal niscaya
vang tidak boleh diabaikan setiap mereka. Hakim ity tempat di
mana masyarakat menaruh harapan tegaknya keadilan. Sikap
dan perilaku ideal hakim harus menjadi pedoman utama dislam
menjalankan amanabh.

hal
\*ﬂ“!: b

Para hakim harus dibekali dengan kesadaran bahwa mereka
tidak dilahirkan untuk menjadi hakim tetapi diciptakan. Adanya
suatu proses kehidupan sosial dalam berbangsa dan bernegara
yang kemudian menjadikan mereka sebagai hakim. Maka
kepribadian hakim tidak hanya dituntut memiliki akhlak yang
mulia tetapi juga harus memiliki kemampuan intelektual yang
tinggi (hard competency). Hakim yang memiliki suatu keahlian
secara khusus dalam kerangka pemahaman dan perjalanan
pengalaman serta integritas yang mulia (soft competency). Maka
setiap hakim yang hendak dipercaya menggerakan lembaga
yudikatif harus direkrut dari kalangan akademisi, ahli dan

Intelektual yang berkarakteristik profesional.
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Mahkamah Agung misalnya, men?tapkﬂn tiga
moral utama yang dijadikan dasar penting bagi seq,
dalam menjalankan kelembagaan peradilan khus‘JSnya
perkara. Ketiga standar yang ditetapkap Mak,
kni (i) keahlian; (“) pengalaman; dan (ili)
Hakim tanpa keahlian, pengalaman dan integritas tenty &
sulit mengharapkan keadilan itu akan dapat dilaksanakg,, o an
baik. Dalam kegiatan diskusi dan peh:mcuran buky bﬂl’iudi?n.
Sinergi dalam Mencari Sosok Ideal Hakim Agung In donesi, . _
diselenggarakan Komisl Yudisial (22/03/2018) di Ay, ditoriy ngl
KY, Ketua Kamar Pengawasall MA Sunarto, menjelaskap, dalap
makahlanya Manajemen Hakim dalam Upaya Menghasilkan

Calon Hakim Agung Potensi:':ll, bahwa _clalar—n praktik Peradilgy
selalu ada tangan dalam menjaga profesionalisme hakim_

Ankamgy
‘megrita&

penanganan
Agung itu ya

Faktor eksternal adalah paham hedonism, belum
terpenuhinya hak-hak normatif hakim terkait kesejahteraan
hakim, dan kecenderungan masyarakat ke pengadilan mencgy;
kemenangan apapun caranya. Faktor internal hakim ity sendirj
adalah lemahnya iman dan budaya malu pada sosok hakjn
tersebut. MA berupaya keras untuk menjaga profesionalitas hakim
Antara lain melakukan pembinaan secara berkesinambungan'
melakukan mutasi dan promosi secara berkala, dan menegakkan
prinsip pengawasan tidak ada toleransi terhadap segala bentuk
pelanggaran. MA juga bekerjasama dengan lembaga lain dalam
menjaga profesional hakim, semisal KY. Setiap hakim bercita-cita
mencapai puncak tertinggi karier, yakni hakim agung. Namun
hanya hakim yang profesional yang berpeluang menjadi hakim

agung.”’

[20]  hteps:/ /www.komisiyudisial.go.ad/ frontend/news_detail /630 ::::z-mihl-.;i-:1ga-ﬂt2ndir-dﬂlam-
menciptakan-hakim-profesional
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angan tersebut, sejalan dengan Ketua K
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| ,n.hlﬂﬂd Jayus, menurutnya, Prinsip
ja)d ” dimiliki setiap profesi, wnlnupun h
hat prinsip ini bisa {Iitﬂrupkun.

hamd

111’
me !»t Ppni‘gak hukum, dan kKhususnya |,

1- , dlg men ad
engawasan KY. Hambatan tersebut bisa lahi j} i
| I darj

o eksekutif dan legislatif, medig, Peradilan jyy,
e _ . 2

t  varakat korporasi, dan lain-lain. Bahkan pentin
nas. - ini di |

! rﬂfesiﬂnahsme ini diatur dalam Kode Etik dap, p,.

Hakim-
putusan hakim harus sejalan dengan prinsip profesionalisme

 emahnya prinsip profesionalisme bagi hakim akan menimhulkar;
risis moral, dan berpengaruh dalam memutys Perkara. Inj bisa
silihat dari banyaknya laporan masyarakat ke Ky terkait putusan
hakim. Untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi, Ky memiliki
program afirmatif agar krisis moral tidak sampai terjadi. Jika
preventif tidak bisa dilakukan, baru dilaksanakan penegakan
etik untuk hakim, dan contempt of court bagi mereka yang

melecehkan peradilan,

sendiri,
Bnya pPrinsip
doman Perilaky

Masyarakat mempersoalkan putusan hakim yang dianggap
tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Padahal
hakim dalam memutuskan perkara harus dilandasi kebebasan
hakim, dan kita harus lindungi itu. Namun walaupun bebas,
hakim harus bisa mempertanggung-jawabkan putusannya.
Putusan yang memiliki kebebasan itu adalah Ketika hakim dalam
memberikan pertimbangan putusannya tidak boleh diintervensi.
Hal ini untuk menciptakan lingkungan yang jauh dari krisis
moral. KY mendukung penuh didirikannya peradilan etika di
[ndonesia, yang saat ini hanya terbatas terhadap beberapa profesi
tertentu, seperti hakim dan Anggota KPU. Sedangkan walaupun
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cadilan etika lain, namun implementasj h“k””‘”Y‘i tig|
ada pe - Hdad
d ,-,lt Jilaksanakan karena payung hukumnya Kurang jelas o
an ﬁ T Ay
I harapkan MPR dapat menurunkan peraturan terkaj, TV&.*
meng [

MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupap, Berhangq N
.a* :

Bagi saya kegiatan ini penting karena pemeringg), s -
segera mengambil langkah cepat | untuk membenty), —y é
lembaga peradilan etika yang mandiri dan prctfesional 2u
mempercepat proses penataan sistem'pemermtahan va
dan berwibawa. Dalam kegiatan seminar yang diselenggarakan
cecara virtual ini, saya menekankan ba-hwa gagasan pemingnYa _-
penguatan institusi penegak kode etik dan stanqa, Perilag,
untuk mengefektifkan proses penegakan ethics enfnrcf_.mem
Rersamaan dengan berkembangnya gagasan pembe“tuka,;
kelembagaan penegak kode etik dan kode perilaky itu, bercﬁrmin
dari pengertian-pengertian yang ada dalam sistem Nnorma hukum_
perlu diatur hal-hal yang berkenaan dengan pmsed“f'mnseaur
beracara dalam proses penegakan etika dimaksud. Di bidang
etika, terdapat pengertian etik formil atau pedoman beracarg
penegakan kode etik dan standar perilaku, seperti halnya g;
bidang hukum, kita mengenal hukum acara atau hukum formil.

b r- '. '."ﬁ_ .
o T e

h dapﬂt ’
ng h(‘.‘]‘sih 4
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pENUTUP

palam bahasa Yunani etika merupakan bentuk tunggal dari
Kata wptika” yaitu “éthos’ sedangkan bentuk jamaknya adalah "ta
otha”. EthOS berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput,
kebiasaan/adat, watak, akhlak, perasaan, sikap, serta

kandaﬂg; .
~ara berfiKir: Ta etha yaitu adat, kata ini identik dari kata “moral”

dari bahasa latin “mos” (jamak mores) yang berarti cara hidup
at. Jadi kata etika dan moral menunjukkan cara berbuat

A.

atau ad
yang menjadi adat karena persetujuan sekelompok manusia.

pengertian etika dalam bentuk jamak inilah yang kemudian
melahirkan istilah ‘etika. Istilah ini nyatanya sudah digunakan
oleh Aristoteles (384-322 s.M) untuk menunjukan filsafat moral.
Menurut Bertes jika kita berhenti pada pengertian ini maka akan
didapatkan kesimpulan bahwa etika adalah ilmu yang membahas
tentang apa yang menjadi kebiasaan atau ilmu tentang ada
istiadat. Namun masih menurut Bertes, memahami etika hanya

pada epistimologi saja tidak cukup.
Ftika berkaitan dengan apa yang baik dan benar bagi

masyarakat. Sebagian besar masyarakat pada umumnya
menerima prinsip etika berikut ini: kejujuran, integritas,
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menaati kesepakatan, adil dap berp,

2 mengakui kesalahan, peduli dap, bery
1o
martabat manusia, IJertanggung _

- Jaw
eraih keunggulan dan mempmmnggu“gjawﬂbkﬂn q;h
vonsekuensinya. Definisi dan praktik prinqitu
. I\')‘l

. cenderung bersilat kontekstual dan beryp, :
a

rkembangan zamarn dan norma Masyaray,
dengan “etika” adalah “moral” t

untuk m
keputusan dan

prinsip tersebu

ini mengurai pergeseran sistem pemily g,
n

Bab dua buku .
pilkada yang selalu berubah-ubah. Dalam sistem Pemerintap,,
demokratis, semud rakyat atau warganegara itu Mmemi]jk;

amaan hak politik yang sama bahkan hak dalam semug
aspek kehidupan, dan itu dijamin‘ f:}lf’.‘:h konstitusi. Hak polit
itu termasuk memiliki hak preferensi, selain
memilih juga memiliki hak untuk dipjj;,
berdasarkan konstitusi. Penghormatan terhadap hak warganegarg
tersebut dimanifestasikan melalui apa yang dikenal dalam prinsip
negara demokrasi yaitu pilar utama demokrasi berupa pemilihan
umum. Oleh karena itu, sistem pemilihan umum idealnya tidak
didesain secara demokratik dengan memenuhi syarat-

syarat penggunaan hak pilih dan hak dip O wetapt. hagainany
intahan demokratis itu menjamin

pers

negara dengan pemerl
pelaksanaan pemilihan umum itu berjalan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilu tidak ada tekanan, ancaman atau segala cara
intimidasi yang dilakukan oleh kekuatan politik apapun. Karena
idealnya pemilu demokratis yaitu pemilu yang dilaksanakan
untuk menjalankan kedaulatan rakyat secara adil dan
bermartabat. Demokrasi yang diawali dengan pemilihan umum
harus diorientasikan bahkan harus ditetapkan prinsip-prinsip
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an ity ditegakan guna menghasiii
KA

A perintegritas. Integritag kepe
ptahan demokratis sangatlah dih
-r i

““Ihk:
an,
milu hendaknya harus djge|, ]

Ngearak,

" l" - i i H f‘.']

1L ﬂL_ﬂl‘[Hﬂrl sampal (lungﬂn tnh“l”"] d;
l,”]ilih hasil pemilu ity harus

enggara pemilu yang bel‘illlcgritas bul

pemilu merupakan ciri utama sistem  poljgjy

i pemilu maka sirkulasi elit be"lﬂngqung
t Se

ar pelaksanaan pemilihan umuy i

daer;gl dapn wakil kepala daerah m:lladell:nfi:lmhan lfe?ala

dll pemikiran
dan pemahaman mengenai sistem terkait dengan teknis
penyelenggaraan haruskomprehensif. Oleh karenaitu, pemerintah
dan DPR seyogyanya membentuk regulasi itu hendaklah bersifat
tuntas. Regulasi yang bersifat tuntutas itu penting sekali untuk
mencegah praktik distorsi yang dilakukan oleh penyelenggara
maupun peserta. Pemerintah perlumenetapkanregulasiyangjelas
dan tegas untuk menjamin secara hukum bagi penyelenggara dan
peserta untuk mengikuti aturan yang berlaku. Sistem dan regulasi
yang ketat tersebut secara otomatis akan mendidik pemilih untuk

dapat menggunakan hak pilihnya secara rasional.

Selain dorongan disiplin taat aturan terkait penyelenggaraan

pemilu dan pilkada juga diharapkan agar pengendalian bi-rﬂ;r;i
dapat berjalan secara netral, dan sekaligus mewuju
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.

penyelenggara yang kompeten dan berintegritas. ﬁ

Sela
yang dapat diselenggarakan secara demokratis dan b"l nernlll,
berdasarkan standar atau ukuran pemily demokra*:fkualhaﬂ
IS

dibutuhkan pengelolaan tahapan pemiludan pilkada bers Mak,

itu adalah menegakkan kedaulatan rakyat. Rakyat sl '-'ltegrltaﬂ
a

saham utama dalam hak suara harus dipastikan Secg IDETnili](

bahwa tidak ada pengabaikan hak suara pemilih i, dalar:] Cerma
dan pilkada. Pemij,,

Karena tujuan dari pelaksanaan pemjj, ity
menyelenggarakan peralihan suksesi kepemimpinan
dan nasional secara damai dan tertib juga dipastik
partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak
politik yang diwadahi negara melalui pemily ity bisa berjal,
dengan efektif. Hal ini penting sekali mengingat Pemily jg, l:,aﬂn
Intinya adalah bagaimana memilih pemimpin secara demﬁkraﬁ:
Maka kedaulatan rakyat harus menjadi prioritas Penting dalan;

pengelolaan tahapan pada pendataan identitas masyarakat van
sudah memenuhi usia untuk memilih. b

lokg)

ahwa

an

Selain isyu sistem pemilu, bab ini juga mengulas sedikit
mengenai pentingnya kedaulatan rakyat dalam penyelengearaan
terutama hak pilih dan memilih yang harus mendapatkan
perhatian serius. Pemilihan umum merupakan salah satu sarana
paling efektif dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Kedaulatan
rakyat merupakan bagian yang sangat penting dalam dimens;
kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan rakyat adalah
fondasi utama kehidupan demokrasi. Suatu pemerintahan itu
dapat dikategorikan demokratis manakalah dapat menjalankan
kedaulatan rakyat secara jujur dan adil. Pemerintah yang tidak

menjalankan atau menegakkan kedaulatan rakyat itu dengan
baik berdasarkan hak-hak konstitusional warganegara apalagl
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ang P .
it dan haluan nasional sebagaimana d
citd”

Undaﬂg'undang Dasar Negara Repub)ik Indo
" diselenggarakan pemilihan umum, untu
Eeﬁ’ﬂn perwakilan Rakyat, anggota Dewan
oresi den dan Wakil Presiden, dan untyk me
0 erwakilan Rakyat Daerah, sebagaisarana p
akyat untuk menghasilkan wakil rakyat da
ang demokratis berdasarkan Pancasila dan
pasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

and

nesia Tahyn
K memilih angg o,
Perwakilan Daerah

milih anggot, Dewan
€rwujudan kedaulatan

Jadi konsep kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan
demokratis itu harus diejawantahkan dalam suaty pemahaman
dimana rakyat memiliki kekuasaan yang perlu mendapatkan
saluran melalui pemilihan umum secara demokratis. Dapat
dibayangkan, nasib bangsa Indonesia melalui menjalankan
kedaulatan rakyat lewat pemilu hanya dalam waktu beberapa

menit saja saat masyarakat menggunakan hak pilih mereka
di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Demokrasi berbasis
kedaulatan rakyat dengan menerapkan sistem pemilihan secara
langsung ini harus dikelola secara baik dan bertanggungjawab
agar nasib bangsa tidak menjadi tidak menentu hanya karena
ketidakrasionalan warganegara memilih pemimpin yang benar-
benar memiliki integritas moral yang baik.

Bab tiga menggambarkan pemilihan umum dan pilkada
yang idealnya harus digelar secara demokratis. Bab ini penulis
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yemahaman penyelengga,
entingnya |
menckankan p

1 pemy),
asar demokrasi. Salah satu nilai (g

mengenai dasar-d
ajaran demokrasi ada

mendapatkan apa yang | tu lllllnﬂuni-'.i
leh negara. Negara demokrasi harus menempatkan ““HLnI]aI
u. "

atau prinsip-prinsip persamaan hidup dalam k{:maﬁyﬂrakamn
" berdasarkan derajat hukum yang berkeadilan, perﬂﬂmaan
hukum dan persamaan e kata's Ngels Soahictupan bErdaS&rkan
prinsip-prinsip negara konstitusional n’terupakan Jamingy,
mutlak yang harus ditunaikan nh?h pemerintahan dﬁmnkratla_
Persamaan sesama umat manusia dalam sebuah knmunitas
masyarakat sosial harus ditegakan oleh suatu sistem yang sudap,
menjadi kesepakatan bersama. Hukum negara harus hadj, dan
selalu tampil sebagai pelindung atas hak semua warganegar,
dan itu sebagai bentuk dari penerapan dan penegakan nilai-nijla;

persamaan.

nenjadi hak-hak asasinya i

Bab empat dijelaskan etika profesi sebagai tanggungjawah
moral. Etika profesi penyelenggara pemilu menjadi bagian ing
yang dibahas dalam bab ini. Kode etik penyelenggara pemily,
menjadi intisari penegasan isi bab ini. Lembaga atau instans;
yang menggunakan jasa profesional sebagai penggerak Istitusinya
tersebut selalu berusaha memenuhi kebutuhan stakeholdernya,
mereka diatur dengan serangkaian etika-etika, yang dikenal
dengan etika profesi yang dimiliki oleh semua jenis profesi. Etika
profesi berfungsi sebagai sarana kontrol sosial. Etika Profesi
memberikan semacam kriteria bagi para anggota kelompok
profesi untuk membantu mempertahankan pandangan para

anggota kelompok profesi terhadap prinsip profesional suatu
profesi yang telah digariskan.

Etika profesi penting dimana orang memandang penting
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pyva hubungan antara sebuah profeq;
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asvaraka
mema yarakat umum Berd

- a8 15arkan
ari Eric Holmes, jika seseorang bertin gy
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» cosial, maka orang lain juga harus terhadap pihak |a;
din

srupa e aku timbal halij maka
» pihilk dalam perjanjian harus berlaky Sama terhad
a |

wr"""i apa yang didapatkan atas (lirinyu. Pacl
) ,
k profesi adalah sesuatu perilak, yang sud

ipatl d
nai dengan standart obyektif v

qsaal

)| '
ke rhadap dirinya, karena hukum her

ap pihak
2 ﬂﬂﬂﬂrnya
Hﬂh‘ﬂﬁ ah dianggap

l-,cnﬂr Sl | lar Dlllﬂ, dan
abila terlaksanan dengan baik dapat menciptak;
aps

Jari pihak—pihak vang bersangkutan. Etika profesi bukan hal
e . . .
sulit karena merupakan kristalisasi dari hal-ha| biasa y

ta berdasarkan metode prosedur yang ber

yang ang
4ianggap baik menurut pensdapat umum serta didasarkan atas

(epentingan para pihak, dan yang perlu juga untuk mencegah
Lesalahpahaman dan sengketa.

Bab lima mengurai kode etik dan memberikan contoh
penerapan penegakan kode etik di beberapa institusi
pemerintahan seperti Polri, dan TNI, KPK. KY, MA, MK, dan

MKD di DPR, dan Bab enam merupakan akhir bab yang memuat
penutup dan simpulan.

Sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa
peran dan fungsi kelembagaan peradilan etik penyelenggara
pemilu ini adalah menjadi bagian dari satu kesatuan fungsi
penyelenggaraan Pemilu, selain KPU dan Bawaslu. DKPP
secara khusus berfungsi menegakkan kode etik penyelenggara
Pemilu. Sedangkan menyangkut pelaksanaan tahapan Pemilu
dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu. Ketiga lembaga ini dalam
penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten/Kota (Legislatif), Pemilu Presiden dan Wakil
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Presiden (Pilpres)serta PemilthanKepalaDacrah dan waji) Kepal,

Daerah (Pilkada) selalu saling menopang untuk mew"ludkan

proses dan hasil pemilu yang demokratis dan berintegritag,

Meski DKPP bukan lembaga penyelenggara pemily Secarg
teknis seperti KPU dan Bawaslu, namun lem}aaga Peradilap,
etik penyelenggara pemilu ini tugasnya erat kaitannya dengap,
pcnyelenggarﬂﬂ“ pEl"l'lilll. Undang-Undﬂng Pemilu m‘i‘ﬂyebu;
sebagai satu kesatuan sistem penyelenggaraan pemily
Keberadaan DKPP selama enam setengah tahun telah mep,, ot
pengaruh positif terhadap kualitas penyelenggaraan pemi.
di Indonesia. Dengan peran dan fungsi menegakkan kode etik
Pemilu bagi jajaran penyelenggara Pemilu baik itu Kpy Maupyp
Bawaslu dalam perkembangan praktiknya telah menjadj
model dalam sistem peradilan etika di Indonesia. Masyarakat
pegiat dan peserta pemilu bahkan termasuk KPU dan Bawag),
semakin merasa penting keberadaan DKPP sebagai alat kontro]
etik yang efektif.
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TENTANG PENULIS




!

TENTANG PENULIS

orofesor DI. Muhammad, SIP, M.Si., Lahir Di Makassar 1~
ember 1971. Putra dari Sayyid Muchdar Alhamid dan Ibuy
::“_“_Hh Aisyah Alaydrus -ini keseharia‘nnya terlihat sederhana.
}\flmhammad tergolong hidup dan dibesarkan dari keluarga
- hersahaja. Ayah dan ibunya sangat mendambakan masa
ﬂepaﬂ pendidikan. Masa depan pendidikan anak-anak dalam
pandangan hidup kedua orangtuanya menjadi hal yang sangat
stama. Muhammad memulai pendidikan formalnya di sekolah
desar negeri Melayu Muhammadiyah di Makassar dan tamat
Jehun 1984; Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 di Makassar,
amat Tahun 1987; Sekolah Menengah Atas Negeri 4 di Makassar,
tamat Tahun 1990; sarjana Ilmu Politik Fisip Universitas
Hasanuddin di Makassar, tamat Tahun 1994; Magister Administrasi
Pembangunan Pascasarjana Universitas Hasanuddin di Makassar,
lamat Tahun 1999; dan Doktor Ilmu Sosial (Konsentrasi Ilmu

Politik) Pascasarjana Universitas Airlangga di Surabaya, tamat
Tahun 2007.

Muhammad memilih kampus Universitas Hasanuddin

(Unhag) menjadi tempat la menuntut Ilmu pada tingkat Perguruan
mgginya. Kuliah $1 di mulai di Fakultas lImu Sosial Politik Unhas
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dan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Setela), lulys g,
Muhammad meneruskan Studi S2 di almamaternyg, Selam, ‘di
bangku kuliah la dikenal sebagal mahasiswa yang aktif dan Kritis
terhadap dinamika internal, dan eksternal kampus termasyk akti.f
di beberapa organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan INternal

dan eksternal.

Setelah selesai studi S2 di kampus almamaterny, (Unhag)
la kemudian diangkat menjadi dosen. Tahun 1997 | diangk.,,

menjadi dosen dan hingga sekarang masih mengabdi dj kampyq
Universitas Hasanuddin Makassar dan diantara mata kulijah yang

diampuh adalah pembangunan politik kekuatan politik, SOsiologi
politik, kapita selekta ilmu politik, sistem kepartaian dan Péemily,
sistem perwakilan dan pemilu, pemikiran politik timur tengah,
sistem politik Indonesia, dan pengantar ilmu politik. Selama
menjadi dosen di Unhas, Muhammad juga Tahun 2009 dipercaya
menjadi ketua Panwaslukada provinsi Sulawesi Selatan. Dj tengah
kesibukan dan padatnya jam kerja, Muhammad menyempatkan
waktunya tidak hanya berkarya dalam praktik pengawasan pemily
yang menurutnya merupakan suatu kewajiban untuk mengawal
dan mewujudkan proses dan hasil pemilu yang demokratis dan
berintegritas, namun Ia juga meneruskan tekadnya untuk terus
melanjutkan studinya. Ia mendaftar kuliah S3 di Universitas

Airlangga (Unair) Surabaya dan lulus dengan predikat sangat
memuaskan di Tahun 2007.

Atas kerja keras dan prestasi akademiknya yang baik, FISIP
Unhas kemudian mempercayainya menjadi ketua jurusan ilmu
politik dan ilmu pemerintahan dan pada tanggal 28 Februari
2015 Ia dikukuhkan menjadi Guru Besar oleh kampus Universitas
Hasanuddin Makassar. Menjadi profesor pada usia yang masih
relatif muda karena saat itu Muhammad dalam Usia 43 Tahun.
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nwkuhan dirinya menjadi guru hesar, |4 menyampaik
¢ : an

jmiahny? dihadapan para tokoh nasiona termasuk
pidn':;‘ R vuhammad Jusuf Kalla, Prof. 1y limly Asshi
r y o

i v . H 3 : = ’
Prr:?rnf!nnﬂl‘“' Jema: “Mewujudkan Akuntabilitas Pemilihan
In 1 Yang perkualitas dan Berintegritas Melalui Transformasi

l " |
“":.plﬂ pemilihan Umum.

NE

nerbagai jabatan  strategis  sudah pernah diemban
Muhﬂmmad' la pernah menjabat sebagai ketya Jurusan Tmy
politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Makassar
010-2012, menjadi ketua Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan
wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2009, menjadi
ketua Radan Pengawas Pemilihan Umum R] Tahun 2012-2017
jengan perolehan dukungan suara terbanyak di Komisj 2 DPR R]
«aat itu, dan berkat kerja keras dan profesionalismenya dimata
publik ini kemudian mengantarkan dirinya dipercaya DPR R]

menjadi Anggota DKPP RI 2017-2022.,

Muhammad pernah mendapat penghargaan Satyalancana
KaryaSatya X Tahun dari Presiden RI, tahun 2012; lalu penghargaan
Satyalancana Karya Satya XX Tahun dari Presiden RI, tahun 2019
yang menandai kesetiaannya menjadi Pegawai Negeri Sipil. Empat
hari menjelang peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia
Ke-70, Presiden Joko Widodo menganugerahi Muhammad
dengan Tanda Kehormatan Bintang Penegak Demokrasi Utama
di Istana Presiden. Penghargaan itu diberikan bagi mereka yang
dianggap berjasa di bidang sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan
dan teknologi, serta bidang lain yang bermanfaat bagi bangsa dan
negara.

penegakan kode etik
aya perwujudan
erintegritas,

Atas komitmennya yang tinggi terhadap
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Muhammad yang sejak tanggal 8 Januari 2020 dipercaya Menjagq;
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DKPPitu, pada rﬂpatplengyangdigelar
pimpinan DKPP Hari Rabu tanggal 15 April 2020 berdasﬂl‘kan
musyawarah bersama anggota memu‘tuskan mendaulat diriny,
menjadi ketua lembaga peradilan etika penyelenggara Pemily
itu hingga akhir masa bakti 2022. Dengan amanah menjadj ketua
DKPP tersebut, Muhammad tetap terus bertekad meningkatkap,
kapasitas kinerja kelembagaan DKPP dalam mengawa] dan
menegakkan kode etik penyelenggara pemilu secara Mandirj,

profesional dan akuntabel.
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PEMILU

BERINTEGRITAS

Pemilu berintegritas harus diawall dari penyelenggara pemilu yang
berintegritas. Sebaliknya, jika penyelenggara pemilu tidak memiliki
integritas, maka pemilu yang dihasilkan pun sebatas selebrasi atay
ornamen dalam politik lima tahunan dan resikonya muncul permnimpin
yang cacat moral. Sinergitas penegakan hukum (rule of law) dan penega.
kan kode etik (rule of ethics) diperlukan, Norma etika dan norma hukum
harus bekerja secara baik dan kuat, agar tidak terjadi distorsi dalam
urusan pemerintahan negara. Maka dalam konteks implementasi norma
hukum dan etika ini, sejatinya tidak perlu mempertentangkan kedus
sistem norma ini. Memperhadapkan antara hukum dan etika sebagai
dualisme justru akan menjadikan orang tergelincir.

Dalam perspektif itu, penyelenggara dituntut untuk tidak hanya peka
terhadap hukum (sense of regulation), tetapi harus juga punya
kepekaan terhadap etika (sense of ethics) karena etika itu tetap menjadi
standar perilaku ideal bagi penyelenggara, dan kode etik penyelenggara
pemilu merupakan satu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang
menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewa-
jiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak
patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.,, lahir di Makassar, Sulawesi
Selatan 17 September 1971. Pernah menjadi Ketua Panwaslu
Provinsi Sulawesi Selatan, dan menjadi Ketua Bawaslu Rl
2012 - 2017. la mendapat penganugerahan Bintang Penegak
Demokrasi Utama dari Presiden. Sejak awal Januari 2020, ia
dlpercaya memadr ketua DKPP hingga akhir masa bakti
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